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PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia
(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk
dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari
bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

y Sel AN=Z E=¢
~=bh o= S B2
= S= Sy J=

I L2 2=m
z= o= d o=n
z=h b=t =W
¢ = kh L=l »=h
> =d ﬁ:‘ ¢ =,
> =z g =gh s=y
=N = i

Hamzah ( <) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma di atas (), berbalik dengan koma () untuk

penggant i lambang “¢”.
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B. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Panjang Diftong
(a) = fathah A JB menjadi qala
o Ffkastan ! J& menjadi qila
(u) = dlommah 0

03> menjadi diina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka t idak boleh digantikan dengan
“1”, melainkan tetap ditulis dengan “iy”” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong Contoh
(aw) = J ¢ menjadi gawlun
(ay) = < > menjadi khayrun

C. Ta’ marbithah ( 3)

Ta’ marbiithah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi apabila ta’ marbiithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4w Ul 4ls )l menjadi al-
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan mudaf dan mudaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan



menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya
A Zes y menjadi fi rahmatillh.
Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah
Kata sandang berupa “al” (Ji) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idafah) maka dihilangkan. Perhatikan
contoh-contoh berikut ini:
1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan ...
2. Al-Bukhari dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.
4. Billah ‘azza wa jalla.
Nama dan Kata Arab Terindonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan
nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,
tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh
berikut:
“...Abdurrahman Wahid, Presiden Rl keempat, dan Amin Rais,
mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan
kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi
dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui

pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.



Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan
kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia
yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun
berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan
terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,”

“Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat.”
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ABSTRAK

Achmad Alfan Kurniawan, 2020, Perwalian ljbar Menurut Mazhab Hanafi Dalam
Perspektif Maqgasid Syart’ah Jasser Auda, Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal
Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Saifullah, S.H.,, M.Hum. (2) Dr. H.
Badruddin, M.H.I.

Kata Kunci: Perwalian ljbar, Mazhab Hanafi, Magasid Syari’ah

Perwalian ijbar merupakan kewenangan bagi wali untuk menikahkan
anaknya (tanpa memandang jenis kelamin) disebabkan kondisi tertentu tanpa
didahului izin darinya. Perwalian ijbar ini masih menjadi diskursus dalam konteks
kekinian, karena penerapannya ternyata belum berfungsi seperti yang diharapkan,
atau malah melahirkan konflik yang justru menimbulkan ketidak-adilan,
ketidaktertiban, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Maka dari itu, perlu
dilakukan penelaahan kembali terhadap sistem perwalian ijbar ini guna mengetahui
magqasid yang relevan dari perwalian tersebut dalam konteks kekinian.

Tujuan utama penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan magasid dari
perwalian ijbar menurut mazhab Hanafi, 2) Menganalisis perwalian ijbar menurut
mazhab Hanafi perspektif magqasid syari’ah menurut Jasser Auda.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan
historis dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode
dokumentasi dan teknik bola salju (snowball). Teknik analisis bahan hukum dalam
penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, dan serangkaian analisis
menggunakan teori maqgasid syari’ah dengan pendekatan sistem menurut Jasser
Auda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Magasid dari perwalian ijbar
menurut mazhab Hanafi ada tiga, pertama, pemeliharaan terhadap keturunan (hifz
al-nasl); kedua, menegakkan prinsip kesetaraan (al-musawah); ketiga, menegakkan
prinsip kebebasan (al-Zurriyyah) sebagai bagian dari hak asasi manusia. 2) Analisis
perwalian ijbar dengan menggunakan teori magqasid syari’ah melalui pendekatan
sistem menurut Jasser Auda menjadikan proses berijtihad lebih sistematis dan
relevan dengan konteks kekinian. Proses reinterpretasi terhadap Al-Qur’an dan
Hadis, serta penerapan dalil istizsan dan kemaslahatan telah didasarkan pada
magqasid dengan melibatkan perluasan terhadap ‘urf kekinian dan beberapa
dimensi, seperti sejarah, sosiologi, psikologi dan kesehatan jasmani. Sehingga dapat
diketahui tiga hal, pertama, watak kognitif dari mazhab Hanafi dalam berijtihad
adalah nalar epistemologi burhani, kedua, penerapan perwalian ijbar terhadap anak
kecil sudah tidak relevan untuk saat ini, sedangkan terhadap orang yang memiliki
disabilitas mental masih dianggap relevan, begitu juga peniadaannya terhadap
orang dewasa yang sehat mentalnya, ketiga, magasid dari perwalian ijbar yang
relevan dalam konteks kekinian adalah sebagai upaya perlindungan terhadap
keluarga, dan menegakkan hak asasi manusia, khususnya konsep kesetaraan (al-
musawah) dan kebebasan (al-aurriyyah) dalam berkehendak.
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ABSTRACT

Achmad Alfan Kurniawan, 2020, ljbar Guardianship According to Hanafi School
in The Perspective of Magasid Syari'ah Jasser Auda, Thesis, Master's Degree in Al-
Ahwal Al-Syakhsiyyah, Postgraduate School at Islamic State University of
Maulana Malik Ibrahim, Malang, advisers: (1) Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.
Hum. (2) Dr. H. Badruddin, M.H.I.

Keywords: Ijbar Guardianship, Hanafi School, Magqasid Syari'ah

The ijbar guardianship is the authority for the guardians or parents to marry
off their children (regardless of gender) due to certain conditions without being
preceded by his (or her) consent. The ijbar guardianship is still a discourse in the
contemporary context, because its application has not functioned as expected, or
instead gave rise to conflicts that caused unfairness, inconsistency, and legal
uncertainty in society. Therefore, a review of the ijbar guardianship system needs
to be carried out in order to find out the magqgasid of this guardianship in the
contemporary context.

The main purposes of this research are: a) Describe magasid of the ijbar
guardianship according to the Hanafi school, b) Analyze the guardianship of ijbar
according to the Hanafi school in the perspective of maqasid syari’ah according to
Jasser Auda.

This research includes normative legal research with historical and
conceptual approaches. The collection of legal materials in this research uses
documentation and snowball method. The technical analysis of the legal material in
this research is a descriptive analytical technique, and a series of analyses using the
Magasid syart'ah theory according to Jasser Auda.

The results showed that: a) magasid of the ijbar guardianship according to
the Hanafi school were three, first, protection of offspring (hifz al-nasl); second,
establishing the principle of equality (al-musawah); third, establishing the principle
of freedom (al-Aurriyyah) as part of human rights. b) The analysis of the ijbar
guardianship using magqasid Syari'ah theory through a system approach according
to Jasser Auda makes the process of ijtihad more systematic and relevant to the
contemporary context. The process of reinterpretation of Al-Qur'an and Hadith, and
the application of istizsan and maslahah has been based on magasid by involving
expansion of presently 'urf and some dimensions, such as history, sociology,
psychology and physical health. So that three things can be known; first, the
cognitive nature of the Hanafi school in ijtihad is a burhani epistemological
reasoning; second, the implementation of the ijbar guardianship to young children
is not relevant for now, while to people who have mental disabilities are still
considered relevant, as well as negation of ijbar guardianship towards healthy
adults; third, magasid of the ijbar guardianship in the contemporary context are
as an effort to protect the family, and establish human rights, especially the concepts
of equality and freedom of the will.
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PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perwalian ijbar dalam perkawinan masih menjadi perdebatan dalam
konteks kekinian. Di tengah giatnya perjuangan hak-hak perempuan oleh kaum
feminis, perwalian ijbar menurut pandangan mereka sangat bertentangan
dengan konsep kebebasan, kesetaraan dan keadilan. Meskipun perwalian ijbar
ini merupakan bentuk kasih sayang dan tanggung jawab orang tua, akan tetapi
hal yang dianggap baik dan cocok oleh orang tua belum tentu demikian
menurut anaknya. Terlebih lagi yang melakukan pernikahan adalah anak,
bukan orang tuanya.t

Masyarakat Indonesia dalam konteks kekinian cenderung memahami
perwalian ijbar sebagai embrio lahirnya kawin paksa yang terjadi bahkan hidup
di beberapa tatanan adat masyarakat Indonesia. Sebagai contoh tatanan adat
perkawinan yang dipahami sebagai implementasi perwalian ijbar adalah tradisi
kawin paksa yang ada di Madura. Fenomena tradisi kawin paksa tersebut tidak
terlepas dari adat kebiasaan masyarakat Madura yang menikahkan anak
perempuannya pada usia muda. Di Madura, nikah muda adalah suatu hal yang
dianggap lumrah terjadi, terlebih lagi kebiasaan para orang tua di sana adalah
menitipkan anak-anak mereka, laki-laki maupun perempuan yang sudah lulus
Sekolah Dasar ke Pondok Pesantren untuk mengenyam pendidikan agama

sebagai bekal pendidikan utama. Selain belajar ilmu keagamaan, di pesantren

! Muhammad Lutfi Hakim, “Rekonstruksi Hak [jbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum
dan Sosial I1bn al-Qayyim al-Jawziyyah)”, al-Manahij, 1, (Januari, 2014), 46.



anak juga belajar ilmu umum di bangku sekolah formal tingkat pertama
(Madrasah Tsanawiyah) dan sekolah tingkat atas (Madrasah Aliyah). Namun
belum seberapa lama anak tersebut bersekolah, orang tua akan datang
menghadap pimpinan pesantren (kyai) untuk memintakan izin anaknya,
khususnya perempuan untuk ‘boyong’ (kembali ke rumah). Pimpinan
pesantren atau kyai tanpa berpikir panjang langsung mengizinkan anak
perempuan tersebut ‘boyong’. Setelah sampai di rumah, orang tua menjelaskan
bahwa anak perempuannya tersebut akan dinikahkan dengan laki-laki pilihan
orang tua, bahkan anaknya belum tahu dan kenal laki-laki calon suaminya
tersebut.?

Fenomena demikian bukan hal tabu bagi masyarakat Madura. mereka
menganggap bahwa hal tersebut bukanlah pemaksaan, namun adalah
kewajaran. Nikah muda pada masyarakat Madura rentan dengan unsur
paksaan, baik dari pihak orang tua maupun dari pihak keluarga mempelai laki-
laki, bahkan dari masyarakat lingkungan sekitar anak perempuan itu tinggal.

Salah satu daerah di Madura yang banyak terjadi fenomena nikah muda
yang sarat dengan kawin paksa adalah di kabupaten Bangkalan. Angka nikah
muda di bawah umur 20 tahun di kabupaten Bangkalan Madura terbilang tinggi
dari tahun ke tahun. Di bawah ini adalah data statistik yang menunjukkan

tingginya angka nikah muda di bawah umur 20 tahun di Bangkalan Madura.

2 Masthuriyah Sa’dan, “Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM”,
Musawa, 2, (juli, 2015), 143-144.



Gambar 1.1
Data Statistik Kasus Nikah Muda di Bangkalan Madura

2017 2018

® Jumlah Pernikahan  m Kasus Nikah Muda

4

Tercatat pada tahun 2017, jumlah nikah muda sebesar 1.541 kasus atau
17% dari jumlah pernikahan yaitu 9.064, dan pada tahun 2018 jumlah
pernikahan dini mencapai 1.756 kasus atau 17% dari jumlah pernikahan yaitu
10.331. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP dan KB) kabupaten
Bangkalan, Ismanto menyatakan bahwa idealnya jumlah pernikahan dini yang
ditetapkan pemerintah sebesar 5%. Namun di Bangkalan, nikah muda pada
tahun 2017 dan 2018 mencapai angka 17%, melebihi angka ideal tersebut.
Pihaknya juga menjelaskan bahwa mayoritas orang tua berpikir jika anaknya
sudah umur 17 tahun itu tidak mendapatkan suami, akan ada perkataan tidak

baik bahwa anak itu tidak laku, jadi untuk menghindari sanksi sosial seperti itu,
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para orang tua di sana memaksakan untuk menikahkan anak perempuannya
walaupun belum cukup umur.?

Fenomena demikian telah menggambarkan secara sekilas tentang
mindset orang tua khususnya bapak dalam penggunaan perwalian ijbar untuk
menikahkan anak perempuannya meskipun masih belum cukup umur dengan
maksud menghindari sanksi sosial. Padahal perwalian ijbar yang diatur
sedemikian rupa dalam hukum Islam pastinya memiliki tujuan (magsad) yang
lebih dari sekedar menghindari sanksi sosial.

Dalam ranah hukum nasional, perkawinan harus didasarkan atas asas
kesukarelaan atau kebebasan berkehendak (tanpa paksaan). Perkawinan
merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga suatu perkawinan harus
didasarkan atas asas kesukarelaan masing-masing mempelai untuk menjadi
pasangan suami-istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama
lainnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Perkawinan dengan tanpa
persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat
dijadikan alasan untuk membatalkannya demi hukum.* Prinsip ini ditegaskan
dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa
perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.®

Selain itu, agama Islam telah mengajarkan prinsip kebebasan

berkehendak (tanpa paksaan) dan melarang adanya unsur paksaan dalam

3https://www.koranmadura.com/2019/06/angka-pernikahan-dini-di-bangkalan-tinggi/,
diakses pada 14 Desember 2019.

4 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, (Depok:
PT RajaGrafindo Persada, 2019), 53.

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



banyak hal terlebih lagi berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebagaimana

firman Allah Swt.:
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“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah
jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang
siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah

berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah
Maha Mendengar, Maha Mengetahui. ”

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki
kebebasan untuk memilih dan menganut agama atau kepercayaan yang sesuai
dengan keyakinannya lalu menjalankannya dengan penuh rasa kenyamanan.
Begitu juga dalam hal-hal lainnya yang termasuk hak asasi manusia. Setiap
manusia memiliki hak untuk memilih, menentukan dan melakukan hal apapun
yang dianggap baik bagi dirinya selagi tidak mengganggu stabilitas hak orang
lain dalam urusan privat maupun publik. Ayat tersebut juga menerangkan
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, semua di mata Allah setara, baik
hak maupun kewajibannya.

Allah juga berfirman dalam ayat lainnya tentang pentingnya unsur
kesukarelaan dalam ranah muamalah, yaitu:

K ol o 52 5 519 i, Ko K0 GRE Y 14 g
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

6 Al-Qur’an, 2: 256.
" Al-Qur’an, 4: 29.



Rasulullah  Saw. juga menyerukan tentang pentingnya asas
kesukarelaan tanpa paksaan dari pihak manapun dalam urusan muamalah

sebagaimana sabda beliau Saw.:

e sy 15 0 1

“Sesungguhnya jual beli itu berangkat dari kesukarelaan (masing-masing
pihak).” HR lbnu Majah

Ayat dan hadis di atas telah menjelaskan tentang jual beli yang harus
didasarkan atas asas kesukarelaan masing-masing pihak yang berakad. Sama
halnya dengan perkawinan yang juga merupakan bagian dari muamalah atau
keperdataan sebagaimana jual beli. Sehingga apabila ada unsur paksaan dalam
perkawinan dari pihak manapun, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan

batal demi hukum. Hal tersebut sebagaimana yang sabda Rasulullah Saw.:
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“Seorang gadis datang kepada Rasulullah saw lalu berkata: “bapak saya
mengawinkan saya dengan putera saudara laki-lakinya untuk menaikkan
derajatnya”. Buraidah berkata: “lalu Rasulullah saw menjadikan perkara itu
kembali kepada gadits itu. Gadits itu berkata: “saya telah memperbolehkan
apa yang diperbuat bapak saya, tetapi saya ingin memberitahu para wanita

bahwa bapak tidak memiliki wewenang sedikitpun atas perkara itu.” HR lbn
Majah

Secara historis, Rasulullan Saw. telah mengajarkan umainya untuk

menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.

Beliau telah mendekonstruksi paradigma dan worldview masyarakat Arab yang

& Muhammad bin Yazid al-Qazwayni Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz |11, (Beirut: Dar al-
Risalah al-‘Alamiyyah, 2009), 305.
° Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 111, 73.



ketika pra-Islam (jahiliyyah) memandang perempuan sebagai sebuah aib
menjadi perempuan yang memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Perempuan
yang sebelumnya dianggap sebagai barang yang dapat diwariskan menjadi
perempuan yang mendapatkan hak waris. Al-Qur’an memberikan gambaran
kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam dalam memandang perempuan,
mereka merasa malu dan bahkan mengubur hidup-hidup bayi yang baru lahir
berjenis kelamin perempuan. Allah Swt. berfirman:
B s - -3 & =20 A ( 7 1,873 I R
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“Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran)
anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat
marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang
disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan

(menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-
hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.”

Setelah datangnya agama Islam, cara pandang demikian perlahan-lahan
terkikis lalu mengilang, dan selanjutnya menjadi suatu penyesalan bagi
beberapa sahabat Rasulullah Saw. yang pernah melakukan adat jahiliyyah
mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Para sahabat menyesal telah
berbuat demikian karena Rasulullah Saw. bersabda:

i G 4 423 ﬁ)&\ fot.@,.\co,djfjr)j LH;VJ) \.b-\erlﬁm\éju.\ljw
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“Siapa yang memiliki anak perempuan, dia tidak membunuhnya dengan
dikubur hidup-hidup, tidak menghinanya, dan tidak lebih mengunggulkan anak

10 Al-Qur’an, 16: 58-59.
11 Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz |1, (Kairo: Dar
al-Hadits, 1995), 463.



laki-laki dari pada anak perempuan, maka Allah akan memasukkannya ke
dalam surga.” HR. Ahmad

Ajaran Rasulullah Saw. tersebut memberikan pemahaman bagi umatnya untuk
menjaga dan mewariskan nilai kesetaraan hak dan martabat antara laki-laki dan
perempuan.

Namun nilai-nilai tersebut mulai memudar pada masa skolastik, pada
masa ini intelektual umat Islam mengalami degradasi. Hal tersebut merupakan
buah hasil dari kebiasaan umat Islam yang cenderung menyukai ilmu yang
sudah masak (mature science) dari pada melakukan ijtihad. Padahal para ulama
pendiri mazhab pada era itu sudah meletakkan dan mengajarkan secara
sistematis metodologi penggalian dan penentuan hukum Islam yang mereka
gunakan. Namun, para pengikutnya malah terlalu nyaman dengan hasilnya dan
menjadi malas untuk berijtihad dengan metodologi tersebut.*?

Metodologi berijtihad sudah dikupas tuntas dalam ilmu Usil al-Figh.
Para ulama telah menjelaskan prioritas dalil yang mereka gunakan dalam
pengambilan dalil (istidlal) dengan rinci dan detail agar para pengikut mereka
atau umat Islam lainnya yang datang setelah mereka mampu secara mandiri
untuk menghadapi problematika baru yang terus bermunculan. Paradigma dan
proses nalar berpikir dalam penggalian serta penentuan hukum Islam tersebut
dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor seperti faktor sosiologis, historis,
politik, kultur, waktu dan tempat di mana mereka berada.

Pada masa modern, para cendekiawan Muslim mulai melakukan

pembaruan dan rekonstruksi dalam proses berijtihad terhadap problematika

2 Hakim, “Rekonstruksi Hak ljbar Wali”, 46.



kontemporer. Dalam konteks perwalian ijbar, para ulama klasik memiliki
pendapat yang berbeda dalam permasalahan tersebut. Pendapat para ulama
klasik ini dihasilkan melalui ijtihad dengan masing-masing metodologi yang
sesuai dengan berlatarbelakang faktor-faktor yang sudah disebutkan
sebelumnya. Pada waktu turunnya nas yang dipahami sebagai landasan dari
perwalian ijbar juga dilatarbelakangi dengan faktor-faktor yang sama,
ditambah lagi pada saat itu derajat perempuan dianggap lebih rendah jika
dibandingkan dengan laki-laki.'®* Namun, apabila nas dan pemikiran ulama
Klasik tersebut dikaji sesuai dengan konteks latar belakang mereka, maka akan
ditemukan spirit dan nilai-nilai tentang mengangkat dan menyetarakan derajat
perempuan. Nilai-nilai inilah yang perlu untuk dikontekstualisasikan pada era
sekarang ini.

Dalam penelitian ini, penulis memilih pendapat dari mazhab Hanafi
karena secara historis mazhab ini tumbuh dan berkembang di kawasan
metropolitan yang memiliki tingkat kompleksitas dan pluralitas yang tinggi,
sehingga keputusan hukum dari mazhab tersebut sarat dengan penggunaan
nalar berpikir yang rasional, kritis dan realistis. Begitu juga dalam Konteks
perwalian ijbar, mazhab Hanafi tentunya telah menjelaskan tujuan, hikmah dan
maksud dari permberlakuan perwalian tersebut. Padahal, mazhab ini terkenal
dengan kelonggarannya dalam urusan perwalian perkawinan, namun masih

saja memberlakukan perwalian ijbar dalam kondisi-kondisi tertentu.

13 Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran, (Jakarta: Paramadina,
2001), 28-29.
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Selain itu, penulis memilih untuk menganalisis perwalian ijbar menurut
mazhab Hanafi menggunakan teori magasid Syari’ah menurut Jasser Auda,
karena Jasser Auda merupakan salah satu cendekiawan Muslim kontemporer
yang memiliki visi dan upaya untuk merekonstruksi serta mengembangkan
filsafat hukum Islam melalui konsep magasid dengan menggunakan
pendekatan sistem. Jasser Auda menjelaskan bahwa pendekatan sistem yang ia
gunakan memiliki enam pondasi utama sebagai metode dan landasan berpikir.
Enam pondasi tersebut adalah watak kognitif, holisme, keterbukaan, hierarki
saling mempengaruhi, multidimensi dan kemanfaatan.*

Melalui pondasi watak kognitif, figh yang selama ini dianggap sebagai
bagian dari syariat akan digeser menjadi pemahaman rasio (kognisi) manusia
terhadap syariat. Sehingga dengan mengetahui bahwa syariat dan figh adalah
istilah yang berbeda, maka figh dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi,
situasi, waktu dan tempatnya. Sedangkan syariat akan selalu tetap, karena
berisikan sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.

Kemudian melalui pondasi holisme, suatu peristiwa hukum tidak hanya
disandarkan kepada ayat-ayat hukum saja, namun juga disandarkan kepada
ayat-ayat selain dalam bidang hukum yang terkait dengan peristiwa tersebut.
Dengan kata lain, selurun ayat Al-Qur’an dapat dijadikan sebagai
pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam pada suatu peristiwa hukum

tertentu.®

14 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid al-Syari’ah Pendekatan Sistem,
terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 86.
15 Auda, Membumikan Hukum Islam, 12-13.
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Selanjutnya, melalui pondasi keterbukaan, jangkauan pandangan dunia
(worldview) dan wawasan keilmuan seorang ahli hukum Islam (al-fagih) akan
menjadi semakin luas, dan berdasarkan atas basis ilmiah. Dampak dari hal
tersebut adalah mengurangi ketergantungan terhadap literalisme dalam hukum
Islam, dan membuka sistem hukum Islam terhadap kemajuan dalam ilmu alam,
sosial dan budaya.

Pondasi hierarki saling mempengaruhi merekonstruksi dua hal dalam
magqasid syari’ah. Pertama, jangkauan magasid, sehingga magasid secara
hierarkis meliputi tiga dimensi, yaitu magasid umum (al- ‘ammah), magasid
khusus (al-khassah) dan magasid parsial (al-juz’iyyah). Kedua, jangkauan
manusia yang dicakup oleh magasid menjadi luas sampai ranah sosial dan
publik, sehingga menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia.
Selanjutnya, magasid dalam ranah publik menjadi skala prioritas untuk
dihadapi dan diselesaikan terlebih dahulu daripada magasid dalam ranah
individual.

Pondasi multidimensi menawarkan solusi bagi permasalahan dalil-dalil
yang tampak bertentangan, sehingga dalil-dalil tersebut dapat dikonsiliasikan
pada suatu konteks yang baru, yaitu magasid. Dampak dari penerapan pondasi
ini adalah menguatkan sifat fleksibillitas pada hukum Islam dalam menghadapi
problematika kontemporer yang rumit dan kompleks, bahkan pondasi
multidimensi ini mampu mengaktifkan kembali dalil-dalil yang selama ini

tidak difungsikan.®

16 Auda, Membumikan Hukum Islam, 13-14.
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Melalui pondasi kemanfaatan, maksud atau manfaat dari penetapan
suatu hukum Islam pada peristiwa hukum tertentu akan diketahui dengan tepat.
Pengetahuan tentang hal tersebut dapat diperoleh melalui dalil-dalil dalam
Islam yang bersifat literal, yaitu Al-Qur’an dan Hadis, maupun dari dalil-dalil
lainnya yang bersifat rasional, seperti giyas, istihsan dan lain sebagainya. Dan
pada akhirnya, dengan menggunakan enam pondasi tersebut, proses ijtihad
menjadi efektif, dan magasid dari hukum Islam dapat terealisasikan dengan
baik dan tepat.’

Dalam konteks penelitian ini, penulis memiliki pandangan bahwa
dengan menggunakan landasan berpikir berupa watak kognitif, holisme,
keterbukaan, hierarki saling mempengaruhi dan multidimensi, maka analisis
terhadap perwalian ijbar menurut mazhab Hanafi akan memperlihatkan
kerangka berpikir mazhab Hanafi, alur penetapan hukum dan latar belakang
mereka dalam pemberlakuan perwalian ijbar.

Setelah itu, melalui landasan berpikir kemanfaatan, akan diperoleh
maksud dan tujuan dari pemberlakuan perwalian ijbar tersebut, dan pada
akhirnya diketahui waktu dan kondisi yang tepat untuk menggunakan
perwalian ijbar ini dalam konteks kekinian. Sehingga para wali mujbir tidak
sembarangan menggunakan perwalian ijbar, karena perwalian ini berkaitan erat
dengan keharmonisan, kebahagiaan dan keutuhan keluarga khususnya bagi

anak-anak dari para wali mujbir.

17 Auda, Membumikan Hukum Islam, 14.
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Fokus Penelitian

1. Mengapa mazhab Hanafi memberlakukan perwalian ijbar dalam
perkawinan?

2. Bagaimana analisis perwalian ijbar menurut mazhab Hanafi dengan
perspektif magasid syari’ah Jasser Auda?

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan magasid dari perwalian ijbar menurut mazhab Hanafi.

2. Menganalisis perwalian ijbar menurut mazhab Hanafi dengan perspektif
Magasid Syart’ah Jasser Auda.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangsih

khazanah keilmuan Hukum Islam, secara khusus di ranah Hukum
Keluarga Islam terlebih dalam menyikapi dinamika yang terkait dengan
perwalian ijbar dalam konteks kekinian.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini  nantinya dapat menjadi bahan

rekomendasi, serta solusi objektif dalam memahami dinamika perwalian
ijbar, sehingga diharapkan penelitian ini memberikan gambaran utuh guna
menghindari potensi konflik yang mungkin muncul di kemudian hari,
sebab perwalian termasuk hal yang sakral dalam sosio-kultural masyarakat

Muslim Indonesia.
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E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dicantumkan di sini dengan maksud untuk
memetakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, ini
dilakukan guna menghindari adanya pengulangan bidang kajian yang sama.
Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan penulis
gunakan sabagai pertimbangan adalah sebagai berikut:

Penelitian Tamimi tentang Kasus Kawin Paksa di Desa Gampingan
Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tinjauan Magasid Syari’ah.*® Jenis
penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis-empiris. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kawin paksa di daerah tersebut
diawali dari kesulitan warga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan
adanya pendatang dari Madura yang juga turut serta membawa tradisi kawin
paksa. Terdapat tujuh faktor yang dijadikan alasan wali dalam melakukan
kawin paksa, diantaranya ialah: ekonomi, pergaulan bebas/tingkah laku, tidak
setuju dengan pilihan anak, perjanjian, ikatan persaudaraan, balas budi, adat
perjodohan, hamil di luar nikah. Dalam pandangan magasid syari’ah, praktik
kawin paksa ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan, karena lebih banyak
mengandung unsur negatifnya (madarrah) dari pada unsur positifnya
(maslahah). Diantara unsur negatifnya adalah: hilangnya hak perempuan
dalam memilih pasangan, tekanan psikologis sebab tidak ada kerelaan, serta

besarnya peluang untuk terjadinya penindasan karena tidak sederajat dan akan

18 Tamimi, Kasus Kawin Paksa di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang
Tinjauan Magashid al-Syari’ah, Tesis MH, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2015.
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banyak terjadi pertengkaran karena pemikiran yang tidak selaras sehingga tidak
jarang berujung kepada perceraian.

Penelitian Vivid Fathiyah tentang Dampak Pilihan Orang Tua bekerja
di Luar Negeri terhadap Anak ditinjau Dari Magasid Syari’ah dan Teori
Islamic Parenting Abdullah Nasih ‘Ulwan (Studi Kasus di Desa Kemantren,
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan).’® Jenis penelitian ini adalah
kualitatif dengan pendekatan sosiologis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa orang tua memilih untuk bekerja di luar negeri karena tiga alasan, yaitu:
masalah ekonomi, minimnya lapangan kerja di desa Kemantren dan ingin
mencari pengalaman kerja di luar negeri. Selanjutnya, dampak yang dirasakan
anak dalam keadaan tersebut dari sudut pandang magasid syari’ah adalah
pemenuhan hifz al-nafs oleh orang tua kepada anak. Namun dimensi hifz al-
din, hifz al- ‘ag/ dan hifz al-nasl belum terpenuhi oleh mereka. Sehingga masih
belum bisa dikatakan ada maslahat dalam keluarga tersebut. Sedangkan
kaitannya dengan islamic parenting, mayoritas dari orang tua hanya
memperhatikan hak anak dalam pendidikan jasmani saja dan mengabaikan tiga
pendidikan lainnya, yaitu tanggung jawab pendidikan iman, pendidikan moral
dan pendidikan akal yang sebenarnya harus terpenuhi dari orang tua terhadap

anak-anaknya.

19 Vivid Fathiyah, “Dampak Pilihan Orang Tua bekerja di Luar Negeri terhadap Anak ditinjau
Dari Magasid al-Shari’ah dan Teori Islamic Parenting Abdullah Nasih ‘Ulwan (Studi Kasus di Desa
Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan)”, Tesis MH, (Malang: UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2018).
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Penelitian M Arief Hidayat tentang Nikah dengan Niat Talak Menurut
Fatwa Bin Baz Perspektif Magdsid Syari’ah al-Syathibi.?’ Jenis penelitian ini
adalah normatif dengan pendekatan konseptual (riset kepustakaan). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sebagian ulama memang memperbolehkan
pernikahan dengan niat talak karena mereka melihat pernikahan tersebut hanya
dari segi lahiriahnya saja, esensi dari pernikahan tersebut tetaplah sah. Namun
menurut peneliti, pernikahan dengan niat talak perlu dikaji kembali, melihat
dan menganalisis baik madharat yang diperoleh dari pada manfaat yang
terkandung di dalamnya sesuai magqasid syari’ah al-Syathibi. Karena niat awal
pernikahan tersebut terindikasi merugikan pihak wanita yang akan dinikahi.
Selain itu, dalam pernikahan tersebut ada unsur penipuan yang akan
menimbulkan kerugian pada salah satu pihak jika tidak adanya transparansi
tujuan awal dari akad pernikahan tersebut. Sedangkan tujuan pernikahan
adalah membentuk rumah tangga yang langgeng (abadi), sakinah, mawaddah
dan rahmah sesuai prinsip-prinsip yang termaktub di dalam Al-Qur’an dan
Sunnah.

Penelitian M Ilham Syafi’an tentang Perbedaan antara Keabsahan
Perkawinan dan Perceraian Sirri dalam Perkawinan Islam di Indonesia
(Tinjauan Magasid Syari’ah al-Syathibi).?! Jenis penelitian ini adalah normatif

dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (a)

20 M Arief Hidayat, “Nikah dengan Niat Talak Menurut Fatwa Bin Baz Perspektif Magasid
Shari’ah al-Syatibi”, Tesis MH, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

2L M Ilham Syafi’an, “Perbedaan antara Keabsahan Perkawinan dan Perceraian Sirri dalam
Perkawinan Islam di Indonesia (Tinjauan Magqasid Shari’ah al-Syatibi)”, Tesis MH, (Malang: UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).



17

keabsahan perkawinan hanya didasarkan pada hukum Islam untuk melindungi
hak-hak istri maupun anak hasil pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut
dengan membuat aturan isbat nikah. Sedangkan keabsahan perceraian haruslah
dilakukan di depan sidang Pengadilan dikarenakan tidak adanya payung hukum
yang melindungi hak-hak para istri dan anak-anak yang ditinggalkannya
tersebut jika dilakukan dan disahkan di luar sidang Pengadilan. (b) Pencatatan
perkawinan dan Isbat Nikah termasuk kategori magdasid hajiyyat dalam
posisinya menjaga magasid dlariariyyat akad nikah sebagai wujud hifz al-nasl
yang diperintahkan Allah, sedangkan pelaksanaan ikrar talak di depan sidang
pengadilan ini berada di posisi maqasid dlaririyyat atas perintah Allah untuk
mentalak istri secara ma’ruf sebagai wujud dari hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz
al-nasl, dan hifz al-mal. Walaupun dalam penentuan keabsahan perkawinan
dan perceraian terlihat berbeda, akan tetapi jika melihat dari magqasid syari’ah
yang terkandung di dalamnya, maka akan jelas tujuan dasar keduanya untuk
menjaga keberlangsungan magqasid dlaririyat.

Penelitian Muhammad Choiril Ibaad tentang Nafkah Perempuan Karier
dalam Figh Empat Mazhab Perspektif Magasid Syari’ah lonu ‘Asyiir.?? Jenis
penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa: (1) Tujuan diwajibkan dan digugurkannya nafkah bagi
perempuan adalah demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah. Magsad khdas-nya agar harta didistribusikan. Magsad ‘@amm-nya demi

22 Muhammad Choiril Ibaad, “Nafkah Perempuan Karier dalam Figh Empat Mazhab
Perspektif Magasid Shari’ah Tbnu ‘Asyur”, Tesis MH, (Malang: UIN Maulana Malik lbrahim
Malang, 2019).
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meraih ridha Allah Swt.; (2) Larangan bagi perempuan untuk keluar rumah
maupun berkarier adalah bersifat himbauan. Magsad al-khas-nya demi
menjauhkannya dari fitnah. Sedangkan magsad al-‘amm-nya untuk
memberikannya kebebasan (itsbat al-hurriyyah) dan persamaan (itsbat al-
musawah), untuk mempertahankan hidup (hifz al-nafs) dan memperoleh segala
kebutuhan yang diperlukan untuk tetap eksis (hifz al-mal); (3) Pemberian hak
menahan istri untuk suami dalam keluarga adalah demi terciptanya
kepemimpinan dalam keluarga sehingga dalam keluarga ada yang
mengarahkan dan bertanggung jawab. magsad al-‘@mm-nya adalah demi
terciptanya kemaslahatan bersama.

Penelitian Mochammad Arifin tentang Putusan Judicial Review
Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XI111/2015 atas Pasal 29 Ayat (1) UU No.
1 Tahun 1974 Mengenai Perjanjian Perkawinan Perspektif Magqasid Syari’ah
Jasser Auda.® Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan
perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal, yaitu: (a)
implikasi hukum Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-
X1/2015 perspektif magasid syari’ah Jasser Auda, diantaranya (1) Implikasi
hukum atas jaminan hak secara konstitusional terhadap perjanjian perkawinan
pasca Putusan MK perspektif magdasid syari’ah Jasser Auda, yaitu realisasi atas
jaminan hak secara konstitusional telah tertuang dalam pasal 29 ayat (1), (3),

dan (4) UU Perkawinan 1/1974 yang telah diperbarui, maka Mahkamah

2 Mochammad Arifin, “Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-
XI111/2015 atas Pasal 29 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Mengenai Perjanjian Perkawinan Perspektif
Magqasid Shari’ah Jasser Auda”, Tesis MH, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).
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Konstitusi telah memperbarui sebuah hukum positif tentang perkawinan,
khususnya perlonggaran terhadap perjanjian perkawinan di Indonesia. (2)
Implikasi hukum perlindungan harta bersama pasca putusan MK perspektif
Mmagqasid Syari’ah Jasser Auda. Magsad (tujuan)-nya adalah nilai
pemberdayaan kebutuhan masyarakat secara hukum, dan sebagai pembaruan
hukum tentu berpijak dari suatu asumsi bahwa hukum adalah institusi yang
bertujuan mengantarkan manusia menuju kehidupan yang adil, sejahtera dan
bahagia. (b) analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XI11/2015
perspektif magasid syari’ah Jasser Auda yaitu, (1) Menuju sebuah interpretasi
nilai magasid syari’ah dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Spirit hukum
progresif dengan magasid syari’ah Jasser Auda di mana keduanya sama-sama
memperjuangkan cita-cita hukum yakni keadilan. (2) Analisis perkembangan
Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Judicial Review. Pembaruan norma yang
terdapat dalam diktum putusan yaitu menjawab dari maksud human
development (pemberdayaan manusia). Kaitannya dengan suatu perundang-
undangan, maka peneliti artikan bahwa hal tersebut adalah sebuah
pemberdayaan hukum untuk manusia (The Law Development of Human).
Penelitian David Wildan tentang Penetapan Talak Bid 7 di Pengadilan
Agama Jombang dalam Perspektif Maqdsid Syari’ah Thahir bin ‘ Asyiir.2* Jenis
penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil

penelitian menyimpulkan bahwa Imam Thahir bin Asytir menawarkan dua

24 David Wildan, “Penetapan Talak Bid 7 di Pengadilan Agama Jombang dalam Perspektif
Magasid Shari’ah Thahir bin Asyuar”, Tesis MH, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
2016).
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sudut pandang dalam menetapkan magasid syari’ah, yakni magasid al- ‘amm
dan magasid al-khas. Yang pertama menunjukkan cara pandang luas terhadap
suatu hukum untuk menggali persoalan-persoalan yang telah umum dipahami,
seperti haramnya talak bid’z, pelakunya mendapatkan dosa, dll. Hal ini dapat
ketahui dari metode masalikul ‘illah, baik melalui dalalah sarithah atau
mundasabah. Sedangkan yang kedua, lebih menitikberatkan kepada wasilah dari
persoalan yang terjadi didalamnya. Yaitu, pelaksanaan yang ikrar yang telah
ditetapkan waktunya, disamping tujuan dari para pihak adalah untuk
melegalkan status cerai karena dilatarbelakangi banyak perselisihan yang tak
kunjung usai. Maka dari sinilah posisi lembaga Peradilan Agama untuk
mengembalikan fifrah kemanusian untuk menjadi insan yang bebas.
Penelitian Nabila Saifin Nuha Nurul Haq tentang Batas Usia Maksimal
dalam Perkawinan Perspektif Magasid Syari’ah (Analisa terhadap Program
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan
Usia Perkawinan).? Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan
konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) BKKBN memiliki
alasan terhadap penetapan usia perkawinan yang berbeda dari undang-undang,
salah satunya ialah masalah kesehatan yang merupakan alasan utama yang
telah tercantum dalam pedoman Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Alasan
lain yang dikemukakan oleh BKKBN ialah aspek pendidikan, ekonomi,

psikologis dan kependudukan. 2) tinjauan program PUP dilihat dari magasid

%5 Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, “Batas Usia Maksimal dalam Perkawinan Perspektif
Magasid Shari’ah (Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)”, Tesis MH, (Malang: UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2018).
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syari’ah ialah bahwa program tersebut dinilai memiliki banyak maslahah.
Yang mana maslahah yang paling relevan dengan program PUP ini ialah
berhubungan dengan hifz nasl. Namun empat bagian lain dari lima unsur pokok
magqasid seperti hifz dm, hifz nafs, hifz ‘agl, dan hifz mal juga sangat terkait
akan kemashlahatan dari program ini.

Penelitian Luthfi Ma’sum Mustopa tentang Batas Usia Perkawinan
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut
Psikologi Perkembangan dan Magqasid Syari’ah al-Syathibi.?® Jenis penelitian
ini adalah normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian
menyimpulkan tiga hal: Pertama, batasan usia tersebut menurut psikologi
perkembangan dinilai masih dalam kategori remaja yang belum siap secara
psikologis. Kedua, menurut magasid Syari’ah, usia tersebut belum mampu
menjaga keturunan, jiwa, akal, dan harta keduanya. Ketiga, perbandingan batas
usia perkawinan tersebut menurut psikologi menjelaskan usia 16-19 tahun
tergolong remaja, sering bersikap idealis, mudah membuat keputusan sendiri
tanpa berfikir panjang. Secara magasid syari’ah, perkawinan pada usia 16-19
tahun perlu dihindari untuk melindungi akal agar tetap berpikir dengan
bijaksana, karena pada usia tersebut tidak dapat mengelola emosinya lebih
efektif, kurang mampu menerapkan baik-buruk dalam kehidupannya,
membutuhkan banyak hormon untuk pertumbuhan fisiknya, dan belum pandai

dalam mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

26 Luthfi Ma’sum Mustopa, “Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan dan Magasid Shari’ah al-Syatibi”,
Tesis MH, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).
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Penelitian Muhammad Farooq dengan judul “Walayah (Guardianship):
The Authority Over A Woman’s Choice in Marriage and How This Reflects A
Desire To Control and Kafa’a (Equality): A Barrier To A Woman’s Marriage
Choice?.”?” Penelitian ini berupaya untuk memberikan tinjauan luas tentang
persetujuan pribadi seorang perempuan dalam perkawinannya, dan perwalian
perkawinan atau peran wali dalam mengatur perkawinan Muslim. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kedua konsep (perwalian dan kafa’ah)
digunakan dalam upaya untuk tetap unggul dalam pernikahan. Selain itu, di
satu sisi, perwalian pernikahan adalah keinginan untuk mengendalikan posisi
pria. Sedangkan di sisi lain, kafa’ah membatasi pilihan perempuan dalam

memilih pasangan hidup.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu Terkait Perwalian dan Teori Magasid Syari’ah
NG Nama Peneliti i ara i Perbedaan Orlsmfal.ltas
dan Judul Penelitian
Tamimi, “Kasus
Kawin Paksa di =
Penelitian .
Desa Penelitian
) . sebelumnya .
Gampingan Penelitian — yang penulis
. .| berjenis
Kecamatan dengan analisis .. lakukan
penelitian o
1 | Pagak menggunakan . berjenis riset
ap kualitatif
Kabupaten Magasid kepustakaan
. menggunakan .
Malang Syart’ah. (library
. pendekatan
Tinjauan empiris research).
Magasid pIFIS.
Syari’ah”.
5 Vivid Fathiyah, | Penelitian Peneltian Penelitian
“Dampak dengan analisis | sebelumnya yang penulis

2 Muhammad Farooq, “Walayah (Guardianship): The Authority Over A Woman’s Choice
in Marriage and How This Reflects A Desire To Control and Kafa’a (Equality): A Barrier To A
Woman’s Marriage Choice?”, Granite Journal, 2, University of Aberdeen, (2019)
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Pilihan Orang menggunakan | berjenis lakukan
Tua bekerja di Magasid penelitian berjenis riset
Luar Negeri Syart’ah. kualitatif kepustakaan
terhadap Anak menggunakan (library
ditinjau Dari pendekatan research).
Magasid empiris-
Syari’ah dan sosiologis.
Teori Islamic
Parenting
Abdullah Nasih
‘Ulwan (Studi
Kasus di Desa
Kemantren,
Kecamatan
Paciran,
Kabupaten
Lamongan)”.
e Penelitian
lumn |
N & _ya Penelitian
e Penelitian tentang nikah o .
M Arief dengan analisis | dengan niat yang p
1 ‘“ . IakUkan
Hidayat, “Nikah | menggunakan talak.
. A tentang
dengan Niat Magasid .
J . perwalian
Talak Menurut Syart’ah. e Penelitian -t
oy ijbar, dengan
Fatwa Bin Baz sebelumnya -
i . alat analisis
Perspektif e Penelitian menggunakan :
e . . berupa teori
Magasid berjenis riset alat analisis Maadsid
Syart’ah al- kepustakaan berupa teori g aZl';a 5
S (library Magqasid 4
h) S menurut
researc Y Jasser Auda.
menurut al-
Syathibi.
M Ilham . Penelitian
Syafi’an Penelitian ang penulis
“y ’ Penelitian sebelumnya yang p
Perbedaan . lakukan
dengan analisis | menggunakan
antara . menggunakan
menggunakan | alat analisis .
Keabsahan g . alat analisis
. Magasid berupa teori i
Perkawinan dan . . berupa teori
. .. | Syart’ah. Magqasid .
Perceraian Sirri . Magqasid
Syari’ah

dalam

Syari’ah
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Perkawinan mernurut al- menurut
Islam di Syathibi. Jasser Auda.
Indonesia
(Tinjauan
Magasid
Syari’ah al-
Syathibi)”.
e Penelitian
e nnya Penelitian
Muhammad e Penelitian tentang nafkah ana penulis
Choiril Ibaad, dengan analisis perempuan ?/akugkzn
“Nafkah menggunakan karier
o | tentang
Perempuan Magasid !
: - % perwalian
Karier dalam Syart’ah. ¢ Penelitian )
. ijbar, dengan
Figh Empat sebelumnya : .
o alat analisis
Mazhab e Penelitian menggunakan :
. s L berupa teori
Perspektif berjenis riset alat analisis Maadsid
Magasid kepustakaan berupa teori g aZz‘;ah
Syart’ah Ibnu (library Magasid nfenurut
Asyir”. research). Syari’ah Jasser Auda.
menurut 1bn
‘Asyur.
Mochammad
Arifin, ¢ Penelitian
“Putusan sebelumnya
Judicial Review tentang
Mahkamah Putusan
Konstitusi No. Judicial
69/PUU- Penelitian Review Penelitian
X111/2015 atas dengan analisis Mahkamah yang penulis
Pasal 29 Ayat menggunakan Konstitusi No. | lakukan
(1) UU No. 1 Magasid 69/PUU- tentang
Tahun 1974 Syart’ah Jasser X111/2015 atas | perwalian
Mengenai Auda. Pasal 29 Ayat | ijbar.
Perjanjian (1) UU No. 1
Perkawinan Tahun 1974
Perspektif Mengenai
Magqasid Perjanjian
Syart’ah Jasser Perkawinan.

Auda”.
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David Wildan, .. Penelitian
» Penelitian i
Penetapan sebelumnva yang penulis
Talak Bid’t di . y lakukan
. Penelitian menggunakan
Pengadilan .. .. menggunakan
dengan analisis | alat analisis ..
Agama Jombang . alat analisis
menggunakan | berupa teori .
dalam g . berupa teori
i Magasid Magasid .
Perspektif - . Magasid
_ Syari’ah. Syari’ah .
Magasid Syari’ah
N o menurut 1bn
Syari’ah Thahir Ashir menurut
bin ‘Asyiir”. ' Jasser Auda.
Nabila Saifin
Nuha Nurul
Haq, “Batas
Usia Maksimal
dalam
Perkawinan
Perspektif
Magasid - Penelitian Penelitian
-, Penelitian )
Syari’ah . .| sebelumnya yang penulis
) dengan analisis
(Analisa tentang batas lakukan
menggunakan . .
terhadap ¥ usia maksimal tentang
Magasid ]
Program Badan b dalam perwalian
Syari’ah. . .
Kependudukan perkawinan. ijbar.
dan Keluarga
Berencana
Nasional
tentang
Pendewasaan
Usia
Perkawinan) ”.
Luthfi Ma’sum o Penelitian
= Penelitian .
Mustopa, “Batas yang penulis
. sebelumnya
Usia . lakukan
. Penelitian menggunakan
Perkawinan . . menggunakan
dengan analisis | alat analisis .
dalam Undang- . alat analisis
menggunakan berupa teori .
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1 Tahun 1974 aq93 aqas Magasid
Syari’ah. Syari’ah .
tentang Syari’ah
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Psikologi

Perkembangan

dan Magasid

Syart’ah al-

Syathibi”.

Muhammad

Farooq,

“Walayah

(Guardianship):

The Authori -

f iy Penelitian
Over A .
Woman’s yang penulis

o \ | Penelitian lakukan
Choice in Penelitian ' .
» sebelumnya sifatnya lebih
Marriage and tentang B
. : mengarah pada | spesifik dalam
10 | How This perwalian . )
perwalian dalam | perwalian
Reflects A dalam 1 .
: ) perkawinan perkawinan,
Desire To perkawinan. !
secara umum. yakni tentnag
Control and erwalian
Kafa'a ip'bar
(Equality): A 1oan
Barrier To A
Woman's
Marriage
Choice?”.
Dari beberapa penelitian di atas, penulis berpandangan bahwa

pembahasan mengenai perwalian ijbar masih menyisakan celah yang perlu

diteliti lebih mendalam. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis bermaksud

meneliti tentang perwalian ijbar, namun lebih difokuskan pada pembahasan

perwalian ijbar dalam figh mazhab Hanafi yang dianalis tujuan-tujuannya

menggunakan teori magasid syari’ah menurut Jasser Auda.
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F. Definisi Istilah
1. Perwalian Ijbar
Perwalian ijbar adalah kewenangan bagi seorang wali untuk
menikahkan anak laki-laki atau perempuannya yang memiliki kondisi
tertentu dengan tanpa izin darinya.?®
2.  Magqasid Syari’ah Menurut Jasser Auda
Magasid syari’ah adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh
Syari’ (Allah dan Rasul-Nya) agar dapat terealisasikan melaui rasyri’
(legislasi) dan penetapan sejumlah hukum setelah proses penentuannya
yang bersifat deduktif oleh para mujtahid terhadap Al-Qur’an dan
Sunnah.?®
Dalam konsep magasid syari’ah-nya, Jasser Auda menawarkan
magasid sebagai landasan dasar dan metodologi fundamental dalam
reformasi hukum Islam kontemporer. Hal tersebut dilakukan dengan
menggunakan pendekatan sistem dengan enam pondasi utama, yaitu:
watak kognitif, holisme, keterbukaan, hierarki saling mempengaruhi,

multidimensi, dan kemanfaatan.

2 Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtdj ila Ma rifat Ma’ani Alfaz
al-Minhaj, Juz 1V, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 246.

2 Auda, Madkhal Magqasidi li al-Ijtihad, dalam www.jasserauda.net, diakses pada 22
Desember 2019.


http://www.jasserauda.net/

BAB I1
PERWALIAN PERKAWINAN, MAZHAB HANAFI
DAN MAQASID SYARI’AH MENURUT JASSER AUDA

A. Perwalian Perkawinan

1. Definisi Perwalian
Secara etimologi, perwalian dalam bahasa Arab disebut dengan al-
wilayah yang berarti rasa cinta (al-makabbah) dan pertolongan (al-

nusrah) sebagaimana firman Allah Swt:

P50 24 @5 6154 G5 Gz A 3 o5
“Dan barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang

beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut (agama) Allah
itulah yang menang.”

Dan juga firman-Nya di ayat yang lain:

ek ) gt Sy (el

“Dan orang-orang yang beriman, Iakl laki dan perempuan, sebagian
mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.”

Atau juga bisa diartikan sebagai kekuasaan (al-sultah) dan kemampuan

(al-qudrah) sebagaimana arti dari istilah al-wali yakni penguasa.®?
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perwalian diartikan sebagai

segala sesuatu yang berhubungan dengan wali; pengawasan dan

pemeliharaan anak yatim dan hartanya; pembimbingan (negara, daerah,

30 Al-Qur’an, 5: 56.

81 Al-Qur’an, 9: 71.

%2 Muhammad bin Muhammad bin ‘Abd al-Razzaq al-Husaini, 7aj al- ‘Ariis min Jawdhir al-
Qamas, Juz XL, (Kuwait: Dar al-Hidayah, 1965), 242.
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dan sebagainya) yang belum bisa berdiri sendiri.*®* Sehingga dapat
disimpulkan dari beberapa arti etimologi tersebut bahwa perwalian (al-
wilayah) berarti pengawasan, pemeliharaan, pembimbingan dan
penguasaan terhadap seseorang yang belum bisa mandiri, atau barang
sebagai pertolongan dan aplikasi dari rasa sayang (tanggung jawab).

Sedangkan secara terminologi, perwalian didefinisikan sebagai
kemampuan yang diberikan oleh al-syar’ terhadap seseorang untuk
menguasai, memelihara, membimbing orang atau barang. perwalian secara
garis besar terbagi atas tiga hal, yaitu perwalian terhadap orang, perwalian
terhadap barang dan perwalian terhadap orang dan benda secara
bersamaan.3*

Seseorang yang memiliki hak perwalian disebut dengan wali.
Menurut Burgerlijk Wetboek, wali merupakan pengganti secara hukum
bagi anak yang belum dewasa ketika hendak melaksanakan suatu
kewajiban yang tergolong sebagai perbuatan hukum.® Perwalian seorang
wali terhadap orang atau benda disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

a) Kepemilikan seseorang atas orang atau barang, seperti perwalian
seseorang atas budak atau atas properti-properti yang ia miliki.
b) Hubungan kekerabatan atau keturunan, seperti perwalian seseorang

atas salah satu kerabat atau anak yang masih belum cukup umur.

33 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perwalian, diakses 21 Maret 2020.

34 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz VI, (Cet. II, Damaskus: Dar al-
Fikr, 1985), 186-187.

% Djohan Efendi, Ensiklopedi Nasional Indonesia, Juz XVIII, (Jakarta: PT Cipta Adi
Pustaka, 1991), 232.
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¢) Hubungan pasca memerdekakan budak, seperti perwalian seorang
tuan (sayyid) atas mantan budak yang telah dimerdekakan olehnya.

d) Pengangkatan, seperti perwalian seorang kepala negara, gubernur,
walikota atau bupati atas rakyatnya.

Dalam konteks perkawinan, wali adalah pengasuh pengantin
perempuan yang pada waktu akad perkawinan melakukan janji nikah
dengan pengantin laki-laki.’

2. Dasar Hukum Perwalian

Wali merupakan salah satu rukun perkawinan menurut mayoritas
ulama kecuali dari kalangan Hanafiyyah. Mayoritas ulama berpendapat
bahwa perkawinan tidak dianggap sah kecuali dengan adanya peran
seorang wali. Pendapat mayoritas ulama tersebut di dasarkan atas sabda
Rasulullah Saw.:

8 sl oy oy WA N B s el (2000 2 L 5l o8

Dari Ibn Abbas ra. Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada perkawinan
kecuali dengan adanya wali.” HR Bukhari

Dan juga di hadisnya yang lain:

e ST G W 53alB g, J85 G Lt kil 1L Lkl JL Lkl

393}‘)}\ o\j) .20;;} Y&:;‘;j Q\Jau ‘ \.19 b‘j.;.-u:; :);
Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Wanita mana saja
yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya tidak sah, nikahnya tidak

i

G e al Lol iy J6 Bk e

\o

o\ \

% Al-Zuhaili, al-Figh al-Isiami, Juz V11, 188.

37 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wali, diakses pada 21 Maret 2020.

38 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahif al-Bukhari, Juz VII, (Cet 1, Lebanon, Dar Tauq
al-Najah, 2001), 15.

39 Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’a$ al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Juz 11, (Cet. |, Beirut:
Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009), 425.
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sah, nikahnya tidak sah. Jika ia sudah terlanjur digauli maka ia berhak
mendapat mahar lantaran itu. Jika mereka berselisih, maka pemerintah
adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali.” HR Abu Dawud

Hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa perkawinan seorang
perempuan tidak sah hukumnya kecuali dengan adanya izin dari seorang
wali. Apabila seorang perempuan terlanjur menikah tanpa izin dari
walinya, maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar.
Selanjutnya apabila terjadi perselisinan di antara wali dan perempuan,
maka pemerintah boleh melakukan intervensi dalam perselisihan yang
terjadi di antara mereka. Kedua hadis di atas diperkuat dengan hadis

ketiga, yaitu:

53 % A HE Vel e A oA 25 J6: J65pa 4l 5
Dale o)y, GmE 35 S il 56 s 4

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Perempuan
tidak bolen menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan
menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya perempuan pezina itu
adalah perempuan yang menikahkan dirinya sendiri.” HR Ibnu Majah

Semua hadis tersebut menunjukkan urgensi dari keikutsertaan wali
dalam proses perkawinan. Bahkan telah disebutkan juga himbauan dan
larangan tegas untuk perempuan agar tidak menikah tanpa adanya wali,
karena hanya perempuan pezina yang menikahkan dirinya sendiri dengan
tanpa 1zin dari walinya.

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyyah.
Mereka berpendapat bahwa perempuan dewasa (balighah) dan berakal

(‘aqilah) diperbolehkan untuk menikah tanpa adanya peran seorang wali,

40 Tbn Majah, Sunan, Juz 111, 80.
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atau boleh juga untuk mewakilkan perkawinannya kepada orang lain baik
laki-laki ataupun perempuan. Namun apabila perempuan tersebut
menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak setara (sederajat), maka
wali boleh mengajukan keberatan dan ketidaksetujuan terhadap
perkawinan tersebut.*! Pendapat ulama Hanafiyyah tersebut didasarkan
atas firman Allah Swt:

8 58 3 a4 1 il
“Kemudian jika dia menceralkannya (setelah talak yang kedua), maka

perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan
suami yang lain. ”

Ulama Hanafiyyah menjelaskan bahwa ayat tersebut berisi tentang
akad perkawinan yang dilakukan oleh perempuan tanpa diwakilkan
kepada walinya. Seruan dalam ayat tersebut ditujukan kepada para
perempuan bukan kepada para wali sebagaimana klaim dari mayoritas
ulama.

Selain Al-Qur’an, mereka juga memberikan dasar hukum berupa
sabda Rasulullah Saw.:

el W 3 e 3 S K05 6 i, T
“Janda itu lebih berhak atas dlrlnya daripada walinya, sedangkan

seorang gadis harus dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya.” HR
Muslim

Menurut ulama Hanafiyyah, hadis tersebut menjelaskan tentang

kepemilikan janda akan hak untuk menikah lagi atau tidak, begitu juga

4L Al-Zuhaili, al-Figh al-Islami, Juz VI, 83.

42 Al-Qur’an, 2: 230.

4 Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, Sahih Muslim, Juz 11, (Beirut: Dar Thya al-Turas al-
‘Arabi, t.th), 1037.



33

gadis dewasa yang disamakan hukumnya oleh mereka. Namun karena
besarnya rasa malu dari gadis tersebut, maka al-syar’ menganjurkan untuk
meminta izin darinya sebagai bentuk persetujuannya. Meskipun demikian,
permintaan izin tersebut bukan berarti merampas haknya untuk melakukan
akad perkawinan secara langsung, karena perempuan dewasa memiliki
kecakapan bertindak secara hukum, sehingga boleh baginya untuk
menikahkan dirinya sendiri.**

Selain kedua pendapat sebelumnya, terdapat pendapat lainnya yang
mungkin bisa dianggap moderat, yaitu pendapat Abu Saur dari kalangan
ulama Syafi’iyyah. Beliau berpendapat bahwa di dalam perkawinan
sebaiknya memperhatikan kepuasan dari perempuan dan wali secara
bersamaan, dan rasanya kurang baik serta kurang bijak apabila hanya
memperhatikan kepentingan salah satu dari mereka saja tanpa peduli
dengan persetujuan dan kepuasaan keduanya. Apabila mereka sudah
merasa saling puas, maka boleh salah satu dari mereka untuk
melaksanakan akad perkawinan, baik perempuan itu sendiri yang
menikahkan dirinya, atau ia mewakilkannya kepada walinya untuk

menikahkannya dengan laki-laki yang baik.*®

4 Al-Zuhaili, al-Figh al-Islami, Juz V11, 84.
4 Al-Zuhaili, al-Figh al-Isiami, Juz V11, 84.
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3. Persyaratan Menjadi Wali
Para ulama telah menjelaskan beberapa syarat bagi seorang wali
dalam perkawinan, yaitu:
a. Kesempurnaan bertindak secara hukum (cakap hukum)
Kecapakapan tersebut disandang seseorang ketika dia sudah
dianggap dewasa, berakal dan bukan seorang budak. Sehingga anak
kecil, orang gila, orang cacat mental, orang mabuk dan budak tidak
diperbolehkan untuk menjadi wali dalam perkawinan. Karena orang-
orang tersebut tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum.*8
b. Beragama Islam
Syarat wali selanjutnya dalam perkawinan adalah harus
beragama Islam apabila yang dinikahkan olehnya beragama Islam.

Maka tidak boleh seorang non-Muslim atau murtad menikahkan orang

beragama Islam atau sebaliknya.*’ Hal tersebut sebagaimana firman

Allah Swit:

o3l e 308 808 s 5 i) 5 ) 0,80 il 53y
“Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai
pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat
demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah,

kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari
mereka. ”

48

Dan juga firman Allah Swt:

46 Al-Zuhaili, al-Figh al-Islami, Juz V11, 195.
47 Al-Zuhaili, al-Figh al-Islami, Juz VI, 196.
4 Al-Qur’an, 3: 28.
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5 - - PR

© i 1) addai 1333 G5
“Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian
yang lain.”

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa orang non-Muslim boleh

menjadi wali bagi sesama mereka yang non-Msulim saja. Sedangkan

orang Muslim dilarang untuk menjadikan orang non-Muslim sebagai

wali, begitu juga orang murtad, karena ia telah keluar dari agama Islam.
c. Laki-laki

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wali dalam perkawinan
harus berjenis kelamin laki-laki. Mereka berpendapat bahwa tidak sah
hukumnya suatu perkawinan yang wali di dalamnya adalah seorang
perempuan, dan tidak sah juga hukumnya apabila seorang perempuan
menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya peran wali. Sedangkan ulama
Hanfiyyah berpendapat bahwa perempuan dewasa memiliki hak untuk
menjadi wali dalam perkawinan, dan hak untuk menikahkan dirinya
sendiri tanpa peran dari seorang wali.>°

d. Adil (al-“Adalah)

Secara etimologi, adil (al-‘adalah) berarti sikap (perkataan,
perbuatan, perlakuan atau semacamnya) untuk berpihak dan berpegang
kepada suatu kebenaran. Sedangkan secara terminologi, al-‘adalah
didefinisikan sebagai sikap istigamah dalam beragama dengan secara

kontinu menjalankan segala bentuk kewajiban dan menghindari segala

49 Al-Qur’an, 8: 73.
50 Al-Zuhaili, al-Figh al-Isiami, Juz V11, 196.
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bentuk dosa besar seperti berzina, mengonsumsi minuman Kkeras,
membunuh, durhaka kepada kedua orang tua dan sebagainya, serta
tidak secara kontinu melakukan dosa-dosa kecil ataupun hal-hal yang
menyalahi sopan santun. Penerapan syarat ini bagi wali merupakan
pendapat dari ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah.

Sebab syarat seorang wali harus adil adalah karena perwalian
dalam perkawinan memerlukan pemahaman yang baik tentang
kemaslahatan dari perkawinan bagi wali untuk mempelai laki-laki dan
perempuan. Sedangkan apabila wali terindikasikan sebagai fasik, maka
dikhawatirkan ia tidak akan memperhatikan kemaslahatan dari
perkawinan, sehingga dikhawatirkan juga tujuan-tujuan dari
perkawinan tidak akan tercapai nantinya.®!

Berbeda halnya dengan pendapat ulama Malikiyyah dan
Hanafiyyah. Mereka berpendapat bahwa sikap adil bukan merupakan
syarat dalam perwalian. Maka dari itu, orang yang adil maupun fasik
diperbolehkan untuk menjadi wali dalam prosesi perkawinan. Karena
kefasikan seseorang tidak menghalanginya untuk menunjukkan kasih
sayang dan kepedulian terhadap anggota keluarganya. Selain itu,
mereka juga menyebutkan bahwa belum ada bukti secara historis

semenjak zaman Rasulullah Saw. seorang wali tertolak perwaliannya

51 Al-Zuhaili, al-Figh al-Isiami, Juz V11, 197.
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ketika menikahkan anaknya disebabkan kefasikan yang timbul darinya.
Sehingga sah menurut mereka perwalian perkawinan oleh orang fasik.>2
e. Kebijaksanaan (al-Rusyd)

Secara etimologi, kebijaksanaan (al-rusyd) berarti selalu
menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya); arif;
tajam pikiran; pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dan sebagainya)
apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya.>

Sedangkan secara terminologi, para ulama memiliki definisi
yang berbeda-beda. Ulama Hanabilah mendefinisikannya sebagai
pengetahuan yang baik tentang kemaslahatan-kemaslahatan dalam
perkawinan, termasuk di dalamnya kesamaan derajat atau martabat (al-
kafaah). Sedangkan ulama Syafi’iyyah mendefinisikannya sebagai sifat
untuk tidak menghambur-hamburkan harta secara sembarangan.
Dengan kata lain, kemampuan untuk mengelola harta dengan baik dan
bijak.>

Penerapan syarat ini bagi wali dalam perkawinan merupakan
pendapat dari ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah. Namun ulama
Malikiyyah dan Hanafiyyah tidak berpendapat demikian. Mereka
berpendapat bahwa kebijaksanaan (al-rusyd) bukan persyaratan bagi

wali dalam perkawinan.®

52 Wizarat al-Augaf wa al-Syuilin al-Islamiyyah-Kuwait, al-Mausii’ah al-Fighiyyah al-
Kuwaitiyyah, Juz XLI, (Cet. I, Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa al-Syutin al-Islamiyyah, 2006), 253.

53 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bijaksana, diakses pada 13 Maret 2020.

% Al-Zuhaili, al-Figh al-Islami, Juz VI, 197.

55 Al-Zuhaili, al-Figh al-Islami, Juz V11, 197-198.


https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bijaksana
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f. Tidak sedang dalam keadaan ihram untuk ibadah haji atau umrah.
Penerapan syarat ini terhadap wali merupakan pendapat dari
mayoritas ulama kecuali dari kalangan Hanafiyyah. Mereka
memberikan dasar hukum berupa hadis Rasulullah Saw:
B aly, 2B N5 AN s A8 Y
r-\-w‘JJ. u)C”)/’ﬁchﬁ

“Orang yang sedang berihram tidak diperbolehkan menikah,
dinikahkan, dan melamar.” HR Muslim

Sedangkan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa boleh
hukumnya bagi seseorang dalam keadaan ihram ibadah haji atau umrah
untuk menjadi wali perkawinan. Pendapat ini didasarkan atas dalil hadis
yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas ra.:

ol ol j;j;fj«,w@;(.\ijiw\ k}a‘j»\“ 5

“Sesungguhnya Nabi Saw. menikah dengan Maimunah dalam keadaan
ihram.” HR Bukhari

Mereka juga mengatakan bahwa kesucian puasa Ramadan tidak
menghalangi terjadinya akad perkawinan, begitu juga kesucian ihram
ibadah haji atau umrah tidak menghalangi terjadinya akad
perkawinan.>®
4. Macam-Macam Perwalian
Para ulama telah mejelaskan macam-macam Perwalian dari
beberapa sudut pandang, yaitu dari segi kedudukan pemilik hak perwalian

dan objek perwalian.

% Muslim, Sahth Muslim, Juz 11, 1031.
57 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 111, 15.
58 Wizarat al-Augqaf, al-Mausii‘ah, Juz XLI, 256-257.
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a. Perwalian dilihat dari segi kedudukan pemilik hak perwalian. Dari
sudut pandang ini, perwalian dalam perkawinan dibagi menjadi tiga
macam, yakni wali nasab, wali hakim dan wali mu 'tig.

1) Wali nasab adalah orang yang menjadi wali dikarenakan memiliki
hubungan darah dengan mempelai perempuan.

2) Wali hakim adalah orang yang menjadi wali disebabkan
kedudukannya sebagai pemimpin suatu wilayah atau hakim.

3) Wali mu 'tig adalah orang yang menjadi wali terhadap budak yang
telah dimerdekakan olehnya.>®

b. Perwalian dilihat dari segi objek perwaliannya. Dari sudut pandang ini,
mayoritas ulama membagi perwalian dalam perkawinan menjadi dua,
yaitu Perwalian ijbar dan perwalian ikhtiar.

1) Perwalian ijbar adalah kewenangan langsung secara penuh bagi
seorang wali untuk menikahkan orang yang berada di bawah
perwaliannya meskipun tanpa didahului izin atau persetujuan dari
orang tersebut.

2) Perwalian ikhtiar adalah kewenangan seorang wali yang bersifat
tidak secara penuh untuk menikahkan orang yang berada di bawah
perwaliannya, yakni harus disertai dengan persetujuan dari orang

tersebut.®°

%9 Al-Zuhaili, al-Figh al-Isiami, Juz V11, 187-188.
60 Wizarat al-Auqaf, al-Mausi ’ah, Juz XLI, 259.
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5. Perwalian Ijbar
a. Perwalian Ijbar dalam Perspektif Figh
Para ulama dalam ilmu Figh telah sepakat untuk menerapkan
hak ijbar dalam perkawinan bagi sebagian wali terhadap sebagian anak
asuh. Penjelasan secara detail tentang hal tersebut adalah sebagai
berikut:
1) Perwalian ljbar Menurut Mazhab Hanafi

Para ulama Hanafiyyah menyebut hak ijbar dengan istilah
perwalian bersifat wajib (wilayat al-jjab).%! Perwalian kategori ini
merupakan hak bagi para wali dari golongan al-‘asabah, yaitu
bapak, kakek dan anak turun serta kerabat laki-laki darinya. Hal
tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.:

=2 ] 26
“(Perwalian) pernikahan merupakan hak bagi golongan al-
‘asabah”

Maka dari itu, salah satu dari golongan tersebut berhak untuk
menikahkan anak laki-laki atau perempuannya yang masih kecil
(belum dewasa), baik masih perjaka dan perawan maupun sudah
menjadi duda atau janda, dan yang menderita keterbelakangan

mental atau gangguan kejiwaan seperti gila, berkebutuhan khusus

61 Abu Bakr bin al-Mas’td al-Kasani, Badai’ al-Sanai’ fi Tartib al-Syarai’, Juz I11, (Cet. III,
Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 2003), 357.

62 Ali bin Abu Bakr al-Marghinani, al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Muhtadi, Juz 1, (Beirut:
Dar Thya al-Tura$ al-‘Arabi, t.th), 193.; Ahmad bin ‘Ali bin al-Hajar al-Asqalani, al-Dirayah fi
Takhry Ahadis al-Hidayah, Juz I, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th), 62.



41

dan lain sebagainya, baik masih kecil maupun maupun sudah
dewasa.®®

Meskipun perwalian ijbar dimiliki oleh golongan ‘asabah,
namun terdapat perbedaan dalam urutan yang paling berhak menjadi
wali mujbir dalam kedua kondisi tersebut. Dalam perwalian ijbar
terhadap anak yang masih kecil, yang paling berhak menjadi wali
mujbir adalah bapak atau kakek. Sedangkan dalam perwalian ijbar
terhadap seseorang yang tidak sehat mental atau jiwanya, yang
paling berhak adalah anak dari orang tersebut apabila telah memiliki
anak. Tetapi, apabila masih belum mempunya anak, maka yang
paling berhak adalah bapak lalu kakek.®*

Sedangkan bagi para laki-laki dan perempuan yang sudah
dewasa dalam keadaan sehat secara mental dan kejiwaan, baik masih
perjaka atau gadis maupun sudah menjadi duda atau janda, maka
perwalian ijbar tidaklah berlaku.®® Hal tersebut sebagaimana sabda

Rasulullah Saw.:

oo B2 3 L 3 O3 S gl e Ly 5V Y

66
“Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan
seorang gadis harus dimintai izinnya, dan izinnya adalah diamnya.”

HR Muslim

83 Al-Kasani, Baddi’ al-Sandi’, Juz 111, 357.; Wizarat al-Auqaf, al-Mausii ‘ah, Juz XLI, 259.

64 <Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz 1V, (Cet. II,
Beirut: Dar al-Kutub al’ilmiyyah, 2003), 32

8 Muhammad Amin bin Umar Ibn ‘Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, Juz
IV, (Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003), 155.; Al-Kasani, Badai’ al-Sandi’, 357.; Wizarat al-Auqaf,
al-Mausu ’ah, Juz XLI, 259.

% Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Juz 11, 1037.
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Zufar bin Huzail menambahkan bahwa gangguan kejiwaan
atau kondisi cacat mental perlu untuk dijelaskan lebih detail dari segi
waktu kemunculannya. Apabila hal tersebut muncul setelah anak
dewasa, maka perwalian ijbar tidak dapat ditetapkan dalam kondisi
tersebut. Karena dalam mazhab Hanafi, kedewasaan merupakan
dasar bagi seseorang untuk mengurusi dirinya sendiri tanpa perlu
keterlibatan seorang wali.®’

Dari pendapat tersebut dapat dimengerti bahwa dalam
mazhab Hanafi seorang wali dari golongan al-‘asabah dapat
memberlakukan perwalian ijbar dalam dua kondisi, yaitu:

a) Anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil, terlepas dari
statusnya yang sudah pernah menikah atau belum, sehingga
terkategorikan sebagai duda atau janda.

b) Anak laki-laki atau perempuan dalam kondisi keterbelakangan
mental atau mengalami gangguan kejiwaan, seperti gila,
berkebutuhan khusus dan lain sebagainya, baik masih kecil
maupun sudah dewasa.%®

2) Perwalian Ijbar Menurut Mazhab Maliki
Para ulama Malikiyyah berpendapat bahwa perwalian ijbar

dalam perkawinan terhadap perempuan dimiliki oleh bapak dan

87 Al-Kasani, Baddi’ al-Sanai’, 358.
68 Wizarat al-Auqaf, al-Mausi ’ah, Juz XLI, 259.
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orang yang mendapatkan wasiat dari bapak (al-wasiyy) untuk
menikahkan anaknya ketika bapak telah tiada.®

Maka dari itu, seorang bapak memiliki wewenang untuk
menikahkan anak perempuannya secara ijbar, meskipun maharnya
bukan mahar al-misl, yaitu mahar mahar dengan harga yang sesuai
dengan martabat dan status sosial mempelai perempuan, atau lebih
sedikit jJumlahnya dari pada mahar tersebut, atau dengan laki-laki
yang kurang menarik penampilannya,’® dengan syarat bahwa
perempuan tersebut tidak akan dinikahkan dengan laki-laki yang
akan memberikan dampak buruk bahkan bahaya baginya, seperti
laki-laki yang sudah dikebiri (al-khasiyy), menderita penyakit yang
mematikan, dan lain sebagainya.’

Kondisi perempuan yang boleh untuk dinikahkan secara
ijbar oleh bapaknya adalah sebagai berikut:

a) Perawan tua (al- ‘anis) yang sudah lama tinggal dengan bapaknya,
bersikap mandiri dan mengetahui segala macam kemaslahatan
bagi dirinya.

b) Janda yang masih kecil (belum dewasa), maka bapak boleh
menikahkannya lagi secara ijbar karena kondisinya yang belum

dewasa. Begitu juga perempuan yang kegadisannya hilang

8 Muhammad bin Ahmad al-Dasiiqi, Hasyiyah al-Dasiigi ‘ala al-Syarh al-Kabir, Juz 1II,
(Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 221.; Al-Zuhaili, al-Figh al-Is/ami, Juz V11, 190.

0 Ahmad bin Muhammad al-Khaliti al-Sawi, Bulghat al-Salik li Agrab al-Masalik, Juz 1,
(Beirut: Dar al-Ma’arif; t.th), 354.

"t Al-Dasiqi, Hasyiyah al-Dasigi, Juz I, 222-223.; Wizarat al-Auqaf, al-Mausii'ah, Juz
XLI, 261.
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disebabkan perzinaan, lompatan atau pukulan dan semacamnya,
maka boleh bagi bapak untuk menikahkannya secara ijbar.

c) Janda dewasa yang menderita keterbelakangan mental atau
gangguan kejiwaan, maka bapak boleh menikahkannya lagi
secara ijbar, dan tidak perlu untuk meminta izin dari anaknya
ketika sudah memiliki anak, meskipun anaknya sudah dewasa
atau bahkan tergolong bijaksana (rasyid)."

Apabila bapak telah tiada, dan sebelumnya telah berwasiat
kepada seseorang untuk menikahkan anak perempuannya yang
masih gadis, maka orang tersebut (al-wasiyy) menjadi wali mujbir
dengan beberapa persyaratan, yaitu:

a) Sebelum meninggal bapak telah menentukan mempelai laki-laki
bagi anak perempuannya.

b) Mahar dalam perkawinan adalah mahar al-misl.

c) Orang yang hendak melaksanakan wasiat (al-wasiyy) tidak
bersifat fasik.”

Namun apabila perempuan tersebut merupakan janda dewasa dan

memiliki anak, maka al-wasiyy berkedudukan menjadi wali setelah

anak, dan tidak memiliki hak ijbar.™

2 Al-Sawi, Bulghat al-Salik, Juz 11, 353-355.
8 Al-Dasiqi, Hasyiyah al-Dasiiqgi, Juz |1, 223-224.
"4 Wizarat al-Auqaf, al-Mausii'ah, Juz XLI, 262.
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Sedangkan perwalian ijbar dalam perkawinan terhadap laki-
laki dimiliki oleh bapak, al-wasiyy dan hakim. Kondisi laki-laki
yang boleh untuk dinikahkan secara ijbar adalah sebagai berikut:

a) Laki-laki yang menderita keterbelakangan mental atau gangguan
kejiwaan sejak kecil, boleh dinikahkan secara ijbar oleh bapak
atau wasiyy-nya, agar terhindar dari perbuatan zina atau hal-hal
berbahaya lainnya, dengan adanya istri yang menjaganya setelah
menikah.

b) Laki-laki yang masih kecil boleh dinikahkan secara ijbar oleh
bapak atau wasiyy-nya dengan perempuan kaya atau mulia yang
memiliki kemampuan untuk mengelola dan menjaga harta anak
laki-laki tersebut dengan baik.”

Sedangkan hakim tidak dibolehkan menjadi wali mujbir
kecuali ketika bapak sudah tiada dan belum sempat berwasiat
kepada orang lain untuk menikahkan anaknya (ketiadaan al-wasiyy).
Meskipun demikian, ada satu kondisi yang perkawinannya
disandarkan kepada keputusan hakim, walaupun bapak atau wasiyy-
nya masih hidup, yaitu laki-laki yang sampai dewasa dia berakal,
namun setelah itu mengalami gangguan kejiwaan; menjadi gila atau
semacamnya, maka hakim berwenang memberikan keputusan untuk

menikahkannya secara ijbar.”

s Al-Sawi, Bulghat al-Salik, 396.
6 Wizarat al-Auqaf, al-Mausii’ah, Juz XLI, 262.
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3) Perwalian Ijbar Menurut Mazhab Syafi’i

Para ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa seorang bapak
memiliki hak perwalian ijbar, yaitu kewenangan untuk menikahkan
anak laki-lakinya yang masih kecil dan berakal, serta anak
perempuannya yang masih gadis, baik masih kecil maupun sudah
dewasa, berakal atau menderita gangguan kejiwaan dengan tanpa
izin darinya.”

Ulama Syafi’iyyah juga menambahkan bahwa perempuan
yang kehilangan kegadisannya disebabkan jatuh, kuatnya aliran
darah haid, kemasukan tangan atau semacamnya tetap dihukumi
sebagai gadis, karena dia belum pernah berhubungan badan dengan
seorang laki-laki.”®

Selain seorang bapak, kakek juga memiliki hak perwalian
Ijbar saat ketiadaan bapak, atau saat bapak dianggap tidak memiliki
kecakapan untuk bertindak secara hukum. Begitu juga orang yang
menjadi wakil bagi mereka berdua, maka dia juga memiliki
wewenang yang sama seperti bapak atau kakek.’®

Dasar penetapan perwalian ijbar menurut ulama Syafi’iyyah

adalah sabda Rasulullah Saw.:

el e 3 agl Lgslact (S5 s e Ly 351 A

264,

" Al-Syarbini, Mughni al-Muhtdj, 246.
8 Al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, Juz IV, 247.; Wizarat al-Auqaf, al-Mausii’ah, Juz XL,

" Wizarat al-Auqaf, al-Mausii’ah, Juz XLI, 263.
8 Muslim, Sahih Muslim, Juz 11, 1037.
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“Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya,
sedangkan perawan (gadis), maka bapaknya harus meminta
persetujuan atas dirinya.” HR Muslim

Apabila perempuan berstatus janda lebih berhak atas dirinya
daripada walinya dalam urusan perkawinan, maka secara
pemahaman kontradiktif (mafhim mukhalafah) seorang wali lebih
berhak atas perempuan yang masih gadis dalam urusan
perkawinannya daripada anak gadis itu sendiri. Sedangkan
permintaan izin dan persetujuan seorang wali mujbir (bapak, kakek
atau yang mewakili mereka) kepada anak gadis dalam urusan
perkawinannya adalah bersifat anjuran (sunnah).

Meskipun demikian, ulama Syafi’iyyah telah memberikan
beberapa persyaratan dalam pemberlakuan perwalian ijbar terhadap
anak gadis, dan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Tidak ada kebencian atau permusuhan yang nyata antara bapak
dan anaknya, karena keberlakuan perwalian ijbar didasarkan atas
kasih sayang, tanggung jawab dan kepedulian terhadap masa
depan anak gadis.®?

b) Bapak harus menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang
setara, baik dari segi status sosial, pendidikan, perekonomian dan
keturunan, agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan rumah

tangga mereka.®® Kesetaraan (al-kafd’ah) menurut para ulama

8 Al-Syarbini, Mughni al-Muhdj, Juz IV, 246.
82 Al-Syarbini, al-Igna’ fi Hill Alfaz Abi Syuja’, Juz 11, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 415.
8 Wizarat al-Auqaf, al-Mausii’ah, Juz XLI, 263.
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Syafi’iyyah adalah dalam urusan agama, keturunan, kemerdekaan
dan perkerjaan.

c) Bapak harus menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang
tidak akan merugikan dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi
anak gadisnya, seperti usia laki-laki yang telalu tua, menderita
penyakit fisik atau mental dan lain sebagainya.®

d) Mempelai laki-laki (calon suami) harus mampu memberikan
mahar sepantasnya, sesuai dengan martabat dan status sosial
mempelai perempuan (mahr al-misl).8

e) Mempelai laki-laki (calon suami) sanggup memenuhi kewajiban
nafkahnya terhadap mempelai perempuan (calon istri).8’

4) Perwalian Ijbar Menurut Mazhab Hanbali
Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa perwalian ijbar
diberlakukan terhadap orang-orang dengan kondisi berikut ini:

a) Anak laki-laki yang masih kecil, atau memiliki gangguan
kejiwaan meskipun sudah dewasa, maka bapak, wasiyy-nya dan
hakim boleh untuk menikahkannya secara ijbar, dengan
memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

(1) Mempelai perempuan bukan dari golongan budak, agar anak

mereka tidak menjadi budak juga.

8 Ibrahim bin ‘Ali al-Syairazi, al-Muhazzab fi Figh al-Imam al-Syafi’i, Juz 11, (Beirut: Dar
al-Kutub al-‘Timiyyah, t.th), 433.

8 Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Umm, Juz V, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1990), 20.

8 Al-Syarbini, al-Igna’, 415.

87 Wizarat al-Auqaf, al-Mausii ’ah, Juz XLI, 263.
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(2) Mempelai perempuan tidak memiliki cacat jasmani yang
membuat hukum perkawinan menjadi fasakh.

(3) Mahar yang mereka berikan kepada mempelai wanita adalah
mahar yang pantas (mahr al-misl).

Hal tersebut diberlakukan terhadap mereka, karena mereka tidak

memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum.8®

b) Anak perempuan yang masih gadis meskipun sudah dewasa,
maka perwalian ijbar terhadapnya dimiliki secara khusus oleh

bapak, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

o\”@\;ﬁék@};}j@é&uj@b@jx%é\%ﬁ\
89
“Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya,

sedangkan seorang gadis harus dimintai izinnya, dan izinnya
adalah diamnya.” HR Muslim

Hadis tersebut memberikan pemahaman bahwa perempuan
dibagi menjadi dua kategori, yaitu gadis dan janda. Apabila janda
telah diberikan hak sepenuhnya dalam menentukan keinginannya
untuk menikah atau tidak, maka kebalikan hal tersebut terjadi
pada kategori lainnya, yaitu gadis. Sehingga wali dari seorang
gadis lebih berhak darinya dalam urusan perkawinan. Hadis

tersebut juga memberikan penjelasan bahwa meminta izin

8 Miisa bin Ahmad al-Hajawi, al-Igna’ fi Figh al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz |11, (Beirut:
Dar al-Ma’rifah, t.th), 170.
8 Muslim, Sahih Muslim, Juz 11, 1037.
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seorang gadis dalam urusan perkawinannya adalah bersifat
anjuran (sunnah).%
¢) Janda yang masih kecil (berumur kurang dari sembilan tahun),
maka perwalian ijbar terhadapnya juga secara khusus dimiliki
oleh bapak. Perwalian tersebut diberlakukan terhadapnya, karena
umurnya yang masih kecil, sehingga dia belum memiliki
kecakapan untuk bertindak secara hukum.®
Sedangkan perempuan yang menderita keterbelakangan
mental atau gangguan kejiwaan, maka seluruh wali memiliki hak
ijbar untuk menikahkannya, dengan syarat telah tampak keinginan
darinya terhadap laki-laki, agar terhindar dari perbuatan keji,
mendapatkan mahar, nafkah dan keamanan, serta terjaga
kerhormatannya. Bahkan dengan perkawinan, ada kemungkinan
perempuan dengan kondisi tersebut untuk sembuh, karena tujuan
utama dari perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan
(sakinah), kebahagiaan (mawaddah) dan kasih sayang (razmah),
baik secara lahir maupun batin.®?
b. Perwalian Ijbar dalam Perspektif Hukum Positif
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perwalian ijbar tidak

diatur secara eksplisit. Meskipun demikian, Pasal 6 ayat (1) Undang-

% Mansir bin Yiinus al-Bahiiti, Kasyaf al-Qanna ‘an Matn al-Igna’, Juz V, (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), 43.

1 Al-Bahiiti, Kasyaf al-Qanna, 43.; Wizarat al-Auqaf, al-Mausii 'ah, Juz XL, 265.

92 Wizarat al-Auqaf, al-Mausii’ah, Juz XLI, 266.
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa
perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.*?
Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan hal serupa pada Pasal 16
ayat (1) dan (2).%* Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dalam Kompilasi
Hukum Islam, suatu perkawinan dapat terlaksana apabila telah disetujui
oleh kedua calon mempelai. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bentuk
persetujuan seorang perempuan dalam urusan perkawinan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) telah
dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yaitu yang hanya
dapat berlangsung atas kehendak kedua calon suami dan istri yang
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,® dalam
hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Begitu pula dinyatakan dalam pasal 28B ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-2.%

Secara implisit dapat dipahami bahwa hukum positif di
Indonesia tidak memberlakukan perwalian ijbar bagi wali dalam

perkawianan. Alasannya adalah perkawinan merupakan salah satu dari

% Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1).

% Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon
mempelai. (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata degan
tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang
tegas.

% Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (1) dan
(2).

% Rhona K. M. Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi

Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), 258.
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hak asasi manusia, sehingga perkawinan harus didasarkan pada asas
kesukarelaan (al-taradi) dari masing-masing mempelai, agar tercipta
suasana rumah tangga yang harmonis, tenang, bahagia dan saling
menyayangi. Sehingga seorang wali harus bermusyawarah terlebih
dahulu dengan anak dalam urusan perkawinannya, dan meminta
persetujuannya apabila hendak menikahkannya dengan seseorang yang
telah menjadi pilihannya. Secara hukum, perkawinan yang tanpa
didasari oleh persetujuan kedua belah mempelai dapat dijadikan alasan

untuk membatalkan perkawinan.®’

B. Mazhab Hanafi
1. Biografi Pendiri Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang memiliki
nama lengkap al-Nu’man bin Sabit bin Ziita, keturunan dari bangsa Persia
(Kabul-Afghanistan). Kakek beliau; Zuta masuk Islam pada masa
pemerintahan Khalifah ‘Umar bin Khattab ra., lalu pindah dan bertempat
tinggal di Kufah. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah, Irak pada tahun 80
H/699 M; pada masa pemerintahan Khalifah ‘Abd al-Malik bin Marwan
dari dinasti Umayyah, dan meninggal di Baghdad, Irak tahun 150 H/767
M; pada masa pemerintahan Abu Ja’far al-Mangsiir dari dinasti

Abbasiyyah.%®

% Sembiring, Hukum Keluarga, 53.

% Wahbi Sulaiman Ghawiji, Abii Hanifah al-Nu’'man; Imam al-Aimmah al-Fuqaha’, (Cet.
V, Damaskus, Dar al-Qalam, 1993), 47.; ‘Ali Jum’ah Muhammad, al-Madkhal ila Dirasat al-
Mazahib al-Fighiyyah, (Cet. IV, Kairo: Dar al-Salam, 2012), 96.
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Imam Abu Hanifah hidup di dalam keluarga Muslim yang taat dan
termasuk golongan terpandang. Bapak beliau; Sabit merupakan pedagang
pakaian di salah satu pasar kota Kufah. Dan ketika ayah beliau mulai
memasuki usia senja, maka beliau menggantikannya untuk menekuni
bisnis milik bapaknya.

Imam Abu Hanifah adalah seorang entrepreneur yang tekun dalam
dunia bisnis. Namun, setelah pertemuannya dengan Imam al-Sya’bi dan
mendengar komentar darinya bahwa beliau akan membawa perkembangan
pesat dalam keilmuan Islam, maka beliau mulai mewakilkan urusan-
urusan bisnisnya kepada orang kepercayaannya, dan lebih banyak
menghadiri majelis taklim yang diadakan oleh para ulama di sekitar
Kufah.*

Pada awalnya, Imam Abu Hanifah menekuni bidang ilmu Akidah.
Beliau banyak berdebat dengan golongan Mu 'tazilah*® dan Khawari*®
yang tinggal di sekitar Kufah dan Basrah. Hingga pada akhirnya beliau

menyadari bahwa perdebatan tersebut tidak banyak menghasilkan manfaat

% Ghawiji, Abii Hanifah, 48-49.

190 Mu 'tazilah adalah aliran teologis dalam Islam yang muncul di Basrah, Irak sekitar abad
ke 2 H. Awal mula kemunculan aliran ini adalah ketika Wasil bin ‘Ata’ al-Ghazal memisahkan diri
(i tizal) dari gurunya; Hasan al-Basri karena berbeda pendapat. Hasan al-Basri sebagai representasi
dari aliran Sunni berpendapat bahwa seorang Muslim yang berdosa besar tidak menjadikannya
berstatus kafir dan masih tetap Mukmin. Sedangkan Wasil bin ‘Ata’ berpendapat bahwa seorang
Muslim yang berdosa besar bukanlah Mukmin tapi juga bukan seorang kafir, sehingga dia berada
pada posisi di antara dua posisi (al-manzilah bain al-manzilatain). Pengikut dari Wasil bin ‘Ata’
selanjutnya dinamakan sebagai Mu ’tazilah. Lihat Muhammad bin ‘Abd al-Karim al-Syihristani, al-
Milal wa al-Nihal, Juz 1, (Cet. 111, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), 38.

101 Khawarij adalah aliran yang pada awalnya merupakan pengikut ‘Ali bin Abi Talib ra.,
lalu kemudian keluar (khurij) dan meninggalkan barisan karena tidak sepakat dengan keputusan
‘Ali bin Abi Talib ra. yang menerima arbitrase (al-fakkim), dalam perang Siffin yang terjadi pada
tahun 37 H/648 M dengan kelompok Mu’awiyyah bin Abi Sufyan ra. persoalan sengketa
kekhilafahan. Lihat al-Syihristani, al-Milal wa al-Nihal, Juz |, 106.
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praktis, dan hanya sekedar teoretis. Maka dari itu, beliau mulai menekuni
bidang ilmu Figh yang dianggap lebih banyak manfaatnya secara praktis
bagi umat Islam.02

Dalam menekuni ilmu Figh, Imam Abu Hanifah secara kontinu
belajar kepada Syekh Hammad bin Abi Sulaiman selama 18 tahun sampai
beliau wafat. Setelah itu, teman-teman Imam Abu Hanifah yang berada di
majelis taklim tersebut sepakat agar Imam Abu Hanifah menggantikan
Syekhnya tersebut untuk meneruskan kajiannya.

Imam Abu Hanifah terkenal sebagai ahli dalam ilmu Figh di Irak dan
sebagai pemuka dari pendukung opini (ahl al-ra’y). Sanad keilmuannya
diperoleh dari para guru yang banyak mengambil ilmu dari para Sahabat
Rasulullah Saw. terutama yang berada di Kufah. Dalam sebuah riwayat
disebutkan, suatu ketika Imam Abu Hanifah ditanya oleh Khalifah Abu
Ja’far al-Manstr tentang silsilah keilmuannya. Beliau menjawab: “Dari
Hammad bin Abi Sulaiman, Ibrahim al-Nakha’l, Umar Ibnu al-Khattab,
dari ‘Ali bin Abi Talib, ‘Abdullah bin Mas’td, dan ‘Abdullah bin
‘Abbas” 103

Selain itu, pada zaman Imam Abu Hanifah hidup, terdapat empat
ulama yang tergolong sebagai Sahabat Rasulullah Saw. yang masih hidup,
yaitu Anas bin Malik di Basrah, ‘Abdullah bin ‘Abi Aufa di Kufah, Sahl

bin Sa’d al-Sa’idi di Madinah dan Abu al-Tufail ‘Amir bin al-Wasilah di

102 Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, Juz 11, (Beirut: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, t.th), 132-133.; Ghawiji, Abi Hanifah, 50-51.
103 < Ali Jum’ah al-Madkhal, 99.
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Makkah, dan Imam Abu Hanifah sempat bertemu dengan Anas bin Malik
serta meriwayatkan darinya sebuah hadis:%

i - G P 5 -
ohid B e b s

“Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. 1%

Maka dari itu, beliau masih dikategorikan sebagai seorang Tabiin.%
Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan karya tulis tentang keilmuan
hukum. Namun, terdapat beberapa karangan ringkas, seperti al-Figh al-
Akbar, al- ‘Alim wa al-Muta allim dan al-Radd ‘ala al-Qadariyyah. Karya-
karya tersebut kemudian disusun dan dibukukan oleh para muridnya.’
Imam Abu Hanifah memiliki empat murid yang terkenal, yaitu:
a. Abu Yisuf; Ya’qub bin Ibrahtm al-Kifi
Abu Yusuf merupakan seorang mujtahid mutlak dalam mazhab
Hanafi, murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah, dan hakim pada
masa pemerintahan khalifah Muhammad bin Abdullah al-Mahdi dan
Musa bin Muhammad al-Hadi, lalu hakim agung pada masa khalifah
Hartn bin Muhammad al-Rasyid. Beliau memiliki jasa besar dalam
perkembangan mazhab Hanafi terutama dalam penulisan prinsip-
prinsip fundamental dalam mazhab dan penyebaran mazhab di

beberapa wilayah yang dikuasai oleh pemerintahan Islam waktu itu,

104 Muhammad “Ali al-Sayis, Tarikh al-Figh al-Islami, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
t.th), 104.

105 Abu Ya’la Ahmad bin ‘Ali, Musnad Abi Ya’la, Juz V, (Damaskus: Dar al-Ma’miin li al-
Turas, 1984), 223.

106 Tabiin adalah orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para Sahabat dan tidak
mengalami masa hidup Rasulullah Saw. Tabiin merupakan murid dari Sahabat Rasulullah Saw.
Lihat Mahmid al-Tahhan, Taisir Mustalah al-Hadis, (Cet. X1, Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 2010),
247.

17 Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib, Juz 11, 170.
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khususnya ketika beliau menjabat sebagai hakim agung pada
kekhilafahan dinasti Abbasiyyah.1%
b. Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani

Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani merupakan murid
sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah setelah Abu Yusuf. Beliau pada
awalnya belajar ilmu Figh pada Imam Abu Hanifah, lalu kepada Abu
Yusuf, dan juga belajar ilmu Hadis kepada Imam Malik bin Anas untuk
beberapa waktu. Setelah Abu Yiisuf meninggal, beliau meneruskan
penelitian dan pengembangan figh mazhab Hanafi. Beliau adalah
seorang mujtahid mutlak dalam mazhab Hanafi, dan beliau telah
banyak menulis literatur yang sampai saat ini menjadi rujukan utama
dalam mazhab Hanafi, seperti kitab Zahir al-Riwayah.**®

c. Abu Huzail Zufar bin Huzail bin Qais al-Kifi

Pada awalnya, Abu Huzail Zufar bin Huzail cenderung untuk
mendalami keilmuan Hadis dari pada Figh. Namun setelah berguru
kepada Imam Abu Hanifah, beliau mampu memadukan antara dua
keilmuan tersebut. Bahkan beliau memiliki penalaran yang sama
tajamnya seperti dua sahabat Imam Abu Hanifah; Abu Yisuf dan
Muhammad bin al-Hasan.

Sepeninggal Imam Abu Hanifah, beliau bersama kedua sahabat

Imam lainnya, menggantikan peran Imam Abu Hanifah dalam

108 Al-Sayis, Tarikh al-Figh, 108.
109 Al-Zuhaili, al-Figh al-Isiami, Juz 1, 30.
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mengembangkan keilmuan Figh dalam mazhab Hanafi. Seperti
memberikan fatwa-fatwa terhadap permasalahan-permasalahan yang
baru muncul dengan menggunakan metode yang telah diajarkan Imam
Abu Hanifah. Bahkan di beberapa literatur utama dalam mazhab
Hanafi, fatwa dari Imam Abu Hanifah, kedua sahabatnya dan juga
Zufar bin Huzail sering disebutkan secara bersamaan sebagai fatwa-

fatwa yang utama dalam mazhab Hanafi.1

d. Al-Hasan bin Ziyad al-Lu’lu’i
Al-Hasan bin Ziyad al-Lu’lu’i mengawali belajar keilmuan
Figh kepada Imam Abu Hanifah dan kedua sahabatnya; Abu Yusuf dan
Muhammad bin al-Hasan. Dalam mazhab Hanafi, beliau termasuk
pengikut yang banyak meriwayatkan hadis dan pendapat-pendapat
Imam Abu Hanifah. Meskipun demikian, riwayat keilmuan beliau
masih berada di bawah kitab Zahir al-Riwayah karangan Muhammad
al-Hasan, dan beliau belum mencapai kapasitas sebagai seorang
mujtahid mutlak seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan dalam
keilmuan Figh mazhab Hanafi.!!t
2. Perkembangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi lahir dan berkembang pesat di kota Kufah; kota
metropolitan, tempat tumbuh berkembangnya berbagai ilmu dan budaya.

Sebelum datangnya agama Islam, banyak keilmuan yang sudah

110 < Alj Jum’ah al-Madkhal, 113.
11 Al-Zuhaili, al-Figh al-Isiami, Juz 1, 31.
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berkembang pesat di kota ini, seperti Filsafat Yunani, Hikmah Persia dan
Teologi serta perbandingan mazhab dalam agama Nasrani, bahkan sering
terjadi perbedabatan dalam masalah-masalah politik, dasar-dasar
fundamental teologi dan lain sebagainya. Setelah datangnya agama Islam,
kota Kufah juga merupakan tempat lahirnya sejumlah Tabiin, dan tempat
berkembang pesatnya berberapa mazhab teologis dalam ilmu Kalam
seperti, Syr’ah'?, Khawarij dan Mu tazilah.**®

Kota Kufah merupakan tempat bertemunya budaya Arab dan non-
Arab, sehingga tampak unsur pluralitas di kota tersebut. Secara geografis,
Kufah yang berada jauh dari pusat tradisi Rasulullah Saw. telah ikut
menentukan aktivitas paradigma berijtihad, yaitu cenderung rasional,
kritis dan realistis. Imam Abu Hanifah; pendiri mazhab Hanafi yang
berprofesi sebagai seorang entrepreneur dalam dunia bisnis memiliki pola
pemikiran yang tidak terikat dengan paradigma tekstualis dalam berijtihad.
Kompleksitas dan kosmopolitan kota Kufah secara nyata telah
memberikan pengaruh signifikan terhadap pola pemikiran hukum Imam
Abu Hanifah.114

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai pemuka dari pendukung opini

(ahl al-ra’y). Kecenderungannya untuk menerapkan nalar berpikir

112 Syi’ah adalah aliran yang menyatakan bahwa ‘Ali bin Abi Talib ra. merupakan seseorang
yang paling utama di antara para Sahabat Rasulullah Saw., dan yang paling berhak untuk memegang
kepemimpinan atas umat Islam berdasarkan nas dan wasiat dari Rasulullah Saw. baik yang bersifat
eksplisit maupun implisit dari beliau Saw., dan mereka juga mengklaim bahwa kepemimpunan
tersebut akan terus terwariskan kepada keturunan ‘Ali bin Abi Talib ra. Lihat al-Syihristani, al-Milal
wa al-Nihal, Juz 1, 144.

113 Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib, Juz |1, 131-132; dan Abi Hanifah: Hayatuh wa ‘Asruh -
Arauh wa Fighuh, (Cet. 111, Beirut: Dar al-Fikr al-*Arabi, 1947), 94.

114 Abu Zahrah, Abii Hanifah, 94.
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rasional-kritis dalam menetapkan hukum saat tidak menemukan landasan
hadis mutawatir, masyhir atau ahad yang memenuhi syarat, merupakan
bentuk kehati-hatiannya dalam berijtihad dan penerimaan hadis,
dikarenakan pesatnya pemalsuan hadis di kota-kota yang jauh dari pusat
tradisi Rasulullah Saw. Paradigma dalam berijtihad dengan model seperti
inilah yang selanjutnya diadopsi oleh para murid Imam Abu Hanifah.1®

Paradigma berijtihad yang rasional, kritis dan realistis menjadikan
para murid Imam Abu Hanifah mampu untuk memprediksi sekumpulan
masalah yang belum terjadi di masa itu dan diprediksikan akan terjadi di
masa mendatang. Prediksi demikian populer disebut dengan masail al-
iftiradat. Kejadian serupa juga sering terjadi kepada para ulama yang
gemar menggunakan metode analogi (giyas) dalam penentuan hukum,
karena mereka selalu berusaha untuk mencari sebab ( ‘i/lat) dari hukum-
hukum bersumberkan Al-Qur’an atau Sunnah, sehingga mereka perlu
untuk membuat suatu contoh masalah yang mungkin akan terjadi di masa
mendatang untuk dianalogikan dengan masalah atau hukum yang telah ada
di masa tersebut.

Imam Abu Hanifah memiliki banyak sekali murid. Namun, ada dua
murid yang sangat terkenal, beliau anggap sebagai sahabat setia, bahkan
sering secara bersamaan disebutkan dalam fatwa-fatwa mazhab Hanafi,

mereka berdua adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan al-

115 <Ali Jum’ah al-Madkhal, 118-119.
116 < Ali Jum’ah al-Madkhal, 120-121.
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Syaibani. Mereka memiliki peran yang signifikan dalam peletakan dasar
metodologis dan pengembangan keilmuan hukum dalam mazhab
Hanafi.1t’

Abu Yiusuf sebagai salah satu dari sahabat Imam Abu Hanifah
merupakan seorang mujtahid mutlak dalam mazhab Hanafi. Beliau
berperan besar dalam peletakan dasar dan pengembangan keilmuan dalam
mazhab Hanafi. Penguasaan beliau secara baik dan mendalam dalam
bidang hukum Islam menjadikan khalifah Islam pada saat itu
mengangkatnya menjadi hakim di Baghdad, dan selanjutnya menjadi
hakim agung pada masa khalifah Hartin al-Rasyid. Melalui kedudukan
tesebut, beliau memiliki kewenangan untuk mengangkat dan
memberhentikan  para hakim di seluruh wilayah kekuasaan dinasti
Abbasiyyah. Selain itu, beliau juga memiliki kesempatan lebih besar untuk
menyebarkan mazhab Hanafi dalam praktik hukum melalui kedudukan
tersebut.®

Sahabat Imam Abu Hanifah lainnya; Muhammad bin al-Hasan juga
berperan penting dalam pengembangan mazhab Hanafi. Beliau merupakan
tokoh yang sangat dikagumi oleh Imam al-Syafi’i. Beliau telah menulis
sebagian besar pemikiran Imam Abu Hanifah sehingga bisa dinikmati oleh

generasi setelahnya.!®

17 Al-Sayis, Tarikh al-Figh, 108.; ‘Ali Jum’ah al-Madkhal, 113.; Abu Zahrah, Tarikh al-
Mazahib, Juz 11, 170.

U8 Al-Sayis, Tarikh al-Figh, 108-109.

119 Al-Zuhaili, al-Figh al-Islami, Juz 1, 30.; Al-Sayis, Tarikh, 109-110.
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Pada perkembangan berikutnya, mazhab Hanafi sempat berkembang
di Mesir selama dua periode dinasti Abbasiyyah. Namun setelah kebijakan
dalam penentuan hakim tidak dibatasi dari mazhab Hanafi saja, dan boleh
dari mazhab yang lain seperti Maliki maupun Syafi’i, hegemoni dari
mazhab Hanafi dalam kehakiman mulai mengalami penurunan.

Dinamika mazhab Hanafi mengalami penurunan signifikan ketika
dinasti Fatimiyyah berkuasa di Mesir. Pada saat itu, Mesir didominasi oleh
mazhab Maliki. Namun, setelah dinasti Ayyubiyyah berdiri dan berhasil
merebut kekuasaan dari dinasti Fatimiyyah, para pemimpinnya menganut
mazhab Syafi’i, dan mazhab Syafi’i mengalami perkembangan sangat
pesat di Mesir.

Mazhab hanafi kembali memegang secara utuh urusan kehakiman
pada masa dinasti Usmaniyyah, bahkan mazhab tersebut diakui sebagai
mazhab utama. Mazhab Hanafi menjadi mazhab para pejabat negara, elit
penguasa dan tokoh-tokoh penting pada masa itu. Mazhab Hanafi tersebar
luas di banyak kota-kota besar, tetapi tidak tersebar di wilayah
perkampungan, pedesaan dan pegunungan.'?

3. Metode Penetapan Hukum dalam Mazhab Hanafi

Dalam proses penetapan hukum (istinbat al-hukm), metode yang

digunakan dalam mazhab ini adalah dengan mencarinya dari Al-Qur’an,

lalu dari Sunnah, dan apabila tidak ditemukan di dalam keduanya, maka

120 Abu Zahrah, Abii Hanifah, 523-525.
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mengambil pendapat para sahabat (qawl al-sahabah). Apabila masih tidak
ditemukan maka melihat ijtihad Imam Abu Hanifah.

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahl al-ra’y, sehingga
beliau cenderung untuk menggunakan nalar logikanya dalam berijtihad.
Beliau lebih mengutamakan untuk menggunakan nalar dari pada hadis
ahad.*®' Ketika beliau menemukan hadis yang saling bertentangan, maka
beliau akan menetapkan hukum dengan metode giyas dan istihsan. Selain
itu, ulama Hanafiyyah juga menambahkan metode lain dalam berijtihad,
yaitu konsensus (ijma’) dan adat istiadat (‘urf).1??

Sehingga bisa dipahami sekilas bahwa urutan dalil yang digunakan
sebagai metode berijtihad dalam mazhab ini adalah: Al-Qur’an, Sunnah,
pendapat para sahabat (qawl al-sahabah), qiyas, istihsan, konsensus
(zjma’) dan adat istiadat (‘urf).

a. Al-Qur’an
Dalil pertama yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam
berijtihad adalah Al-Qur’an, karena Al-Qur’an merupakan ketetapan
yang bersifat pasti (gat’i al-subut). Para ulama Hanafiyah
menganggap bahwa Sunnah bukan merupakan ketetapan yang pasti

123

(gat’i al-subif) kecuali yang mutawatir=> saja. Sehingga mereka

12 Hadis ahad adalah hadis yang belum mencapai kriteria mutawdatir, diriwayatkan oleh
beberapa rawi yang belum mencapai 10 orang di setiap eranya. Hadis ahad dibagi menjadi tiga
kategori, yakni: al-Masyhir; yang diriwayatkan oleh 3 sampai 9 rawi; al- ‘Aziz; yang diriwayatkan
oleh 2 orang rawi; dan al-Gharib; yang diriwayatkan oleh 1 orang rawi. Selengkapnya lihat al-
Tahhan, Taisir, 27, 30, 35, 38.

122 <Ali Jum’ah al-Madkhal, 119.

123 Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi yang menurut adat
kebiasaan mustahil bagi mereka bersepakat untuk berdusta. Selengkapnya lihat al-Tahhan, Taisir,
23.
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berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan atas dasar Al-Qur’an tidak
dapat diganti (naskh) dengan Sunnah yang bersifat ahad.*?*

Maka dari itu, ulama Hanafiyyah membedakan antara
ketetapan-ketetapan dalam Al-Qur’an yang penunjukannya terhadap
hukum bersifat pasti (gath’i al-dalalah) dan Sunnah yang
penunjukannya terhadap hukum bersifat asumtif yang kuat (zanni al-
dalalah). Perintah yang disebutkan dalam Al-Qur’an mereka
istilahkan dengan fardu, dan yang ditetapkan oleh Sunnah mereka
istilahkan dengan wajib. Sedangkan larangan yang ada dalam Al-
Qur’an mereka sebut haram, dan yang ada dalam Sunnah mereka
sebut makrith tahrim.*?®

Contoh dari pembedaan tersebut dalam mazhab Hanafi adalah
keabsahan salat dengan membaca ayat apapun dari Al-Qur’an
meskipun bukan surat Al-Fatihah, karena membaca ayat apapun dari
Al-Qur’an ketika salat berdalilkan firman Allah Swt:

“Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-

Qur'an.”

Sehingga hukum membacanya adalah fardu, sedangkan membaca

surat al-Fatihah dalam salat berdalilkan sabda Rasulullah Saw:

1 g sl ol SESN 321  d ( DSY

124 Ghawiji, Abii Hanifah, 133.

125 < Ali Jum’ah al-Madkhal, 119.

126 Al-Qur’an, 73: 20.

127 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz |, 151.
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“Tidak (sah) salat seseorang yang tidak membaca surat Al-
Fatihah.” HR al-Bukhari

Sehingga hukumnya adalah wajib. Dengan demikian, ketika
seseorang yang bermazhabkan Hanafi membaca surat al-Fatihah
ketika salat, maka ia sudah mengamalkan perbuatan fardu dan wajib
secara bersamaan.!?
b. Sunnah
Dalil kedua yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam
berijtihad adalah Sunnah. Mazhab Hanafi sepakat untuk menerapkan
hadis yang mutawdatir, masyhiir dan Sahih.*?® Selain itu, Imam Abu
Hanifah dan para ulama Hanafiyyah juga menerapkan hadis ahad,
namun sangat hati-hati dan selektif dalam menetapkan syarat-syarat
yang diterapkan dalam penerimaan hadis tersebut., disebabkan
banyaknya pemalsuan hadis di Kufah pada saat itu.'*® Persyaratan
dalam menerapkan hadis ahad dalam mazhab Hanafi adalah sebagai
berikut:
1) Hadis ahad tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum
dalam Islam.
2) Hadis ahad tidak berkaitan dengan persoalan umum yang sering

terjadi, karena persoalan tersebut pastinya dicakup oleh hadis yang

128 Ghawiji, Abii Hanifah, 133.

129 Hadis Sahih adalah hadis yang bersambung jalur riwayatnya melalui penyampaian para
rawi yang bersifat adil dan kuat hafalannya, mulai awal jalur riwayat tersebut sampai akhir dengan
tanpa adanya kejanggalan dan kecacatan. Selengkapnya lihat al-Tahhan, Taisir, 44.

130 < Alj Jum’ah al-Madkhal, 120.
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riwayatkan oleh banyak perawi, seperti hadis masyhir atau
mutawatir.

3) Hadis ahad tidak bertentangan dengan hadis masyhir atau
mutawatir.

4) Perawi hadis ahad tidak berfatwa yang bertentangan dengan hadis
yang diriwayatkannya.*

c. Pendapat Sahabat (Qawl al-Sahdbah)

Sahabat di sini maksudnya adalah orang muslim awal yang
bertemu dengan Rasulullah Saw. dan meninggal dalam keadaan
beriman, serta telah berinteraksi dengan Rasulullah Saw. baik dalam
waktu yang singkat atau lama.®2

Para Sahabat Rasulullah Saw. merupakan referensi utama bagi
generasi setelahnya dalam berijtihad dan berfatwa. Banyak dari
permasalahan baru yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw. dan
hanya terjadi pada masa mereka, diberikan solusi melalui ijtihad oleh
mereka. Sehingga sebagian dari imam mazhab dan para pengikutnya
telah sepakat bahwa pendapat Sahabat merupakan dalil dalam
penetapan suatu hukum 133

Meskipun demikian, para ulama Hanafiyyah memberikan

penjelasan yang lebih detail dalam pengambilan dalil dari pendapat

Sahabat. Apabila pendapat Sahabat tersebut tidak diketahui dengan

131 <Ali Jum’ah al-Madkhal, 121.
182 Al-Tahhan, Taisir, 243.
133 Al-Zuhaili, Usiil al-Figh al-Islami, Juz 11, (Cet. I, Damaskus: Dar al-Fikr, 1987), 852.
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cara penalaran logis atau ijtihad, maka boleh dijadikan hujah, karena
masih ada kemungkinan hal tersebut diperoleh dari Rasulullah Saw.,
seperti dalam perkiraan waktu terlama seorang perempuan hamil
adalah 2 tahun sebagaimana yang diriwayatkan dari ¢Aisyah ra., dan
perkiraan masa tersingkat dari haid adalah 3 hari sebagaimana yang
diriwayatkan oleh Ibn Mas’#id dan Anas bin Malik.*3*

Sedangkan apabila pendapat sahabat tersebut diketahui melalui
penalaran logis, maka ulama Hanafiyyah memilki pendapat yang
berbeda. Pendapat pertama yang merupakan pendapat mayoritas dari
Hanafiyyah menyebutkan bahwa hal tersebut boleh dijadikan hujah
dan lebih diutamakan dari metode giyas, karena kemungkinan untuk
diperoleh dari Rasulullah Saw. masih sangat kuat. Sedangkan
pendapat kedua menyebutkan bahwa hal tersebut tidak boleh
dijadikan hujah, karena kemungkinan tersebut tidak memiliki dasar
yang kuat dan ijtihad meskipun dari seorang Sahabat masih bisa
didapati kesalahan di dalamnya. **°

d. Analogi (Qiyas)

Analogi (giyas) merupakan metode yang populer digunakan
dalam mazhab Hanafi. Metode giyas didefinisikan sebagai penetapan
suatu hukum terhadap perkara baru yang belum tercakup oleh nas

dengan cara membandingkannya kepada perkara lainnya yang sudah

134 Jalal al-Din al-Mahalli, al-Badr al-Tali’ fi Hill Jam’ al-Jawami’, Juz ll, (Cet, |, Beirut:
Dar al-Risalah, 2005), 331-332.
135 Al-Zuhaili, Usil al-Figh, Juz 11, 852.
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ada hukumnya berdasarkan nas, karena ada persamaan sebab ( ‘illat)
antara kedua perkara tersebut.!3®
Metode giyas memiliki empat rukun, yaitu:

1) Kondisi primer (al-asl), yaitu kondisi suatu hukum yang telah
ditetapkan oleh ras, dan yang akan dianalogikan hukumnya (al-
magqis ‘alaih).

2) Kondisi sekunder (al-far’), yaitu kondisi yang hendak
dianalogikan, dan tidak didapati ketentuan nas yang menetapkan
hukumnya.

3) Hukum dari kondisi primer (hukm al-asl), yaitu hukum yang
terdapat dalam kondisi primer (al-as/), ditetapkan oleh nas baik
Al-Qur’an maupun Sunnah, dan kemudian akan diterapkan
kepada kondisi sekunder (al-far").

4) Sebab atau alasan (al- ‘i/lat), yaitu sifat yang nyata (zahir), terukur
dengan jelas (mundabit), dan sejalan dengan hikmah penetepan
hukum dari suatu peristiwa hukum.*3’

Dalam penerapan metode giyas, banyak yang berasumsi bahwa
mazhab Hanafi lebih mengutamakan metode ini daripada nas. Padahal

secara fakta adalah sebaliknya, mazhab Hanafi tidak menerapkan

metode giyas kecuali dalam keadaan terdesak saja saat ketiadaan nas.

136 Muhammad Abu Zahrah, Usil al-Figh, (Beirut: Dar al-Fikr al-*Arabi, t.th), 218.
187 Al-Zuhaili, Usiil al-Figh, Juz 11, 605-606.
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Bahkan Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya; Hanafiyyah lebih
mengutamakan untuk menerapkan hadis mursal*® daripada giyas.'%
e. Istihsan

Istihsan merupakan metode populer lainnya setelah giyas dalam
mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah sering menetapkan suatu hukum
dengan menggunakan metode ini, namun beliau tidak menjelaskan
secara detail pengertian dan rumusan dari metode yang beliau
gunakan tersebut. Ketika menerapkan metode istiksan, beliau hanya
mengucapkan “astahsin” yang berarti “saya menganggap baik”.
Sehingga banyak orang yang mengklaim bahwa Imam Abu Hanifah
menetapkan suatu hukum berdasarkan keinginannya saja tanpa
memakai metode tertentu. Maka dari itu, banyak kritikan yang
ditujukan kepada beliau disebabkan hal tersebut. Setelah timbul
banyak kritikan terhadap metode tersebut, maka para pengikut
mazhab Hanafi berusaha menjelaskan pengertian dan rumusan dari
istihsan yang banyak dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Mereka
menjelaskan bahwa sesungguhnnya metode istizsan tidak keluar dari
dalil-dalil syar’i.14

Secara etimologi, istihsan berasal dari kata al-Zasan yang
berarti sesuatu yang baik. Penambahan hurut alif, sin dan ta’ pada kata

tersebut menjadikan artinya menganggap baik sesuatu. Sedangkan

138 Hadis mursal adalah hadis yang dihilangkan perawinya setelah Tabiin (Sahabat) dari akhir
jalur periwayatannya. Selengkapnya lihat al-Tahhan, Taisir, 87.

139 Ghawiji, Abii Hanifah, 137.

140 Abu Zahrah, Abii Hanifah, 388-389.
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secara terminologi, Abu al-Hasan al-Karkhi dari kalangan ulama

mazhab Hanafi menjelaskan pengertian istihsan adalah berpalingnya

seorang mujtahid dari suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara’
pada sebuah masalah kepada hukum yang lain disebabkan adanya
pertimbangan yang lebih cocok dan lebih kuat sesuai dengan

pemahaman mujtahid. 4

Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa pengertian
tersebut merupakan pengertian paling jelas yang mendeskripsikan
hakikat dari istihsan pada mazhab Hanafi. Karena pengertian tersebut
telah mencakup semua kategori istihsan dan menunjukkan asas-asas
serta isinya.4?

Imam Abu Hanifah dengan para pengikutnya; Hanafiyyah telah
membagi metode istiksan ini dalam dalam enam kategori, yaitu:

1) Istihsan berdasarkan nas (istihsan bi al-nas), contohnya adalah
apabila ada seseorang berkata: “Aku bersumpah untuk menjadikan
hartaku sebagai sedekah™ atau “Hartaku adalah sedekah”, maka
dengan metode giyas, dia harus mengeluarkan semua hal miliknya
yang dianggap harta sebagai sedekah. Namun, Imam Abu Hanifah
melalui metode istihsan telah mengkhususkan hal tersebut untuk
mengeluarkan zakat hartanya saja,**® sesuai dengan firman Allah

Swit:

141 Al-Zuhaili, Usal al-Figh, Juz 11, 737.

142 Abu Zahrah, Usiil al-Figh, 262.

143 Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘lim al-Usil, Juz 11, (Madinah
al-Munawwarah: al-Jami’ah al-Islamiyyah, 1993), 485.
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“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan
menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.”

2) Istihsan berdasarkan konsensus (istihsan bi al-ijma’), contohnya
adalah keabsahan akad al-istisna’, yaitu akad untuk membuat
sesuatu benda, seperti lemari, tas, sepatu atau benda lainnya
dengan harga yang telah disepakati. Apabila diterapkan metode
giyas pada akad tersebut, maka hukumnya adalah tidak sah, karena
objek akad tidak ada pada waktu akad. Akan tetapi, akad model
seperti ini menjadi sah, karena sudah berlaku di masyarakat umum
tanpa adanya pengingkaran dari para ulama. Sehingga hal seperti
ini menjadi jjma’ di kalangan para ulama dengan meninggalkan
qiyas, karena masyarakat umum membutuhkan akad semacam ini,
dan untuk menghilangkan kesukaran pada mereka.**

3) Istihsan berdasarkan analogi (istihsan bi al-giyas), contohnya
adalah penetapan hukum tidak najisnya air liur burung pemangsa
daging, seperti elang. Dalam kategori istihsan ini, ada dua giyas
yang bertentangan lalu dipilih salah satunya, dan biasanya yang
dipilih adalah giyas yang implisit (khafi), dengan alasan lebih
tepat untuk diamalkan. Dalam contoh tersebut, dua giyasnya
adalah: pertama dengan air ludah binatang pemakan daging seperti

singa dihukumi najis. Sedangkan giyas kedua dengan air liur

144 Al-Qur’an, 9: 103.
145 Al-Zuhaili, Usal al-Figh, Juz 11, 744,
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manusia yang juga memakan daging, dan ulama Hanafiyyah
memilih giyas yang kedua berdalilkan istihsan.*4

4) Istihsan berdasarkan kondisi darurat (istihsan bi al-darirah),
contohnya adalah kebolehan bagi dokter untuk melihat bagian-
bagian tubuh tertentu dari pasien, karena adanya kondisi darurat
seperti saat melakukan operasi atau mendiagnosis suatu
penyakit.4’

5) Istihsan berdasarkan kemaslahatan (istihsan bi al-maslahah),
contohnya adalah tanggung jawab buruh atas kerusakan produk
buatannya. Apabila memberlakukan kaidah umum, maka buruh
tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut kecuali
disebabkan kelalaian dan kesengajaan dari mereka. Namun, demi
kemaslahatan dalam pemeliharaan harta dan menjaga kepercayaan
serta profesionalitas buruh dalam bekerja, maka melalui metode
istihsani para buruh harus bertanggung jawab apabila terjadi
kerusakan pada produk buatannya, baik ada unsur kesengajaan
atau tidak.®

6) Istihsan berdasarkan adat istiadat (istihsan bi al- ‘urf), contohnya
adalah keabsahan untuk menyewakan kamar mandi dengan upah
tertentu tanpa ada batasan dalam penggunaan air, dan waktu

penggunaan kamar mandi tersebut. Karena dengan metode giyas,

146 < Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usil al-Figh, (Cet. VI, Baghdad: Muassasah Qurtubah,
1976), 234.

147 Auda, Membumikan Hukum Islam, 170.

148 Zaidan, al-Wajiz, 234.
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hal demikian hukumnya tidaklah sah, karena akad persewaaan (al-
ijarah) memiliki syarat untuk membatasi dengan jelas penggunaan
objek yang disewakan. Hal demikian disyaratkan agar jelas akad
persewaannya dan menghindarkan dari persengketaan ketika
terdapat ketidakjelasan. Namun melalui metode istihsan,
hukumnya menjadi sah berdasarkan adat istiadat yang berlaku di
masyarakat, dengan tanpa ada penjelasan khusus terkait manfaat
dari objek akad persewaan, agar akad menjadi lebih mudah dan
masyarakat menjadi lebih nyaman dalam akad tersebut.'4°
f. Konsensus (Ijma’)

Konsensus (ijma’) adalah kesepakatan para ulama dalam
menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur’an dan
Sunnah pada suatu perkara tertentu.'®® Metode jjma’ telah diterapkan
oleh Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyyah dalam menentukan
suatu hukum pada peristiwa hukum yang terjadi. Mereka menerapkan
bentuk ijma’ secara langsung (sarih) maupun tidak langsung
(sukiti).®>! Contoh penerapan ijma’ sebagai dasar hukum dalam
mazhab Hanafi adalah haramnya seorang suami untuk menyetubuhi
istrinya yang sedang haid berdasarkan ijma’ yang disandarkan

terhadap nas.*>?

149 Al-Zuhaili, Usal al-Figh, Juz 11, 745.
150 Ghawiji, Abit Hanifah, 134-135.
151 Abu Zahrah, Abii Hanifah, 350.
152 Al-Zuhaili, Usil al-Figh, Juz 11, 595.
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g. Adat Istiadat (‘Urf)

Pengertian dari adat istiadat (‘urf) adalah sesuatu yang terjadi
berulang-ulang pada komunitas masyarakat tertentu tanpa ada
keterkaitannya dengan logika. Contohnya adalah adat istiadat
penyebutan kata al-walad untuk menunjukkan arti anak laki-laki.
Padahal secara bahasa, kata tersebut berarti anak secara umum, baik
laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan Imam al-Nasafi dari golongan ulama Hanafiyyah
sebagai mana yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili telah
mendefinisikan adat istiadat (‘urf) sebagai sesuatu (perkataan atau
perbuatan) yang jiwa merasa tenang ketika mengerjakannya, karena
hal tersebut dapat diterima oleh akal dan watak manusia secara
baik.1%3

Dalam perspektif hukum Islam, adat istiadat dibagi menjadi dua
kategori, yaitu adat istiadat yang sahih dan adat istiadat yang fasid.
Adat istiadat yang sahih adalah yang tidak bertentangan dengan Al-
Qur’an maupun Sunnah. Sedangkan adat istiadat yang fasid adalah
yang bertentangan dengan salah satu dari keduanya. Adat istiadat
yang dijadikan dasar hukum dalam penerapan suatu hukum adalah
yang bersifat sahih.

Dasar penerapan adat istiadat sebagai dalil syar’i adalah

perkataan ‘Abdullah bin Mas’ud: “Apa yang dipandang oleh umat

188 Al-Zuhaili, Usal al-Figh, Juz 11, 828.
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Islam baik maka hal tersebut di sisi Allah juga baik, dan apa yang
dipandang umat Islam buruk, maka hal tersebut di sisi Allah juga
buruk.” Perkataan tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa
suatu hal yang sudah disepakati oleh umat Islam dan tidak
bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah, maka hal tersebut
termasuk perbuatan baik, dan begitu pula sebaliknya.'>*

Contoh penerapan adat istiadat sebagai dasar hukum pada
mazhab Hanafi adalah dalam keabsahan al-mu’atrah dalam ranah
muamalah, yakni jual beli dengan tanpa adanya sighat atau ijab-kabul
pelafalan jual-beli dari penjual maupun pembeli. Jual beli semacam
itu dihukumi sah, karena secara adat, meskipun tanpa ada lafal jual-
beli, ketika seseorang mengambil barang yang hendak dibeli dan
menyerahkan tanda bukti pembayaran berupa uang misalnya, penjual
sudah memahami bahwa maksudnya adalah membeli barang
tersebut.’> Jual-beli model seperti ini pada zaman sekarang sudah
sangat populer, seperti yang terjadi di supermarket ataupun jual-beli
secara online.

C. Magqasid Syari’ah Menurut Jasser Auda
1. Biografi Jasser Auda
Jasser Auda adalah seorang akademisi Muslim kelahiran Mesir yang

cukup lama berdomisili di Barat. Mengawali karir akademiknya, pada

154 Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib, Juz 1, 163.; dan Usil al-Figh, 273.
15 Al-Zuhaili, Usiil al-Figh, Juz 11, 829.
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tahun 1988 ia memperoleh pendidikan Al-Qur’an dan ilmu-ilmu Islam di
Masjid Al-Azhar, Kairo. Gelar Bachelor of Art (BA) diperoleh dari
Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, Michigan,
Amerika Serikat, tahun 2001 dan gelar Bachelor of Science (B.Sc)
diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av. Lalu ia
melanjutkan jenjang magister mengambil konsentrasi ilmu Figh tentang
Magasid Syart’ah (tujuan hukum Islam) di Islamic American University
dan lulus pada tahun 2004. Setelah itu, ia segera melanjutkan karir
akademiknya menuju gelar PhD. la melanjutkan karir akademiknya pada
jenjang PhD sebanyak dua kali; pertama dari Universitas Waterloo,
Kanada, dengan kajian analisis sistem pada tahun 2006, dan yang kedua
diperolehnya dari University of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat
Hukum Islam tahun 2008.%°

Saat ini, Jasser Auda merupakan Associate Professor di Fakultas
Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam
Program Studi Islam. Selain itu, ia adalah anggota pendiri Persatuan
Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota Dewan
Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris;
anggota Institut Internasional Advanced System Research (11AS), Kanada;

anggota pengawas Global Civilizations Study Centre (GCSC), Inggris;

156 Syukur Prihantono, “Magqasid al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya
Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”, Jurnal At-Tafkir, 1, (2017), 121.
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anggota Dewan Eksekutif Association of Muslim Social Scientists
(AMSS), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net.

Jasser Auda adalah direktur sekaligus pendiri Magdasid Research
Center di Filsafat Hukum Islam yang terletak di kota London, Inggris, dan
menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Alexandria University, Mesir,
Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Figh Islam, India. la
menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait
dengan isu-isu Minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di
seluruh dunia. la adalah seorang kontributor untuk laporan kebijakan yang
berkaitan dengan minoritas Muslim dan pendidikan Islam kepada
Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikann Tinggi
Inggris, dan telah menulis sejumlah buku; yang terakhir dalam bahasa
Inggris, berjudul Magasid Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: A
Systems Approach. Tulisannya yang telah diterbitkan berjumlah delapan
buku dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, ceramah
umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, banyak
penghargaan yang sudah ia terima.®’

Hukum Islam Menurut Jasser Auda
Menurut Jasser Auda, hukum Islam secara umum mengacu pada

empat istilah dalam Islam, yaitu figh, syariat, ganiin dan ‘urf. lIstilah

pertama adalah figh, kata figh secara etimologi berarti pemahaman,

157 Prihantono, “Maqasid al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda”, 121.
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pengertian dan pengetahuan tentang agama secara umum.® Sebagaimana
firman Allah Swt:
ECHERYC RS S PITP[o

“Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak
memahami pembicaraan sedikitpun?”

Namun, pada era para imam mazhab figh, kata tersebut memiliki
definisi terminologis khusus yakni ilmu tentang hukum-hukum syariat
praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci (al-‘ilm bi al-ahkam al-
syar’iyyah al-‘amaliyyah al-muktasab min adillatihd al-tafsiliyyah).t®
Secara singkat dapat dipahami bahwa figh hanya mencakup hal-hal
bersifat praktis (‘amaliyyah), tidak yang bersifat teologis (i tigadiyyah),
karena hal-hal tersebut dibahas dalam ilmu Agidah (Tauhid). Sedangkan
yang dimaksud dengan dalil-dalil terperinci dalam istilah tersebut adalah
Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, giyas dan sebagainya.

Istilah kedua adalah syariat, kata syariat secara etimologi berarti
jalan. Al-Qur’an dan Sunnah menggunakan kata syariat dengan

bermaknakan aturan (syir ah), sebagaimana firman Allah Swt:

A
161 2\-7 - 52,, .7 |71z ¥
s i S K
“Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan
yang terang.”

Secara teoretis, dua istilah tersebut menjelaskan pengertian yang

berbeda. Istilah figh menjelaskan bagian kognitif dari hukum Islam,

Risalah, 2005), 1250.
19 Al-Qur’an, 4: 78.
160 Hasan al-Kaf, al-Tagrirat al-Sadidah, (Tarim: Dar al-Miras al-Nabawi, 2003), 47.
161 Al-Qur’an, 5: 48.
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sedangkan syariat menjelaskan bagian ilahiah dari hukum Islam. Jadi,
istilah figh mengarah kepada manusia yang memiliki pemahaman,
konsepsi dan kognisi, bukan kepada Allah Swt. Sedangkan istilah syariat
mengarah kepada Allah Swt. yang membuat syariat dan tidak kepada
manusia kecuali Rasulullah Saw. saat berperan sebagai penyampai wahyu
dari-Nya.

Istilah ketiga yang dicakup hukum Islam adalah ganiin. Secara
etimologi, kata ganiin berasal dari bahasa Parsi yang mengalami arabisasi,
dan memiliki arti pokok-pokok. Namun semenjak abad ke-19 M, kata
tersebut mengalami perkembangan sehingga diartikan sebagai hukum
tertulis. Di beberapa negara yang menjadikan Islam sebagai sumber
legislasi, ganin sebagai hukum tertulis diambil dari pendapat satu atau
beberapa mazhab figh yang dikutip secara literal. Meskipun demikian,
banyak juga dari ganiin di negara-negara tersebut yang bersumberkan dari
sistem hukum lain bersifat sekuler atau didasarkan pada tradisi, adat lokal
atau ‘urf.

Istilah keempat adalah ‘urf yang berarti adat istiadat, atau lebih
tepatnya adalah adat istiadat baik yang disetujui oleh suatu komunitas
masyarakat dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.'®? Mayoritas
ulama mempertimbangkan ‘urf sebagai faktor efektif dalam pelaksanaan

hukum Islam, dari pada sebagai sumber hukum yang independen.3

162 7aidan, al-Wajiz, 252.
163 Auda, Membumikan Hukum Islam, 100-102.
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Gambar 2.1:
Paradigma Watak Kognitif Sistem Hukum Islam Tradisional

Secara tradisional, Jasser Auda menjelaskan bahwa syariat diyakini
mencakup Al-Qur’an, Sunnah dan hukum-hukum figh yang dideduksi dari
kedua sumber tersebut. Sedangkan ‘urf tidak memiliki peran signifikan,
dan hanya mempengaruhi figh dalam beberapa kasus saja. Selanjutnya
ganun merupakan hukum tertulis yang boleh jadi berasal dari figh, ‘urf,
atau sumber lainnya.®*

Secara praktis, mayoritas Muslim tidak membedakan antara figh dan
syariat, sehingga hal tersebut membuka peluang akan klaim suci dan
patennya hasil ijtihad manusia. Sejarah membuktikan bahwa klaim
tersebut telah berdampak pada terjadinya fenomena tuduhan bid’ah dan
penolakan terhadap reformasi hukum Islam. Bahkan, banyak umat Islam
sampai detik ini masih saling menuduh bid’ah, murtad dan kafir ketika
berbeda pendapat dalam ranah figh yang mereka yakini sebagai esensi

wahyu dari hukum Islam. Tuduhan tersebut terkait perbedaan pendapat

164 Auda, Membumikan Hukum Islam, 102-103.
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dalam hukum Islam semakin parah keadaannya, sampai melahirkan
bahkan memupuk secara kontinu ideologi kekerasan dan intoleran, serta
menekan kebebasan, toleransi dan kultur untuk hidup rukun saat ini.
Selain itu, sikap kaku dan penolakan terhadap pembaruan hukum
Islam semakin menguat seiring perjalanan waktu selama berabad-abad.
Hingga pada akhirnya, banyak dari ulama yang mengklaim bahwa pintu
dari ijtihad bagi hukum Islam telah ditutup. Padahal secara umum, realitas
kehidupan yang terus berubah secara pesat sejak abad pertengahan hingga
saat ini belum terespon secara baik oleh metodologi penggalian hukum
Islam yang telah dianggap mapan oleh para ulama. Maka dari itu, perlu
kiranya sebuah upaya reformasi hukum Islam agar realitas-realitas
kehidupan selalu terespon dan mendapatkan solusi secara baik dan
tepat.1®°
Magqasid Syarr’ah Menurut Jasser Auda
a. Definisi Magqasid Syart’ah
Kata magasid secara etimologi merupakan kata dari bahasa
arab, yakni sebuah jamak dari magsad yang berarti maksud, tujuan,
sasaran, prinsip, hal yang diminati, atau ends dalam bahasa Inggris,
telos dalam bahasa Yunani, finalit¢ dalam bahasa Prancis, atau Zweck
dalam bahasa Jerman.'®® Sedangkan syari’ah, secara etimologi berarti

jalan dan pedoman hidup yang bersumber dari Allah Swt. dan

165 Auda, Membumikan Hukum Islam, 103-104.
166 Auda, Membumikan Hukum Islam, 32.
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Rasulullah Saw. ketika berperan sebagai penyampai wahyu dari-
Nya.!®” Sehingga dapat dipahami secara etimologi bahwa magasid
syart’ah adalah tujuan dari pedoman yang bersumber dari Allah Swt.
dan Rasululullah Saw.

Sedangkan secara terminologi, magasid syari’ah didefinisikan
sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Syari’ (Allah dan Rasul-
Nya) agar dapat terealisasikan melaui fasyri’ (legislasi) dan penetapan
sejumlah hukum setelah proses penentuan hukum yang bersifat
deduktif oleh para mujtahid terhadap Al-Qur’an dan Sunnah.®8

b. Sejarah Perkembangan Implementasi Maqasid Syari’ah
1) Implementasi Magqasid Syari’ah Pada Masa Sahabat
Pada era ini, banyak dari sahabat menerapkan pendekatan
magasid ketika menghadapi permasalahan-permasalahan tertentu.
Sebagai contoh adalah beberapa keputusan yang berlandaskan
Magasid oleh Khalifah ‘Umar bin Khattab ra. pada hal-hal berikut:
a) Penolakan distribusi ghanimah berupa tanah-tanah hasil
ekspansi umat Islam di Mesir dan Irak kepada sebagian sahabat.

Hal tersebut bermaksudkan agar tidak menjadikan orang kaya

mendominasi atas harta kekayaan, karena ‘Umar bin Khattab ra.

memahami bahwa maksud khusus dari ayat ghanimah adalah

167 Auda, Membumikan Hukum Islam, 100-101.
168 Auda, Madkhal Magasidi li al-Ijtihad, dalam www.jasserauda.net, diakses pada 22
Desember 2019.
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untuk meniadakan secara bertahap kesenjangan sosial pada
masyarakat.

b) Distribusi ghanimah sebesar seperlima bagian kepada tentara
yang ikut berperang ketika ghanimah tersebut bernilai
signifikan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai keadilan
di antara para tentara dan meningkatkan kepercayaan publik.

c) Penggolongan hewan kuda sebagai kategori kekayaan yang
wajib dizakati. Hal tersebut terjadi karena ‘Umar bin Khattab ra.
melihat secara rasional bahwa nilai kuda pada era
kepemimpinannya secara drastis sudah melebihi nilai unta yang
pada masa hidup Rasulullah Saw. dimasukkan oleh beliau
sebagai objek wajib zakat. Secara tidak langsung pemahaman
‘Umar bin Khattab ra. tentang tujuan zakat adalah bantuan bagi
orang miskin dan melayani kemaslahatan publik.1%°

Meskipun demikian, ‘Umar bin Khattab ra. tidak
menerapkan pendekatan berlandaskan magasid ini pada seluruh
keputusan hukum Islam. Beliau membedakan antara urusan ibadah
dengan muamalah, contohnya keputusan beliau yang tetap
mengharuskan bertawaf di Ka’bah saat haji dengan bahu terbuka.

ljtihad pada beberapa contoh kasus di atas menunjukkan
bahwa para sahabat tidak selalu mengamalkan dalalah lafaz,

maksudnya implikasi langsung dari nas tanpa melihat hikmah di

169 Auda, Membumikan Hukum Islam, 41-43.
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balik nas tersebut. Tapi juga mengamalkan dalalah maksud yang
berarti implikasi dari tujuan atau hikmah di balik nas tertentu.
Pengamalan dalalah maksud memberikan fleksibilitas yang lebih
besar terhadap pemahaman nas tertentu, sehingga sesuai dengan
konteks situasi dan kondisi yang sedang dihadapi.!™
2) Teori Awal Magqasid Syari’ah
Setelah masa sahabat, teori magasid mulai mengalami
perkembangan, namun belum menjadi topik karya ilmiah mandiri
seperti saat ini. Berikut ini adalah beberapa contoh dari konsep awal
teori magasid pada era setelah sahabat (sekitar abad ke-2 H sampai
abad ke 4 H):
a) Al-Tirmizi al-Hakim (w. 296 H/908 M) menggunakan istilah
magqasid sebagai judul dari kitabnya al-Salah wa Maqgasiduha.
Di dalam kitab tersebut dibahas tentang hikmah dan rahasia
spiritual di balik gerakan-gerakan dalam salat perspektif sufi.
b) Abu Yazid al-Balkhi (w. 322 H/933 M) menulis dua kitab yang
terkait dengan magasid. Pertama, kitab dengan judul al-/banah
‘an ‘llal al-Diyanah yang dibahas di dalamnya tentang hikmah-
hikmah di balik praktik keagamaan dan hukum yuridis Islam.
Kedua, kitab berjudul Masalih al-Abdan wa al-Anfus yang
dibahas di dalamnya tentang kontribusi dari hukum Islam

praktis terhadap kesehatan fisik dan mental.

170 Auda, Membumikan Hukum Islam, 43-45.
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c) Al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H/975 M) menulis karya berjudul
Mahasin al-Syari’ah yang membahas tentang hukum-hukum
figh mulai dari bab bersuci (faharah), salat dan seterusnya
dengan menyebutkan hikmah-hikmah di balik hukum figh
praktis tersebut.!’*

Dari beberapa konsep di atas, dapat dilihat bahwa teori
magasid belum menjadi suatu tema utama yang mandiri dalam
sebuah kajian ilmiah. Meskipun demikian, beberapa literatur
tersebut menjadi tanda bagi langkah penting dalam perkembangan
teori magasid pada masa-masa setelahnya (sekitar abad ke-5 H
sampai abad ke-8 H).

3) Teori Magqasid Syari’ah Tradisional

Pada abad ke-5 H, terjadi perkembangan secara signifikan
dalam kajian hukum Islam dengan lahirnya filsafat hukum Islam.
Metode-metode literal dan nominal yang berkembang hingga awal
abad ke-5 H belum mampu menangani kompleksitas isu-isu kekinian
dikarenakan semakin berkembangnya peradaban. Sehingga muncul
dan berkembang teori masa/ih mursalah sebagai suatu metode yang
mampu mencakup hal-hal yang tidak disebutkan dalam nas dengan
maksud menambal kekurangan dari metode-metode yang telah

berkembang sebelumnya.*’

171 Auda, Membumikan Hukum Islam, 45-49.
172 Auda, Membumikan Hukum Islam, 50.
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Selain itu, metode masalih mursalah juga berhasil
mendorong lahirnya teori magasid syari’ah hingga mampu mandiri
seperti sekarang ini. Di antara ahli hukum Islam (al-fagi#) yang
memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan teori
Magasid Syari’ah tradisional antara abad ke-5 H hingga abad ke-8 H
adalah sebagai berikut:

a) Abu al-Ma’ali al-Juwaini (w. 478 H/1085 M) telah menulis
berberapa literatur yang memperkenalkan pengembangan teori
Magasid, seperti al-Burhan fi Usil al-Figh yang di dalamnya
diperkenalkan lima tingkatan magasid, yakni: darirat
(keniscayaan), al-hajah al-‘ammah (kebutuhan publik), al-
makrumat (perilaku moral), al-mandiibat (anjuran-anjuran) dan
hal-hal yang tidak dicantumkan pada alasan khusus. Selain itu,
al-Juwaini juga menyebutkan bahwa tujuan dari hukum Islam
adalah al-‘ismah (kemaksuman) atau penjagaan terhadap
keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta.”

b) Abt Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) mengembangkan
teori magasid gurunya al-Juwaini dalam kitabnya al-Mustasfa
dengan membuat wurutan terhadap tingkatan darirat
(keniscayaan), yaitu: keimanan, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Al-Ghazali juga mencetuskan istilah al-kifz (perlindungan)

terhadap tingkatan keniscayaan tersebut.

173 Auda, Membumikan Hukum Islam, 50-51.
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c) Al-‘Izz Ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H/1209 M) berkonstribusi
secara signifikan terhadap teori magasid dalam kitabnya al-
Ahkam fi Masalih al-Anam yang menjelaskan tentang
investigasi ekstensifnya terhadap konsep kemaslahatan dan
kemudaratan, serta hubungan erat antara sebuah validitas
hukum dengan magasid-nya.

d) Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H/1285 M) berkontribusi
terhadap teori magasid dalam kitabnya al-Furig yang
menjelaskan tentang perbedaan antara jenis-jenis perbuatan
Rasulullah Saw. berdasarkan atas maksud atau niat. Al-Qarafi
menyebutkan bahwa dalam perbuatan-perbuatan Rasulullah
Saw. terdapat perbedaan kapasitas ketika berperan sebagai
penyampai wahyu, hakim atau pemimpin. Implikasi dari hal
tersebut dalam hukum Islam adalah kerberlakuan sabda atau
perbuatan beliau dalam kapasitas sebagai penyampai wahyu
yang bersifat universal dan permanen selama tidak ada dalil
yang merubahnya. Sedangkan keputusan Rasulullah Saw.
tentang hukum yang berkaitan dengan kemiliteran, kepercayaan
publik, pelantikan hakim atau gubernur, ghanimah dan
semacamnya merupakan kapasitas Rasulullah Saw. sebagai

pemimpin. 174

174 Auda, Membumikan Hukum Islam, 51-53.



87

e) Syams al-Din Ibn al-Qayyim (w. 784 H/1347 M) berkontribusi
terhadap teori magasid melalui kritik detailnya tentang trik-trik
figh (al-hiyal al-fighiyyah) dalam kitabnya 7’lam al-Muwagqqi’tn
‘an Rabb al- ‘Alamin. Karena secara faktual, trik-trik dalam figh
bertentangan dengan tujuan dan maksud dari hukum Islam. Ibn
Qayyim menyimpulkan metodologi yuridisnya berdasarkan
hikmah dan kesejahteraan manusia.'”

f) Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H/1388 M) menulis kitab tentang
Mmagasid dengan judul al-Muwafraqat fi Usil al-Syari’ah yang di
dalamnya disebutkan ide tentang pengembangan teori magasid
secara substansial melalui tiga cara, yaitu:

(1) Menggeser magasid yang sebelumnya termasuk bagian dari
masalih mursalah menjadi bagian dari dasar-dasar hukum
Islam. Al-Syatibi menilai magasid sebagai pokok-pokok
agama (usul al-din), kaidah-kaidah syariat (gawa'’id al-
syart’ah) dan keseluruhan keyakinan dalam beragama
(kulliyat al-millah).

(2) Merubah pemahaman tentang magasid yang sebelumnya
adalah hikmah di balik hukum menjadi dasar bagi hukum.
Perubahan tersebut didasarkan atas sifat fundamental dan
universalitas magasid. Al-Syatibi berpendapat bahwa sifat

universalitas magasid dalam tingkatan keniscayaan

175 Auda, Membumikan Hukum Islam, 54.
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(darariyyat), kebutuhan (hajiyyat) dan kelengkapan
(tahsiniyyat) tidak dapat dikalahkan oleh hukum parsial
(juziyyat). Selain itu, al-Syatibi juga menjadikan
pengetahuan tentang magqasid sebagai syarat berijtihad pada
seluruh levelnya.

(3) Menggeser paradigma proses induktif penyimpulan
Magasid dari yang sebelumya bersifat ketidakpastian
(zanniyyah) menuju kepastian (gat iyyah).t’®

c. Dimensi Magqasid Syari’ah
Magasid syari’ah diklasifikasikan berdasarkan sejumlah
dimensi, seperti:
1) Tingkatan-tingkatan keniscayaan dari magasid.
2) Jangkauan kemanfaatan hukum untuk menggapai magasid.
3) Jangkauan manusia yang tercakup dalam magasid.
4) Tingkatan universalitas magasid (sejauh  mana magasid
merefleksikan keseluruhan Al-Qur’an dan Sunnah).!’’
Para ulama tradisional telah membagi magasid menjadi tiga
tingkatan keniscayaan, yaitu:
1) Al-daruriyyat (keniscayaan). Tingkatan al-daririyyat merupakan
hal-hal yang menjadi faktor esensial bersifat primer dalam

kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Jika hal-hal ini tidak

176 Auda, Membumikan Hukum Islam, 54-55.
177 Auda, Membumikan Hukum Islam, 33-34.
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terwujud, maka tata kehidupan di dunia akan timpang, kebahagiaan
akhirat tidak akan tercapai, bahkan siksaan yang bakal mengancam.
Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar
universal, yaitu:
a) Hifz al-din (pemeliharaan atas tegaknya agama)
b) Hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa)
C) Hifz al-‘agl (pemeliharaan terhadap akal)
d) Hifz al-nasl (pemeliharaan keturunan)
e) Hifz al-mal (pemeliharaan atas harta kekayaan)
Sebagian ulama menambahkannya dengan hifz  al-‘ird
(pemeliharaan terhadap kehormatan) sehingga menjadi enam tujuan
pokok. Melestarikan lima atau enam prinsip tersebut merupakan
sebuah keharusan demi keberlangsungan hidup manusia.t’®

2) Al-hajiyyat (kebutuhan). Tingkatan al-Aajiyyat merupakan hal-hal
yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan
kesulitan. Jika hal-hal ini tidak terwujud, maka manusia akan
mengalami kesulitan tanpa sampai mengakibatkan kebinasaan.
Dengan memenuhi kemaslahatan taraf semacam ini, al-Syari’ (Allah
dan Rasul-Nya) menggariskan beragam ketentuan tata pelaksanaan
dalam ranah muamalah seperti jual beli, jasa persewaan, dan

beberapa dispensasi, seperti diperbolehkannya melakukan jama’

178 Ibrahim bin Misa al-Syatibi, al-Muwafaqat, Juz 11, (Cet |, al-* Aqrabiyyah: Dar Ibn ‘ Affan,
1997), 17-20.
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(menggabung) dan gasr (meringkas) salat bagi musafir, bolehnya
tidak berpuasa ramadan bagi wanita hamil dan menyusui serta
orang-orang sakit, tidak adanya kewajiban salat ketika haid dan
nifas, diperbolehkannya mengusap khuff (alas kaki dari kulit) ketika
wudu dan lain sebagainya.t’®

3) Al-tahsiniyyat (kelengkapan). Tingkatan al-tahsiniyyat adalah
kemaslahatan yang bertujuan mengakomodasikan ‘urf dan perilaku
baik serta budi pekerti luhur, seperti pensyariatan taharah (bersuci)
sebelum salat, anjuran berpakaian dan berpenampilan rapi,
pengharaman makanan-makanan yang tidak baik dan lain-
lainnya.!8°

Klasifikasi model ulama tradisional tersebut mendapatkan
beberapa kritik dari para cendekiawan Muslim kontemporer dengan
berbagai alasan, yaitu:

1) Jangkauan magasid tradisional meliputi seluruh hukum Islam,
namun upaya tersebut belum mengakomodir maksud khusus dari
suatu atau sekumpulan ras, dan hukum yang meliputi topik figh
tertentu.

2) Magasid tradisional lebih terkait dengan individu, dibandingkan

dengan keluarga, masyarakat, atau bahkan umat manusia yang

cakupannya lebih luas dan menyeluruh.

179 Al-Syatibi, al-Muwafagat, Juz 11, 21-22.
180 Al-Syatibi, al-Muwafaqgat, Juz 11, 22-23.; Prihantono, “Magqdsid al-Syari’ah dalam
Pandangan Jasser Auda”, 123-124.
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3) Klasifikasi magasid tradisional belum mengakomodir nilai-nilai
yang bersifat universal seperti keadilan dan kebebasan.

4) Magasid tradisional dideduksi dari kajian literatur figh, dari pada
dideduksi dari sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur’an dan
Sunnah).8

Maka dari itu, para cendekiawan Muslim kontemporer
memperkenalkan konsep dan klasifikasi magasid baru dengan
memasukkan beberapa dimensi yang lebih kekinian dan sesuai dengan
perkembangan zaman. Hal tersebut dilakukan guna melengkapi
kekurangan pada konsep magasid tradisional.

d. Rekonstruksi Konsep Magasid Syari’ah

Dalam usaha untuk memperkenalkan konsep magasid syart’ah
yang baru, para cendekiawan Muslim kontemporer melakukan
beberapa rekonstruksi terhadap konsep magasid syari’ah tradisional.

Rekonstruksi tersebut adalah pada jangkauan magasid, jangkauan

manusia yang dicakup oleh magasid, sumber induksi dan tingkatan

universalitas magasid.

1) Rekonstruksi jangkauan magasid

Rekonstruksi pada hal ini dilakukan dengan cara membagi

klasifikasi magdasid menjadi tiga tingkatan, yaitu:

181 Auda, Magqasid al-Syari’ah: Dalil li al-Mubtadiin, (USA: The International Institute of
Islamic Thought, 2011), 80.
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a) Al-magqasid al-‘ammah (tujuan-tujuan umum); magasid ini dapat
ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan
kebutuhan, ditambah keadilan dan kemudahan.

b) Al-magqasid al-khassah (tujuan-tujuan khusus); magqasid ini dapat
diobservasi di bab-bab hukum Islam tertentu, seperti
kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari
monopoli dalam hukum ekonomi, dan perlindungan kejahatan
dalam hukum kriminal.

¢) Al-magqasid al-juz’iyyah (tujuan-tujuan parsial); magasid ini
berisikan maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu,
seperti maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan
orang sakit untuk tidak puasa, dan maksud mengungkapkan
kebenaran dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam suatu
kasus hukum.'8?

2) Rekonstruksi jangkauan manusia yang dicakup oleh maqasid

Rekonstruksi pada hal ini diupayakan dengan cara
memperluas ide magasid hingga mencakup jangkauan manusia yang
lebih luas, yaitu masyarakat, bangsa dan bahkan umat manusia.
Sebagai contohnya adalaha ide perluasan magasid yang dilakukan

oleh Ibn “Asyiir, yakni dengan memberikan priorotas pada magasid

182 Ayda, Membumikan Hukum Islam, 36-37.
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yang berkaitan dengan nation interests (kepentingan bangsa) di atas
individual interests (kepentingan individual).®
3) Rekonstruksi pada sumber induksi dan tingkat universalitas magasid
Rekonstruksi pada hal ini dilakukan dengan cara
memperkenalkan teori magasid baru yang secara langsung digali
dari nas. Pendekatan ini memberikan kemungkinan secara signifikan
bagi magasid untuk melampaui historisitas keputusan figh serta
merepresentasikan nilai dan prinsip umum dari nas. Selain itu, al-
ahkam al-tafsiliyyah (hukum-hukum yang bersifat detail) dapat
digali dari prinsip-prinsip kulliyyat (menyeluruh) yang telah ada.
Banyak cendekiawan Muslim kontemporer yang telah menggunakan
pendekatan ini seperti Rasyid Ridha, Muhammad al-Ghazali, Yusuf
al-Qaradawi dan Thaha Jabir al-*Alwani.'84
Rasyid Ridha mengemukakan bahwa magasid di dalam Al-
Qur’an meliputi, reformasi pilar-pilar keimanan, sosialisasi Islam
sebagai agama fitrah alami, menegakkan peran akal, pengetahuan,
hikmah dan logika yang sehat, kebebasan, independensi, reformasi
sosial, politik dan ekonomi, serta hak-hak perempuan. Sedangkan
Muhammad al-Ghazali memasukkan keadilan dan kebebasan ke
dalam magasid pada tingkat keniscayaannya. Yusuf al-Qaradawi

menarik kesimpulan beberapa magasid umum dari Al-Qur’an, di

183 Auda, Membumikan Hukum Islam, 37.
184 Auda, Membumikan Hukum Islam, 38.
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antaranya: melestarikan akidah yang benar, melestarikan harga diri
manusia dan hak-haknya, menjernihkan jiwa manusia, memperbaiki
akhlak dan budi pekerti, membangun keluarga yang baik,
memperlakukan perempuan secara adil, membangun bangsa yang
kuat, dan mengajak kepada kerjasama antar umat manusia. Thaha
Jabir al-‘Alwani juga mengidentifikasi tujuan utama dalam Al-
Qur’an dan menarik kesimpulan bahwa maksud-maksud utama
syariat adalah al-tauhid (keesaan Allah Swt.), al-tazkiyah (kesucian
jiwa manusia), dan al- imran (mengembangkan peradaban manusia
di muka bumi).*8®

Dari penjelasan singkat di atas, dapat dilihat bahwa para ulama
dan cendekiawan Muslim telah memulai serta terus mengembangkan
konsep magasid sesuai dengan perkembangan peradaban. Peran Jasser
Auda dalam proses pengembangan teori magasid ini adalah dalam
penerapan pendekatan sistem terhadap teori magasid, sehingga
melahirkan magasid baru yang relevan dengan kondisi dan situasi
terkini.

Jasser Auda dalam penelitiannya tentang magasid Syari’ah
sepakat dengan pendapat Thahir bin ‘Asylir yang mengkritik
kemapanan ilmu Usil al-Figh karena telah melalaikan konsep magasid.
Secara kritis, Jasser Auda dan Ibn ‘Asyiir menyatakan bahwa Usiil al-

Figh selama ini hanya mengandalkan metode linguistik dan tekstual

185 Auda, Membumikan Hukum Islam, 38-39.
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melalui kaidah-kaidah tertentu dalam penetapan hukum Islam, dan
tidak meneliti secara seksama magasid yang tersimpan dalam nas yang
bermuatan hukum, padahal magasid adalah inti dan tujuan utama dari
disiplin ilmu Figh.186

Pengembangan teori magdasid Syari’ah oleh Jasser Auda
berangkat dari konsep magasid tradisional dengan menukil pendapat
dari ulama klasik tentang tingkatan-tingkatan magasid dan kemudian
mengkritiknya meskipun juga memujinya. Di antara ulama klasik
tersebut adalah al-Juwainy, beliau disebut oleh Jasser Auda sebagai
kontributor pertama yang memulai pengembangan teori magasid
syari’ah, beliau menggunakan kata magasid dan al-masalih al- ‘ammah
(kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.

Selanjutnya, al-Ghazali  sebagai  murid  al-Juwainy
mengelaborasi  lebih  lanjut pengembangan gurunya dengan
mengklasifikasi magasid dan memasukkannya ke dalam kategori al-
masalik al-mursalah (kemaslahatan yang tidak disebut secara eksplisit
dalam nas), sebagaimana istilah tersebut diikuti juga oleh ulama setelah
al-Ghazali seperti Fakhr al-Din al-Razi dan Sayf al-Din al-Amidi.
Kemudian pendapat ulama lainnya seperti al-Tafi dan al-Qarafi yang

walaupun dengan redaksi yang berbeda namun maksud dan tujuannya

18 Auda, Maqasid al-Ahkam wa ‘Ilaluhd, dalam www.jasserauda.net, diakses pada 22
Desember 2019.
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adalah sama. Sehingga Jasser Auda mengklaim bahwa magasid dan al-
masalih adalah istilah yang sama.*®’

Berkaitan dengan klaim Jasser Auda tersebut, penulis
menggambarkan interkoneksi antara konsep magasid dengan masalih

pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2:
Interkoneksi antara Magqasid dan Masalih

Magasid

Manusia .Y

Allah dan A
Rasul-Nya |1 Ieg's asl | I/ Perkembangan
it PUSEREET peradaban

Masalih

Pada gambar tersebut, istilah magasid berisikan maksud dari al-
Syari’, dan istilah masalih berisikan kemaslahatan dari suatu hukum.
Secara sederhana, kedua istilah tersebut menjelaskan tujuan dari suatu
hukum, namun istilah magasid berangkat dari Allah Swt. dan Rasul-
Nya sebagai legislator (al-Syari’ atau al-Hakim), sedangkan masalih
berangkat dari manusia sebagai praktisi dari suatu hukum (al-Mukallaf

atau al-Mahkim ‘alaih).

187 Auda, Membumikan Hukum Islam, 33.
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Hingga pada akhirnya, al-Syatibi melakukan reformasi secara
substansial terhadap teori magasid, sehingga teori tersebut menjadi
familier, populer dan mudah untuk dipahami. Meskipun demikian, hal
tersebut tidak menjadikan para cendekiawan Muslim berhenti berfikir
dan menikmati hasil tersebut. Namun, mereka terus berupaya untuk
selalu melengkapi teori yang dianggap sudah mapan tersebut sehingga
tetap eksis dan relevan sebagai metode penggalian hukum Islam. Dan
salah satu dari sekian banyak cendekiawan Muslim yang ingin berperan
aktif dalam melengkapi teori magasid ini adalah Jasser Auda.

. Reformasi Paradigma Magasid Tradisional Menuju Kontemporer

Magasid syari’ah sebagai salah satu metodologi dalam hukum
Islam memiliki peran signifikan dalam suatu permasalahan, khususnya
permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam.
Dalam hal ini, semua aliran hukum Islam sepakat bahwa suatu masalah
yang tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, Sunnah dan ijma’ akan
diselesaikan melalui metode ijtihad. Perbedaan di antara aliran-aliran
ini dalam urutan prioritas metode-metode yang digunakan dalam
berijtihad. Sebagian aliran menggunakan metode tertentu seperti
istizsan, pengamalan penduduk Madinah (‘amal ahl al-Madinah) dan
semacamnya, sedangkan aliran lainnya tidak menggunakannya.

Selanjutnya, Jasser Auda menjelaskan bahwa magasid adalah
sesuatu yang tersusun dan terikat. Dalam terminologi modern, magasid

menyerupai sistem jaringan yang berpondasi banyak, berjangkauan luas
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dan jauh.'® Definisi dan penjelasan Jasser Auda tentang magdsid

tersebut merupakan langkah awal proses transformasi paradigma

hukum Islam.
Jasser Auda menawarkan sebuah ide yaitu reformasi hukum

Islam kontemporer yang secara sederhana berisi tiga hal, yaitu:

1) Reformasi magasid Syari’ah dalam perspektif kontemporer.
Maksudnya, pergeserean magasid syari’ah tradisional menuju
kontemporer. Magasid syari’ah tradisional memiliki nuansa
perlindungan (protection) dan pelestarian (preservation). Sedangkan
magqasid  syari’ah  Kontemporer bernuansa pengembangan
(development), hak-hak asasi (human rights), dan kemaslahatan
publik. Dalam upaya pengembangan konsep magasid syari’ah
kontemporer ini, Jasser Auda mengajukan pengembagan sumber
daya manusia (human development) sebagai ekspresi obsesinya dan
target utama dari maslahah ‘ammah masa kini. Kepentingan inilah
yang mestinya menjadi sasaran dari magasid syari’ah untuk
direalisasikan melalui hukum Islam.&

Secara sederhana dapat dimengerti bahwa Jasser Auda
mencoba untuk menawarkan perluasan cakupan dari magasid
syari’ah itu sendiri, dari yang sebelumnya hanya mencakup

individual menjadi universal. Implikasi dari reformasi ini adalah

18 Auda, Figh al-Magasid: Inatat al-Ahkam al-Syar’iyyah bi Maqasidiha, (London: The
International Institut of Islamic Thought (I11T), 2007), 27.
189 Auda, Membumikan Hukum Islam, 56.
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realisasi dari magasid syari’ah kontemporer dapat dilihat secara
empirik perkembangannya, diuji, dikontrol, dan divalidasi melalui
human development index dan human development targets yang
dirancang dan ditetapkan oleh badan dunia, seperti PBB
(Perserikatan Bangsa-Bangsa).’®® Reformasi magqdsid syari’ah
dalam perspektif kontemporer secara sederhana dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Reformasi Magasid Syart’ah Tradisional Menuju Kontomporer

No | Magadasid Tradisional Magasid Kontemporer
1 Pemeliharaan e Konsep agama yang bersifat
terhadap Agama rahmatan li al- ‘@lamin.

¢ Menjaga dan melindungi

Pemeliharaan .
martabat kemanusiaan.

2 terhadap Jiwa; ; . .
e Menjaga dan melindungi hak-
Kehormatan . .
hak asasi manusia.
¢ Melipatgandakan pola pikir
dan riset ilmiah.
3 Pemeliharaan e Mengutamakan tur untuk
terhadap Akal mencari ilmu pengetahuan.

e Menghindari upaya-upaya
pelemahan kerja otak.
e Upaya-upaya yang berorientasi
Pemeliharaan kepada perlindungan keluarga.
terhadap Keturunan | e Kepedulian yang lebih
terhadap institusi keluarga.
e Mengutamakan kepedulian
Pemeliharaan sosial. .
5 e Menaruh perhatian pada
terhadap Harta
pembangunan dan
pengembangan ekonomi.

190 Ayda, Membumikan Hukum Islam, 57.
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2) Reformasi tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam terkini
sebagai landasan dalam penyusunan tipologi teori hukum Islam
kontemporer. Jasser Auda mengusulkan tipologi baru teori hukum
Islam sebagai pendekatan berdasarkan spektrum legitimasi dan
sumber hukum Islam terkini. Menurutnya, hukum Islam secara
umum memiliki tiga kecenderungan, yakni Tradisionalisme,
Modernisme dan Pascamodernisme. Implikasi dari reformasi ini
adalah setiap Muslim lebih fleksibel untuk berpindah-pindah
kecenderungan sesuai dengan pendekatan yang digunakan, baik
dalam konteks otoritas dalil maupun sumber hukum Islam.

3) Aplikasi sistem hukum Islam berbasis magasid syari’ah dalam
rangka mereformasi hukum Islam melalui fungsi dari sekumpulan
pondasi utama pendekatan sistem.

Dengan demikian, reformasi tersebut dapat memberikan bukti
bahwa realisasi magasid syari’ah dengan pendekatan sistem mampu
mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme dan keluwesan
dalam sistem hukum Islam.*®? Sehingga hukum Islam dapat diterapkan
untuk semua kalangan, di manapun dan kapanpun, sesuai dengan pesan

yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

181 Auda, Membumikan Hukum Islam, 11-12.
192 Auda, Membumikan Hukum Islam, 316.
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f. Magqasid Syart’ah dengan Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda
Jasser Auda menyatakan bahwa sistem sebagai filsafat dan
metodologi analisis yang digunakannya untuk pengembangan terhadap
Mmaqasid syari’ah merupakan sebuah ranah multidisipliner yang muncul
dari dunia sains.!®® la berharap pemanfaatan filsafat Islam dan teori
hukum Islam terhadap filsafat sistem, sehingga pada akhirnya mampu
untuk melahirkan filsafat sistem Islam (Islamic system philosophy);
filsafat Islam baru yang mampu mengambil manfaat dari kritik filsafat
sistem terhadap modernisme maupun pascamodernisme, untuk
mengkritik aliran-aliran modernisme yang berbasis Islam.

Pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan yang holistik, di
mana entitas apapaun dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari
beberapa subsistem. Ada sejumlah hal yang dapat mempengaruhi
analisis sebuah sistem terhadap seluruh komponen pada subsistemnya,
dan juga menetapkan interaksi yang terjadi antar subsistem maupun
interaksi subsistem-subsistem tersebut dengan dunia luar.t%

Maka dari itu, Jasser Auda mengusulkan penerapan beberapa
pondasi utama dalam pendekatan sistem pada penelitian usi/ al-figh.
Beberapa pondasi utama yang diusulkannya adalah: watak kogpnitif,
holisme, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensi, dan

kemanfaatan.

193 Auda, Membumikan Hukum Islam, 62.
194 Auda, Membumikan Hukum Islam, 64-65.



102

1) Watak Kognitif Sistem Hukum Islam

Pondasi dari ide Jasser Auda tentang watak kognitif adalah
pernyataannya bahwa dengan membuka pintu yang selama ini
memisahkan antara sarana-sarana (al-wasail) dan tujuan-tujuan (al-
ghayat) terkadang dapat membuka ruang dimensi yang lebih luas
untuk pendapat-pendapat (hukum) baru dan autentik dalam waktu
yang sama saat proses legislasi (penetapan) hukum Islam.1%

Secara sederhana, hipotesis sistem hukum Islam merupakan
konstruksi konseptual yang muncul dalam penalaran (kognisi)
seorang ahli hukum Islam (fi zihn al-fagih). Hukum Islam (figh)
merupakan hasil ijtihad manusia terhadap nas, sebagai usaha untuk
mengetahui makna-makna yang tersembunyi maupun implikasi
praktis darinya. Ulama telah mengatakan dengan tegas bahwa figh
adalah bagian dari kognisi dan pemahaman manusia, ketimbang
sebagai manifestasi literal dari perintah Tuhan.%

Posisi pendekatan sistem pada hukum Islam, menuntut
pandangan terhadap hukum Islam sebagai sistem, dalam nuansa
ontologis kata sistem. Sehingga penerapan pondasi watak kognitif
akan memandu kepada kesimpulan bahwa hukum Islam adalah apa
yang dinilai oleh ahli hukum Islam sebagai kebenaran yang paling

mungkin, pendapat-pendapat hukum yang berbeda seluruhnya

195 Auda, Magasid al-Syari’ah: Dalil li al-Mubtadiin, 80.
1% Auda, Membumikan Hukum Islam, 86.
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merupakan ekspresi-ekspresi yang sah terhadap kebenaran, dan

seluruh pendapat tersebut adalah benar.’

Gambar 2.3:
Paradigma Watak Kognitif Sistem Hukum Islam Kontemporer

Syariat

Dalam paradigma kontemporer, figh dianggap sebagai
produk dari kognisi manusia terhadap syariat, yakni pengetahuan
yang berasal dari wahyu, baik dari Al-Qur’an maupun Sunnah.
Maka dari itu, figh berada di luar lingkaran syariat yang terdiri dari
Al-Qur’an dan Sunnah. Pembedaan jelas antara syariat dan figh
berdampak pada tidak adanya pendapat figh praktis yang
didiskualifikasikan ~ menjadi  suatu  keyakinan  dengan
mengesampingkan pertimbangan autentisitas, implikasi linguistik
(dalalah lugawiyyah), ijma’ atupun giyas.

Selanjutnya, berdasarkan pembedaan tipe-tipe Sunnah sesuai
dengan magasid-nya, maka satu bagian dari Sunnah berada di luar

lingkaran syariat, dan bagian yang lain berada dalam perbatasan

197 Auda, Membumikan Hukum Islam, 254.
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lingkaran. Perbatasan ini adalah bagian Sunnah yang dibuat dengan

maksud tertentu, bagian Sunnah ini berada pada batas antara

pengetahuan yang berasal dari wahyu dan pembuatan keputusan
manusiawi.1%

Selanjutnya maksud dari masing-masing poin (1), (2) dan (3)
pada kategori Sunnah adalah sebagai berikut:

(1) Penyampaian risalah (pesan) secara langsung oleh Rasulullah
Saw. yang disebut oleh al-Qarafi perbuatan-perbuatan dalam
kapasitas sebagai penyampai wahyu atau yang disebut dengan
term interaksi dengan pesan (al-tasarruf bi al-risalah).

(2) Sekumpulan Sunnah dengan maksud-maksud tertentu, di luar
penyampaian pesan secara langsung. Beberapa Sunnah yang
terkait harus dipahami dan diaplikasikan dalam hukum Islam
sesuai dengan konteks tujuannya.

(3) Sekumpulan Sunnah yang berada pada bidang keputusan-
keputusan atau perbuatan-perbuatan manusia setiap hari, yang
disebutkan oleh lbnu ‘Asyir dalam terminologinya sebagai
tujuan non-instruksi.

Selanjutnya, Jasser Auda menyatakan bahwa titik
persinggungan antara ‘urf dan figh harus dipahami pada tingkatan
yang lebih dalam. Sehingga figh secara praktis mengakomodasi ‘urf

yang memenuhi persyaratan magasid, bahkan jika ‘urf ini berbeda

198 Auda, Membumikan Hukum Islam, 255.
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dari dalalah lugawiyyah. Terakhir, baik ‘wurf maupun figh harus
secara bersamaan memberi kontribusi terhadap ganin, di samping
memberikan kebebasan terhadap para pembuat undang-undang
untuk mengkonversi adat-adat (al-a 7af) dan hukum-hukum figh
menjadi keputusan yang paling sesuai dengan masyarakat dan
kebutuhannya.®®
2) Holisme Sistem Hukum Islam

Berdasarkan pendekatan sistem, Jasser Auda menyatakan
bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-
bagian dari sistem holistik (gambaran keseluruhan). Hubungan
antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah
sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan
bersifat dinamis, bukan sekadar kumpulan antar bagian yang statis.

Prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam
kerangka usi! al-figh karena dapat memainkan peran dalam isu-isu
kontemporer, sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen
dalam hukum Islam. Melalui sistem ini, magasid Syari’ah yang
berdimensi individu diperluas cakupannya menuju dimensi
universal, seperti keadilan dan kebebasan sehingga bisa diterima
oleh masyarakat umum.

Memasukkan pola berfikir holistik dan sistematik ke dalam

dasar-dasar pemahaman hukum Islam mampu mengembangkan pola

199 Auda, Membumikan Hukum Islam, 255-256.
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berfikir dari yang semula hanya berdasar pada logika bahasa sebab-
akibat ke arah pola berfikir yang lebih holistik-sistematis, yaitu pola
pikir yang mampu mempertimbangkan, menjangkau dan mecakup
hal-hal lain yang tidak atau belum terpikirkan di luar proses berfikir
sebab-akibat.?%

Seorang cendekiawan Muslim kontemporer, Hasan Turabi
telah menggunakan pendekatan holistik secara praktis dalam ilmu
Tafsir. la memperkenalkan dan menawarkan penerapan prinsip
holisme melalui aplikasi tafsir tematik dalam karyanya al-tafsir al-
tawhidi. Turabi menjelaskan bahwa pendekatan holistik menuntut
sejumlah metode pada berbagai tingkatan. Pada tingkatan linguistik,
pendekatan ini menuntut relasi dengan bahasa Al-Qur’an sebagai
suatu keseluruhan yang integral; dengan menyatukan bahasa Al-
Qur’an dengan bahasa penerima pesan-pesan Al-Qur’an yang
dipakai saat turunnya wahyu. Selain itu, keterkaitannya dengan
pengetahuan manusia, pendekatan tafsir holistik menuntut
kolaborasi antara dunia ghaib dengan dunia nyata beserta seluruh
komponen dan aturan yang mempengaruhinya.

Pada tingkatan topik, pendekatan ini menuntut keterkaitan
dengan tema-tema tanpa memperhatikan urutan ayat-ayat Al-
Qur’an, di samping menerapkannya dalam rutinitas keseharian.

Sedangkan keterkaitannya dengan ruang lingkup, pendekatan tafsir

200 Prihantono, “Magqdsid al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda”, 126.
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holistik ini memasukkan semua orang tanpa memperhatikan dimensi
ruang dan waktu. Pendekatan ini juga menuntut penyatuan hukum
dengan moralitas dan spiritualitas dalam satu pendekatan yang

holistik 201

Gambar 2.4:
Holisme Sistem Hukum Islam Melaui Pendekatan Tafsir Tematik

Senada dengan Turabi, Jasser Auda menyatakan bahwa
dengan berdasarkan pendekatan tafsir tematik (holistik), maka ayat-
ayat bermuatan hukum yang jumlahnya hanya beberapa akan
mampu meluaskan cakupan kajiannya terhadap keseluruhan aspek
yang ada di Al-Qur’an. Maka dari itu, ayat-ayat yang menjelaskan
tentang akidah, sejarah, hal ihwal akhirat dan alam semesta akan
menjadi satu bagian yang menyatu dalam satu bangunan penting,

sehingga akan berpotensi menjadi faktor pembentuk dari hukum-

201 Ayda, Membumikan Hukum Islam, 260.
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hukum Islam. Metode ini juga memperluas potensi keterpengaruhan
dari prinsip-prinsip, nilai-nilai dan akhlak yang merupakan esensi
utama dari kisah-kisah dalam Al-Qur’an dan hal ihwal hari akhir
(kiamat), agar menjadi pondasi bagi hukum-hukum Islam.202
Singkatnya, berdasarkan pondasi holisme sistem melaui
aplikasi tafsir tematik yang tidak membatasi suatu ayat hukum,
seluruh ayat-ayat dalam Al-Qur’an akan mampu dijadikan sebagai
pertimbangan dalam memutuskan suatu hukum Islam. Sehingga
hukum memilki unsur moralitas dan spiritualitas dalam satu
pendekatan yang holistik.
3) Keterbukaan Sistem Hukum Islam
Suatu sistem harus bersifat terbuka agar mampu eksis dan
bertahan. Sistem yang terbuka memiliki kemampuan meraih tujuan-
tujuan yang sama dari berbagai kondisi awal yang berbeda melalui
berbagai alternatif valid yang setara. Berbagai kondisi awal tersebut
dapat berasal dari lingkungan di mana keterbukaan sistem mampu
berinteraksi dengan lingkungan di luarnya, tidak seperti
ketertutupan sistem yang terisolasi dari lingkungan sekitarnya.?%3
Sistem hukum Islam adalah sistem terbuka, menerima

keterlibatan banyak dimensi dan keilmuan lainnya, seperti waktu,

tempat, situasi, kultur, sosial, sejarah dan lain sebagainya. Namun

202 Auda, Magasid al-Syari’ah: Dalil li al-Mubtadiin, 86.
203 Auda, Membumikan Hukum Islam, 88.
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beberapa al-fagih masih menyerukan pada penutupan pintu ijtihad
pada level teori usi/ al-figh. Namun, semua mazhab figh populer dan
mayoritas ahli hukum Islam selama berabad-abad setuju bahwa
ijtihad merupakan keniscayaan bagi hukum Islam, karena nas
khusus itu terbatas, sedangkan peristiwa tidak terbatas. Jadi,
metodologi usi/ al-figh mengembangkan mekanisme tertentu untuk
menghadapi peristiwa baru atau dalam istilah pendekatan sistem
disebut interaksi dengan lingkungan.

Untuk lebih lanjut mengenai hal ini, maka Jasser Auda
menawarkan pembaruan hukum dengan dua mekanisme, yakni
dengan kultur kognitif dan keterbukaan filosofis. Kultur kognitif
adalah kerangka mental dan nuansa realitas seseorang untuk
memandang serta berinteraksi dengan dunia luar, seperti interaksi
dengan adat istiadat ( ‘urf) atau budaya tertentu.

Secara tradisional, ‘urf dalam teori hukum Islam memiliki
keterkaitan erat dengan interaksi dengan dunia luar. Berdasarkan
watak kognitif hukum Islam, ‘urfadalah apa yang dipandang oleh
seorang al-fagih sebagai sesuatu yang sesuai dengan pandangan
dunia (worldview)-nya selama tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip dasar magqasid syari’ah. Sehingga worldview seorang al-

fagih di sini merupakan perluasan terhadap ‘urf untuk
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mengakomodasi perubahan-perubahan dari ‘urf tradisional menuju
‘urf kontemporer.%

Sedangkan pembaruan hukum Islam dengan keterbukaan
filosofis maksudnya adalah bahwa hukum Islam dapat meraih
pembaruan diri melalui keterbukaan terhadap komponen dari
worldview yang dianggap paling kompeten dari seorang al-faqih,
yakni filsafat. Karena us/ a/-figh adalah filsafat dari hukum Islam,
maka sudah pasti usi/ al-figh memelihara kadar keterbukaan
terhadap investigasi filosofis yang secara umum berkembang seiring
evolusi pengetahuan manusia.

Sehingga perlu penegasan kembali untuk berpendirian yang
sangat terbuka terhadap pengetahuan manusia. Hal tersebut
dilakukan dengan memanfaatkan penalaran filosofis yang
berdasarkan akal sehat. Ketika terjadi kontradiksi antara penalaran
filosofis akal sehat dengan nas di dalam diri seorang al-fagih, maka
harus dilakukan reinterpretasi (penafsiran ulang) atas nas, sejauh
kebolehan dan kemampuan nalar linguistik seorang al-fagih agar
selaras dengan konklusi nalar akal sehat.

Singkatnya, perlu adanya adopsi atas sikap keterbukaan

terhadap seluruh investigasi filosofis, dan memperluas keterbukaan

204 Auda, Membumikan Hukum Islam, 261-264.
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ini terhadap teori-teori usiz/ al-figh itu sendiri agar sistem hukum
Islam tetap eksis memelihara pembaruan dirinya sendiri.?%®
4) Hierarki Saling Mempengaruhi Sistem Hukum Islam

Pondasi hierarki saling mempengaruhi hukum Islam
merupakan sebuah strategi dalam pengklasifikasian atau
pengkategorian terhadap suatu pendekatan atau teori. Dalam fitur
ini, Jasser Auda meletakkan dasarnya pada kategorisasi dalam ilmu
kognisi. la menyatakan bahwa kategorisasi merupakan suatu proses
mengumpulkan entitas-entitas yang terpisah dan tersebar di sebuah
ruang yang berkarakteristik multidimensi pada suatu grup atau
kategori yang sama. Hal ini merupakan salah satu dari aktivitas
kognitif yang bersifat fundamental, karena dengannya manusia
dapat memahami dan mencerna informasi yang diterima, membuat
generalisasi dan prediksi, memberi nama dan menilai berbagai hal
serta suatu ide atau gagasan tertentu.2%

Pondasi ini memberikan andil yang signifikan terhadap
rekontruksi sistem hukum Islam, baik rekonstruksi jangkauan
magqasid hukum Islam yang awalnya bersifat parsial atau spesifik
saja menjadi bersifat umum, khusus dan parsial secara bersamaan,

maupun rekonstruksi jangkauan manusia yang dicakup oleh

205 Auda, Membumikan Hukum Islam, 268-275.
206 Auda, Membumikan Hukum Islam, 89.
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magasid hukum Islam yang awalnya bersifat individual menjadi
bersifat universal.2’?

Salah satu contoh sederhana dari Implikasi dari fitur ini
adalah kesetaraan antara daririyyat, hajiyyvat maupun tahsaniyyat
yang dinilai memiliki urgensi sama. Misalnya cara pandang
terhadap salat (darariyyat), olah raga (hajiyyat) dan rekreasi
(tahsiniyyat) adalah sama-sama dinilai penting untuk dilakukan.,
karena semua kegiatan tersebut memiliki maksud dan tujuan yang
bersifat umum yaitu menjaga kehidupan, dan tujuan khusus berupa
menjaga kesehatan jiwa dan raga, serta tujuan parsial dari masing-
masing kegiatan; salat untuk menjaga kesehatan jiwa, olahraga
untuk menjaga kesehatan raga, dan rekreasi untuk menjaga
kesehatan pikiran.

Berbeda halnya dengan klasifikasi tradisional yang bersifat
kaku dan terkesan konservatif. Klasifikasi tradisional tersebut
memberikan konsekuensi berupa selalu tunduknya hdajiyyat dan
tahsiniyyat terhadap darariyyat. Dengan kata lain, Klasifikasi
tradisional menilai bahwa daririyyat adalah hal-hal yang bersifat
esensial bagi kehidupan manusia. Sedangkan #hagjiyyat dan

tahsiniyyat dianggap kurang begitu esensial, bahkan tahsiniyyat

207 Auda, Membumikan Hukum Islam, 13.
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hanya dianggap sebagai hiasan guna memperindah magasid yang
berada pada tingkatan sebelumnya.?%®
5) Multidimensi Sistem Hukum Islam

Pondasi ini memiliki dua konsep utama dalam memandang
suatu sistem, yaitu pangkat dan tingkatan. Pangkat dalam kognisi
multidimensi merepresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang
yang akan dibahas. Sedangkan tingkatan merepresentasikan
banyaknya kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu
dimensi tertentu.

Namun, investigasi filosofis yang sering digunakan
cenderung berpikir dalam konteks unidimensi dan dua tingkatan.
Fenomena dan ide-ide dengan kecenderungan yang saling
bertentangan biasanya dilihat dalam konteks unidimensi saja,
sehingga tampak saling bertentangan, bukan saling melengkapi dan
dianalisis layaknya pertandingan yang salah satunya harus menang,
dan lainnya harus kalah, dibandingkan dengan pertandingan yang
dapat dimenangkan bersama-sama. Sebagai contoh adalah
agama/sains, empirik/rasional, fisik/metafisik, deduktif/induktif,
akal/materi, dan seterusnya.?%

Dikotomi-dikotomi seperti itu merepresentasikan pemikiran

satu pangkat dan dua tingkatan yang memperhatikan hanya pada

208 M. Amin Abdullah, “Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat
Sistem dalam Usul Figh Sosial”, Jurnal Salam, 1, (2011), 28.
209 Auda, Membumikan Hukum Islam, 91-92.
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satu faktor saja, padahal masing-masing pasangan bisa dilihat untuk
berintegrasi dan saling melengkapi pada dimensi-dimensi lain.
Misalnya akal dan materi bisa dilihat saling bertentangan dalam
dimensi hubungan keduanya dengan data sensual (indrawi), namun
bisa dilihat saling melengkapi dari dimensi teori kognitif (ilmu otak)
dan kecerdasan buatan.?!

Jasser Auda bersungguh-sungguh mengajak masyarakat
Muslim untuk mulai mempertimbangkan dan menggunakan
pendekatan kritis dan multidimensi terhadap teori hukum Islam di
era kontemporer, agar sadar bahwa hukum Islam sesungguhnya
melibatkan banyak dimensi, antara lain sumber-sumber, asal-usul
linguistik, metode berpikir, mazhab-mazhab berpikir, budaya,
sejarah, ruang dan waktu.

Jika elemen-elemen tersebut tidak terhubung dan
terdekonstruksi, maka tidak akan terbentuk suatu gambaran realitas
hukum Islam yang utuh, kecuali jika mampu dijelaskan kembali
lewat skema keterhubungan yang sistematik dan keterhubungan
secara struktural antar berbagai segmen dan elemen tersebut.
Pendekatan yang kritis, multidimensi, berpikir berdasarkan sistem

serta berorientasi kepada tujuan akan mampu memberi jawaban

210 Ayda, Membumikan Hukum Islam, 92.
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kerangka berpikir yang memadai untuk keperluan analisis serta
pengembangan teori hukum Islam.?

Pada pondasi multidimensi ini, Jasser Auda menawarkan dua
mekanisme dalam proses penetapan hukum Islam, yaitu perluasan
jangkauan dalam konsep kepastian (gazi), dan mengurai
pertentangan antar dalil (fa 'arud al-adillah) dengan menggunakan
magqasid sebagai dasar utama. Perluasan terhadap jangkauan konsep
kepastian dilakukan dengan memperbanyak dalil dalam suatu
masalah sehingga dasar hukum dari suatu masalah tersebut semakin
kuat. Secara logika, semakin banyak bukti yang ditemukan manusia,
maka semakin besar keyakinan yang dapat mereka raih.?!? Hal yang
sama juga berlaku dalam suatu permasalah dengan memperbanyak
dalil-dalil relevan sebagai dasar hukum.

Sedangkan penguraian terhadap dalil-dalil yang tampak
bertentangan dilakukan dengan menggunakan konsep rekonsiliasi
(al-jam”) yang didasarkan pada magasid dengan melibatkan
beberapa dimensi tambahan, seperti sejarah, psikologi, sosiologi,
ruang, waktu dan semacamnya. Hal tersebut berimplikasi pada
fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi problematika
kontemporer yang terus berkembang dan semakin kompleks.

Bahkan upaya tersebut memberikan jalan bagi berfungsinya

211 Abdullah, “Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan”, 31.
212 Auda, Membumikan Hukum Islam, 282.
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sekumpulan dalil yang selama ini stagnan (tidak difungsikan),
dengan syarat dalil-dalil tersebut dapat mencapai magasid.?*®
Singkatnya, untuk menuju worldview saling melengkapi dan
untuk meresolusi dilema dalil-dalil yang bertentangan adalah
dengan menerapkan pondasi multidimensi pada sistem hukum
Islam. Contohnya dalam kasus konsiderasi ‘urf; ada dua hadis yang
sama-sama diriwayatkan oleh ‘Aisyah ra., hadis pertama tentang
larangan perempuan manapun untuk menikah tanpa izin walinya.
Sedangkan hadis kedua memperkenankan sayyib (janda) untuk
membuat keputusan secara pribadi terkait perkawinannya.
Diriwayatkan juga bahwa ‘Aisyah ra. dalam beberapa kasus tidak
menerapkan persyaratan izin dari wali dalam perkawinan. Hal ini
biasa dijelaskan bahwa ‘urf bangsa Arab yang berlaku adalah
perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya dianggap tidak
punya rasa malu. Memahami kedua hadis yang saling bertentangan
ini dengan mempertimbangkan ‘urf berdasarkan universalitas
hukum Islam akan mengurai kontradiksi dan menghadirkan
fleksibilitas dalam melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan

‘urf masing-masing di berbagai tempat dan waktu yang berbeda.?'4

213 Auda, Membumikan Hukum Islam, 290-294.
214 Auda, Membumikan Hukum Islam, 290-291.
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6) Kemanfaatan Sistem Hukum Islam

Secara teoretis, kemanfaatan masih belum banyak
memainkan peranan penting dalam sistem hukum Islam. Padahal
efektifitas dari sebuah sistem diukur berdasarkan pada terpenuhinya
tujuan yang hendak dicapai, sebagaimana efektifitas dari sistem
hukum Islam juga diukur berdasarkan terpenuhinya magasid utama
di dalamnya.?'®> Maka dari itu, Jasser Auda melakukan reinterpretasi
terhadap sumber primer dan menerapkan dalil-dalil yang digunakan
dalam berijtihad melalui konsep magdasid guna memperbaiki sistem
hukum Islam.

Pertama, reinterpretasi terhadap sumber-sumber primer,
yakni Al-Qur’an dan Sunnah melalui konsep magasid.
Reinterpretasi terhadap Al-Qur’an malalui magasid dilakukan
dengan menerapkan metode tafsir tematik/holistik sebagaimana
yang dijelaskan sebelumnya pada pembahasan holisme sistem
hukum Islam. Singkatnya, ayat-ayat bermuatan hukum yang
jumlahnya hanya beberapa akan berintegrasi dengan ayat-ayat
lainnya yang menjelaskan tentang akidah, sejarah, hal ihwal akhirat
dan alam semesta, sehingga sekumpulan ayat tersebut akan menjadi
satu bagian yang menyatu dalam satu bangunan penting, dan

berpotensi menjadi faktor pembentuk dari hukum-hukum Islam.

215 M. Amin Abdullah, “Epistemologi Keilmuan Kalam dan Figh dalam Merespon Perubahan
di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)”,
Media Syariah, 2, (2012), 143.
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Metode ini juga memperluas potensi keterpengaruhan dari prinsip-
prinsip, nilai-nilai dan akhlak yang merupakan esensi utama dari
kisah-kisah dalam Al-Qur’an dan hal ihwal hari akhir (kiamat), agar
menjadi pondasi bagi hukum-hukum Islam.?!6

Sedangkan reinterpretasi terhadap Sunnah atau Hadis
malalui magasid dilakukan dengan menambahkan penerapan
koherensi sistematis, selain koherensi sanad dan matan sebagai
acuan autentisitas suatu hadis. Melalui penerapan koherensi
sistematis terhadap hadis, maka akan diketahui sejauh mana
keselarasan suatu hadis dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur’an.
Dalam konteks kemanfaatan hadis, Ibn ‘Asyiir telah memberikan
contoh penambahan beberapa tipe maksud dari suatu hadis., seperti:
maksud legislasi, maksud berfatwa, maksud kehakiman, maksud
kepemimpinan, maksud pembimbingan, maksud pendamaian,
maksud pemberian nasihat, maksud konseling, maksud pengejaran
cita-cita tinggi, maksud penertiban masyarakat dan maksud non-
instruksi. Penambahan yang dilakukan oleh Ibn ‘Asyir tersebut
merupakan perluasan jangkauan implikasi melalui konsep magasid,
sehingga hadis memiliki kesan luwes untuk diinterpretasikan dan
mudah untuk diaplikasikan dalam menyikapi isu-isu terkait hukum

Islam kekinian.?’

216 Auda, Membumikan Hukum Islam, 299-300.
27 Auda, Membumikan Hukum Islam, 301-305.
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Kedua, penerapan dalil-dalil yang digunakan dalam
berijtihad melalui konsep magasid, contoh dalil-dalil tersebut adalah
givas melalui magasid, kemaslahatan yang koheren dengan
magqasid, istihsan berdasarkan magasid, pengadaan sarana (fath
zarai’) untuk mencapai magasid serta adat istiadat (‘urf) dan
Mmagasid universalitas.

Dalil pertama adalah giyas melalui magasid. Mayoritas
ulama menerapkan metode giyas berdasarkan sebab (illat) suatu
hukum, bukan berdasarkan magasid suatu hukum. Rasionalisasi
mereka dalam giyas berdasarkan illat adalah sifat illat yang tetap
dan tepat (mundabiy); konsisten terhadap perubahan waktu dan
tempat. Namun, pada beberapa permasalahan tertentu, suatu illat
yang sudah dianggap mundabiz tidak dapat menjadi dasar yang
valid. Sebagai contohnya adalah dalam kasus bolehnya seseorang
yang sakit boleh untuk membatalkan puasanya berdasarkan illat,
yakni penyakit. Tetapi suatu penyakit memiliki kategori yang
bermacam-macam, beberapa penyakit dikategorikan sebagai
penyakit yang membahayakan puasa, sebagian lainnya tidak
membahayakan, seperti demam, sakit gigi, batuk dan semacamnya.
Sehingga penyakit tidak dapat menjadi dasar yang valid secara

independen, sedangkan hikmah (magsad) yang menjauhkan
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seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi seharusnya menjadi
dasar yang valid.?®

Dalil kedua adalah kemaslahatan yang koheren dengan
magqasid. Sebagaimana diketahui bahwa magqasid diinduksi dari nas,
maka masalih dapat memiliki legitimasi hukum jika sama dengan
magqasid. Maka dari itu, baik kemaslahatan yang diungkapkan oleh
nas (mu’tabarah) maupun yang tidak diungkapkan oleh nas
(mursalalah) akan berintegrasi menjadi satu kategori kemaslahatan
yang disebutkan dalam nas, baik secara eksplisit maupun implisit,
sepanjang kemaslahatan tersebut meraih magasid dalam sistem
hukum Islam.?%°

Dalil ketiga adalah istizsan berdasarkan magasid. Selama
ini, istizsan dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki metode
giyas. Padahal, sebenarnya permasalahan di dalamnya bukan
terletak pada ‘illat-nya, melainkan pada magasid-nya. Oleh sebab
itu, istizsan dimaksudkan untuk mengabaikan implikasi giyas
dengan menerapkan magasid-nya secara langsung. Sebagai contoh:
Imam Abu Hanifah mengampuni dan tidak menghukum perampok,
setelah ia terbukti berubah dan bertaubat berdasarkan istiksan,
meskipun sebab untuk menghukumnya ada. Keputusan Imam Abu

Hanifah didasarkan atas tujuan dari hukum yaitu mencegah seorang

218 Auda, Membumikan Hukum Islam, 306.
219 Auda, Membumikan Hukum Islam, 308.
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dari kejahatan. Ketika sudah berhenti dan bertaubat dari kejahatan
mengapa harus dihukum. Contoh ini menunjukkan dengan jelas
bahwa pada dasarnya istizsan diterapkan dengan memahami dulu
magqasid dalam penalaran hukumnya. Sedangkan bagi pihak yang
menolak untuk mengggunakan istizsan, dapat mewujudkan magasid
melalui metode lain yang menjadi pilihannya.??

Dalil keempat adalah pengadaan sarana (fath zarai’) untuk
mencapai magasid yang lebih baik. Para ulama mazhab Maliki
mengusulkan penerapan terhadap pengadaan sarana di samping
pemblokiran sarana (sadd zarai’). Al-Qarafi menyarankan, apabila
sesuatu yang mengarah ke tujuan yang dilarang harus diblokir, maka
semestinya sesuatu yang mengarah ke tujuan yang baik harus
diadakan. Untuk menentukan peringkat prioritasnya, maka harus
didasarkan pada magasid. Dengan demikian, dari kalangan mazhab
Maliki, tidak membatasi diri pada sisi konsekuensi negatifnya saja,
tetapi memperluas ke sisi pemikiran positif juga.??:

Dalil kelima adalah ‘urf'dan magasid universal. Ibnu ‘Asyir
menawarkan suatu pandangan baru terhadap ‘urf dalam rangka
mengaplikasikan magqasid dalam metode berijtihad. la menulis
sebuah bab dalam karyanya Magasid Syari’ah al-Islamiyyah tentang

‘urf dengan menyebutnya sebagai universalitas hukum Islam.

220 Auda, Membumikan Hukum Islam, 308-309.; Abdullah, “Epistemologi Keilmuan Kalam
dan Figh”, 143.

221 Auda, Membumikan Hukum Islam, 311.; Abdullah, “Epistemologi Keilmuan Kalam dan
Figh”, 143.
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Dalam tulisannya, ia tidak menerapkan ‘urf pada sisi
riwayat, melainkan lebih pada magasid-nya. la memiliki
argumentasi bahwa hukum Islam harus bersifat universal, sebab ada
pernyataan bahwa hukum Islam dapat diterapkan untuk semua
kalangan, di manapun dan kapanpun, sesuai dengan pesan yang
terkandung dalam sejumlah ayat Al-Qur’an dan Sunnah. Rasulullah
Saw. memang berasal dari Arab yang saat itu merupakan kawasan
yang terisolasi dari dunia luar, dan kemudian berinteraksi secara
terbuka dengan dunia luar. Supaya tidak terjadi kontradiksi, maka
sudah semestinya pemahaman ‘urf lokal Arab tidak dibawa ke
kancah ‘urfinternasional. Jika demikian, maka kemaslahatan tidak
dapat dicapai dan tidak sesuai dengan magqasid Syari’ah.

Oleh sebab itu, kasus-kasus tertentu dari ‘urf tidak boleh
dianggap sebagai peraturan universal. Ibnu ‘Asyiir mengusulkan
sebuah metode untuk menafsirkan nas melalui pemahaman konteks
budaya Arab saat itu. Demikian, Ibnu ‘Asyiir membaca riwayat dari
sisi tujuan yang lebih tinggi, dan tidak membacanya sebagai norma
yang mutlak.?>

Dengan keenam pondasi utama dalam pendekatan sistem
yang telah dijelaskan sebelumya, Jasser Auda menawarkan

penempatan magasid syari’ah sebagai prinsip dasar dan metodologi

22Auda, Membumikan Hukum Islam, 312-313.; Abdullah, “Epistemologi Keilmuan Kalam
dan Figh”, 144.
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fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Jasser
Auda menegaskan bahwa magasid syari’ah merupakan tujuan inti
dari seluruh metodologi ijtihad usul linguistik-tekstual maupun
rasional. Lebih jauh lagi, realisasi magasid syari’ah dari perspektif
pendekatan sistem mampu mempertahankan  keterbukaan,
pembaruan, realisme dan keluwesan dalam sistem hukum Islam.

Maka dari itu, validitas ijtihad maupun hukum harus
ditentukan  berdasarkan realisasi magasid Syari’ah  yang
dilakukannya. Dengan demikian, hasil ijtihad dan konklusi hukum
yang mencapai magasid menjadi suatu keharusan untuk disahkan.
Singkatnya, proses ijtihad secara efektif menjadi suatu proses
realisasi magasid dalam hukum Islam.?%3

Setelah melihat beberapa penjelasan teoretik yang berkaitan
dengan penelitian ini, maupun pada penelitian-penelitian lainnya
yang telah disebutkan dalam orisinalitas penelitian pada bab
sebelumnya, penulis memiliki pandangan bahwa dalam konsep
perwalian ijbar masih terdapat celah yang perlu diteliti lebih
mendalam, khususnya dari sudut pandang mazhab Hanafi dan juga
analisis terhadap hal tersebut dengan menggunakan teori magasid

Syari’ah menurut Jasser Auda.

223 Auda, Membumikan Hukum Islam, 316.
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D. Kerangka Berpikir

Watak kognitif
Holisme ) Multidimensi
[ Magasid Syari’ah J
Manurut Jasser Auda
Keterbukaan Kemanfaatan
Hierarki saling mempengaruhi

W

Perwalian ljbar
Menurut Mazhab Hanfi

@

Hasil

Kerangka berpikir di atas menggambarkan bahwa perwalian ijbar Menurut
mazhab Hanafi akan dianalisis dengan teori magasid Syari’ah menurut Jasser
Auda. Secara aplikatif, perwalian ijbar menurut mazhab Hanafi akan dianalisis
dengan enam pondasi utama dalam pendekatan sistem, yaitu: watak kognitif,
holisme, keterbukaan, hierarki saling mempengaruhi, multidimensi, dan

kemanfaatan.
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BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu
penelitian tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di
dalam peraturan perundang-undangan (law in books), atau hukum yang
dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan bagi pantas
atau tidaknya manusia untuk berperilaku.?%*

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang perwalian ijbar yang
dianggap terjadi ketidakterpaduan antara keadaan yang diharapkan (das
sollen) dengan kenyataan (das sein). Hal tersebut menimbulkan tanda tanya
apa sebenarnya permasalahan dari segi normatif, sehingga keadaan yang
diharapkan dari penerapan perwalian ijbar ternyata tidak berfungsi seperti
yang diharapkan, atau malah hanya melahirkan konflik yang justru
menimbulkan ketidak-adilan, ketidaktertiban, dan ketidakpastian hukum
dalam masyarakat.

Maka dari itu, penulis melakukan penelaahan kembali terhadap
perwalian ijbar, khususnya dalam pandangan mazhab Hanafi, karena
mazhab tersebut lahir dan berkembang di kota metropolitan dengan

penduduknya yang maju dan heterogen, selain itu juga dikenal sebagai

224 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Cet 11, Depok: Prenadamedia Group, 2018), 124.
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mazhab yang memiliki nalar berpikir rasional, kritis dan realistis, sehingga
penulis memiliki pandangan bahwa hal-hal tersebut memiliki kemiripan
dengan kondisi saat ini.

Selanjutnya, hasil penelaahan tersebut dianalisis oleh penulis dengan
menggunakan teori magqasid syari’ah dengan pendekatan sistem menurut
Jasser Auda. Penulis memilih untuk menggunakan teori tersebut, karena
Jasser Auda menawarkan sebuah reformasi dalam maqdasid syari’ah yang
memiliki relevansi dengan konteks kekinian. Sehingga, melalui analisis
perwalian ijbar menurut mazhab Hanafi dengan teori magqasid syari’ah
dengan pendekatan sistem menurut Jasser Auda, diketahui magasid yang
relevan dari perwalian ijbar tersebut dalam konteks kekinian.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu
pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Pendekatan historis
merupakan penelitian tentang latar belakang dan perkembangan peraturan
mengenai isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini, penulis mengungkap
filosofi dan pola pikir dari lahirnya suatu isu hukum, dan penulis
menganggap bahwa pengungkapan tersebut memiliki relevansi dengan
masa kini.2> Melalui pendekatan historis, penulis mendapatkan pemahaman
komperhensif tentang isu hukum yang sedang dihadapi, sehingga penulis
terhindar dari kesalahan dan kesukaran dalam menyelesaikan isu hukum

tersebut.

225 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Cet. X1, Jakarta: Kencana, 2011), 94-95.
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Sedangkan pendekatan konseptual adalah penelitian terhadap
konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga
hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Pemahaman komprehensif penulis terhadap pandangan atau doktrin
yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi sandaran baginya untuk
membangun argumentasi dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.
Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan
sekumpulan definisi hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang
relevan dengan permasalahan.??

Dalam penelitian ini, penulis membahas secara historis dan
konseptual tentang perwalian ijbar menurut mazhab Hanafi, dan juga
magqasid syari’ah dengan pendekatan sistem menurut Jasser Auda. Secara
historis, penulis mengungkap filosofi dan magdasid dari pemberlakuan
perwalian ijbar dari perspektif mazhab Hanafi, dan mengungkap juga
sejarah dari magasid syari’ah hingga terjadi rekonstruksi dan reformasi
terhadap magqgasid syari’ah dari perspektif Jasser Auda.

Sedangkan secara konseptual, penulis menjelaskan tentang defisini
dan dalil-dalil dari perwalian ijbar menurut mazhab Hanafi, dan definisi
serta pondasi utama dari magasid syari’ah dengan pendekatan sistem

menurut Jasser Auda.

226 Marzuki, Penelitian Hukum, 95.
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B. Bahan Hukum Penelitian
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hasil pemahaman
dan interpretasi dari Al-Qur’an, Hadis dan kitab Radd al-Muktar ‘ala al-
Durr al-Mukhtar karya Ibn ‘Abidin, Kitab Badai’ al-Sandi’ fi Tartib al-
Syarai’ karya Abu Bakr bin al-Mas’td al-Kasani, serta buku Membumikan
Hukum Islam Melalui Magasid Syariah Pendekatan Sistem karya Jasser
Auda yang diterjemahkan oleh Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sekumpulan
bahan hukum yang tercantum dalam buku, jurnal dan literatur yang
berhubungan dengan objek penelitian, seperti al-Figh al-Isiami wa
Adillatuh karya Wahbah al-Zuhaili, al-Musi’ah al-Fighiyyah al-
Kuwaitiyyah karya dari sekumpulan ulama, dan beberapa buku karya Jasser
Auda yang membahas maqasid syari’ah, seperti Figh al-Magasid: Inatah
al-Ahkam al-Syar’iyyah bi Maqgasidiha dan Magqasid al-Syari’ah: Dalil i
al-Mubtadiin.
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum oleh penulis

dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data
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mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat
kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.??’

Selain dokumentasi, penulis juga menggunakan teknik bola salju (snow
ball) dalam mengumpulkan bahan hukum. Dengan menggunakan teknik bola
salju, penulis melihat dan membaca daftar pustaka setiap buku, jurnal atau
literatur yang menjadi rujukan penulis dalam penelitian ini. Dalam daftar
pustaka tersebut, penulis mencari bahan hukum berupa buku, jurnal atau
literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Setelah bahan
hukum tersebut ditemukan, selanjutnya dilihat lagi daftar pustakanya, dan
begitu seterusnya. Pencarian terus berlanjut, seperti bola salju yang
menggelinding dari puncak bukit sampai ke bawah hingga akhirnya penulis
berhenti melakukan pencarian pada suatu titik jenuh saat penulis menganggap
bahwa jumlah literatur yang diperlukan sudah cukup.??®

Selanjutnya, dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
dokumen yang memuat tentang perwalian ijbar menurut mazhab Hanafi, dan
teori magasid Syari’ah menurut Jasser Auda. Maka dari itu, penulis menyusun
dan menjelaskan hukum, dalil dan magqasid dari perwalian ijbar menurut
mazhab Hanafi, dan teori magasid syari’ah menurut Jasser Auda dari segi
definisi, sejarah perkembangan, dimensi, rekonstruksi, reformasi dan pondasi

utama dari teori magasid syari’ah tersebut.

227 Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2013), 274.

228 | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori
Hukum, (Cet. Il, Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 151.
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D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian
ini adalah analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan konsep perwalian ijbar
dalam mazhab Hanafi, dan selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan
menggunakan teori magdasid Syari’ah menururt Jasser Auda.

Secara aplikatif, konsep perwalian ijbar dalam mazhab Hanafi akan
dianalisis dengan enam pondasi dasar dalam pendekatan sistem, yaitu watak
kognitif, holisme, keterbukaan, hierarki saling mempengaruhi, multidimensi,

dan kemanfaatan.



BAB IV
MAQASID PERWALIAN IJBAR MENURUT MAZHAB HANAFI

DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH JASSER AUDA

A. Magqasid Perwalian ljbar Menurut Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi, perwalian ijbar dimiliki oleh golongan ‘asabah,
yaitu dimulai dari bapak, kakek dan selanjutnya anak turun serta kerabat laki-

laki darinya. Pendapat tersebut di dasarkan atas hadis Rasulullah Saw.:

229 . |-~ 2| ]
()

— .

=

-
“(Perwalian) pernikahan merupakan hak bagi golongan al- ‘asabah”

Dalil literal tersebut diperkuat dengan argumentasi logis bahwa kerabat
dekat yang dikategorikan sebagai ‘asabah lebih mengetahui dan memahami
kemaslahatan-kemaslahatan bagi anak-anak atau anggota keluarga mereka
lainnya, disebabkan rasa cinta, sayang, tanggung jawab, dan kepedulian yang
begitu besar terhadap mereka.?*

Perwalian ijbar dalam mazhab Hanafi diberlakukan terhadap laki-laki
maupun perempuan dengan dua kondisi, yaitu:

1. Masih kecil (belum dewasa), terlepas dari statusnya yang belum pernah
menikah (gadis/perjaka), atau pernah menikah (janda/duda). Dalil yang

digunakan oleh ulama Hanafiyyah dalam menetapkan perwalian ijbar

terhadap kondisi ini adalah hadis tentang perwalian Abu Bakar ra. terhadap

229 Al-Kasani, Baddi’ al-Sanai’, Juz 111, 356.; Al-Marghinani, al-Hidayah, Juz 1, 193.; Al-

Asqalani, al-Dirayah, Juz 11, 62.; Wizarat al-Auqaf, al-Mausii’ah, Juz XLI, 259.

230 Wizarat al-Auqaf, al-Mausii'ah, Juz XL, 260.
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Aisyah ra. saat menikahkannya dengan Rasulullah Saw., hadis tersebut

adalah:

IR PR R R eI Ao e TRy
231 <. 2o >

e ol ut-:g*iv’i\*b SYe-Y

Aisyah ra. berkata: “Nabi Saw. menikahiku saat aku berusia enam tahun,

dan Beliau membina rumah tangga denganku saat aku berusia sembilan
tahun.” (HR Muslim).

Para ulama Hanafiyyah menjelaskan bahwa wali lebih mengetahui
kemaslahatan-kemaslahatan bagi anak-anak atau anggota keluarganya,
sehingga perwalian ijbar dilakukan oleh wali terhadap anak kecil (belum
dewasa) sebagai upaya perlindungan, kasih sayang dan tanggung jawab
kepadanya.?®? Urutan yang paling berhak untuk menjadi wali mujbir dalam
kategori ini adalah bapak dan kakek, lalu anak turun dari mereka serta
kerabat dekat yang tergolong ‘asabah.?®® Secara implisit, dapat dipahami
bahwa pemberlakuan perwalian ijbar dimaksudkan sebagai upaya
pemeliharaan terhadap keturunan (hifz al-nasl).

Berkaitan hifz al-nasl, Jamaluddin Atiyyah menjelaskan bahwa
perlindungan tersebut bukan sekedar melahirkan seorang anak, tapi
melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis
keturunannya (jelas keabsahan bapak-ibunya).?** Berbeda halnya dengan

beberapa komunitas masyarakat yang membebaskan suatu hubungan antara

231 Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Juz 11, 1039.

232 \WNizarat al-Auqaf, al-Mausii’ah, Juz XLI, 260.

233 al-Jaziri, Kitdab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz 1V, 32.

234 Jamaluddin Atiyyah, Nahwu Taf il Maqasid al-Syart’ah, (Cet |1, Virginia: al-Ma’had al-
‘Alami li al-Fikr al-Islami, 2008), 142.
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lawan jenis tanpa ada ikatan yang jelas, sehingga terjadi ketidak-jelasan
garis keturunan seorang anak kepada bapak-ibunya. Maka dari itu, dalam
hukum Islam telah diatur konsep perkawinan serta perwalian yang salah
satunya bersifat ijbar guna melindungi dan memelihara seorang anak dari
hubungan tanpa status atau ikatan tersebut, dan juga menjadi jelas garis
keturunan dari anak-anak yang dilahirkan olehnya. 2%

. Mengalami keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan, baik masih
kecil maupun sudah dewasa. Dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyyah
adalah analogi (giyas). Mereka menganalogikan seseorang yang tidak sehat
mental atau kejiwaannya dengan anak kecil, dan sebab (illat)-nya adalah
keduanya sama-sama tidak memiliki kecakapan (ahliyyah) untuk bertindak
secara hukum.?3®

Perwalian ijbar dilakukan oleh wali sebagai upaya perlindungan
terhadap seseorang yang memiki kondisi demikian, dan agar supaya hak-
haknya terpenuhi, khususnya hak untuk membentuk suatu keluarga guna
meneruskan keturunan. Urutan yang paling berhak untuk menjadi wali
mujbir dalam ketegori ini adalah anak, apabila orang tersebut sudah
memiliki anak. Namun apabila belum memiliki anak, maka urutannya sama
seperti urutan pada kategori perwalian ijbar terhadap anak yang masih kecil,

yakni bapak, lalu kakek dan seterusnya.?%’

2385 Atiyyah, Nahwu Taftl Maqasid al-Syari’ah, 144-145.
2% [y * Abidin, Radd al-Muhtar, Juz IV, 155.
237 al-Jaziri, Kitdab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz 1V, 32.



134

Secara implisit dapat dipahami dari kedua pendapat tersebut bahwa
perwalian ijbar dalam mazhab Hanafi dimaksudkan untuk menegakkan prinsip
kesetaraan (al-musawah) antara laki-laki dan perempuan, karena objek
perwaliannya tidak dibeda-bedakan, dan hanya difokuskan terhadap kondisi
dari objek perwalian ijbar tersebut.

Selanjutnya, para ulama Hanafiyyah melakukan penalaran kontradiktif
dengan kaidah eksistensi suatu hukum tergantung pada muncul atau hilangnya
suatu sebab (al-hukm yadiir ma’a al-‘illat wujiidan wa ‘adaman) terhadap
kedua kondisi yang membolehkan perwalian ijbar. Mereka berargumentasi
bahwa perwalian ijbar dapat diberlakukan terhadap anak yang masih belum
dewasa, atau mental dan kejiwaannya terganggu. Apabila kondisi-kondisi
tersebut hilang, maka hukum perwalian ijbar juga hilang atau tidak berlaku.?3®

Maka dari itu, seseorang yang sudah dewasa dan sehat mental serta
jiwanya (berakal) boleh untuk menikah secara langsung (tanpa wali), dan boleh
juga mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan dirinya (menggunakan
perwalian ikhtiar). Selain itu, apabila seorang memiliki kehendak untuk
menikah, maka wali tidak boleh menghalanginya, kecuali apabila perkawinan
tersebut hendak dilakukan dengan seseorang yang tidak sepadan (se-kufu),

maka wali boleh untuk menghalanginya.?®

260.

267.

238 Al-Kasani, Badai’ al-Sanai’, Juz 111, 358.; Wizarat al-Auqaf, al-Mausii'ah, Juz XLI, 259-

239 Tbn ‘Abidin, Radd al-Muhtar, Juz 1V, 155-156.; Wizarat al-Auqaf, al-Mausii’ah, Juz XL,
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Selanjutnya, dalam konteks keabsahan perempuan dewasa yang berakal
untuk menikah secara langsung (tanpa wali), para ulama Hanafiyyah
memberikan dalil berupa analogi (giyas) terhadap hadis Raulullah Saw.:

B N N P I PP dUFLA]

“Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang
gadis harus dimintai izinnya, dan izinnya adalah diamnya.” HR Muslim

Mereka menganalogikan perempuan dewasa yang berakal dengan janda, sebab
(illat)-nya adalah keduanya merupakan pihak yang paling paham dengan
kondisi dirinya sendiri. Maka dari itu, seorang perempuan, baik gadis maupun
janda yang telah dewasa dan berakal sehat berhak untuk melakukan
perkawinan secara langsung (tanpa wali), atau mewakilkan atas namanya
kepada orang lain sebagai wali.?*!

Secara implisit, dapat dipahami bahwa ulama Hanafiyyah memberikan
kebebasan (al-Aurriyyah) dalam menentukan, memilih dan memberikan suatu
keputusan kepada seseorang yang sudah dewasa dan berakal sehat. Mereka
berargumentasi bahwa seseorang dengan kondisi demikian telah memiliki
kecakapan yang sempurna (al-ahliyyah al-kamilah) untuk bertindak secara
hukum, sehingga ia bebas untuk berkendak dan berbuat serta bertanggung
jawab atas kehendak dan perbuatannya tersebut.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa magasid dari

perwalian ijbar menurut mazhab Hanafi adalah sebagai berikut:

240 Muslim bin al-Hajjaj, Sahh Muslim, Juz 11, 1037.
241 Tbn *Abidin, Radd al-Muhtar, Juz IV, 155-156.
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1. Pemeliharaan terhadap keturunan (hifz al-nasl), yaitu anak sebagai bentuk
tanggung jawab dan kasih sayang orang tua atau kerabat dekat terhadap
mereka. Hal tersebut terlihat dari pendapat mereka yang memberlakukan
perwalian terhadap anak yang masih kecil terlepas dari status mereka masih
gadis/perjaka atau sudah janda/duda.

2. Menegakkan prinsip kesetaraan (al-musawah) antara laki-laki dan
perempuan. Hal tersebut terlihat dari pendapat mereka saat memberlakukan
perwalian ijbar yang hanya fokus terhadap kondisi dari objek perwalian
ijbar, yaitu kondisi masih kecil (belum dewasa) dan tidak sehat mental atau
jiwanya, tanpa melihat jenis kelamin dari objek perwalian tersebut.

3. Menegakkan prinsip kebebasan (al-hAurriyyah) dan hak asasi manusia,
Khususnya hak untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. Hal
tersebut terlihat dari pendapat mereka yang tidak memberlakukan perwalian

ijbar terhadap seseorang yang sudah dewasa dan berakal sehat.

Gambar 2.5:
Magasid Perwalian ljbar Menurut Mazhab Hanafi
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B. Perwalian Ijbar Menurut Mazhab Hanafi dalam Perspektif Magqgdasid
Syari’ah Menurut Jasser Auda
1. Watak Kognitif Perwalian Ijbar Menurut Mazhab Hanafi

Secara kognitif, figh merupakan hasil ijtihad manusia terhadap nas,
sebagai usaha untuk mengetahui makna-makna tersembunyi dan implikasi
praktis darinya.?*?> Maka dari itu, dalam konteks perwalian ijbar menurut
mazhab Hanafi ini, dijelaskan proses ijtihad mereka dengan memaparkan
dalil dan nalar berpikir mereka pada pembahasan sebelumnya, sehingga
terlihat paradigma dari mazhab Hanafi dalam berijtihad yang cenderung
untuk menggunakan akal dan rasio saat ketiadaan nas, khususnya Al-
Qur’an.

Proses ijtihad dalam konteks perwalian ijbar oleh ulama
Hanafiyyah memberikan pemahaman bahwa pemikiran mereka apabila
dianalisis dengan menggunakan epistemologi ‘Abid al-Jabiri, maka dapat
dikategorikan sebagai pemikiran yang berdasarkan pada nalar epistemologi
burhani, yaitu cara berpikir yang bertumpu pada akal (rasio) atau panca

indra dalam mencari kebenaran.?*® Kecenderungan mereka dalam

242 Auda, Magqasid al-Syari’ah: Dalil li al-Mubtadiin, 80.

243 <Abid al-Jabiri berpendapat bahwa metode berpikir umat Islam terbagi menjadi tiga
kategori, yaitu bayani, ‘irfani dan burhani. Epistemologi bayani adalah metode berpikir berdasarkan
pada teks (wahyu) secara penuh (menekankan pada otoritas teks). Pencarian kebenaran pada
epistemologi bayani hanya bersumber pada teks (wahyu), dan rasio tidak bisa memberikan
pengetahuan kecuali apabila disandarkan kepada teks. Epistemologi ‘irfani adalah pengungkapan
pengetahuan berdasarkan pada penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hamba-Nya (kasyf) setelah
proses olah rohani (riyadah) yang dilakukan atas dasar cinta (mahabbah). Epistemologi burhani
adalah metode berpikir yang bertumpu pada akal (rasio) atau panca indra dalam mencari kebenaran.
Lihat Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Bunyah al-‘4q! al-‘Arabi: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li
Nazm al-Ma’rifah fi Saqafah al-‘Arabiyyah, (Cet 1X, Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-
‘Arabiyyah, 2009). Wira Hadi Kusuma, “Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani Al-Jabiri dan
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menggunakan epistemologi burhani disebabkan oleh faktor sosio-historis,
sosio-kultural dan letak geografis dari Imam Abu Hanifah sebagai pendiri
mazhab Hanafi saat melakukan ijtihad.

Dalam berijtihad, para ulama Hanafiyyah banyak mengadopsi
metode pendiri mazhab Hanafi, yaitu Imam Abu Hanifah. Keberadaan
Imam Abu Hanifah di kota Kufah dan Baghdad yang pada saat itu
merupakan kota metropolitan dan kosmopolitan, menjadikan Imam Abu
Hanifah cenderung untuk menggunakan rasionalitas yang tinggi dalam
menghadapi segala persoalan yang terus bermunculan.?*

Selain itu, banyaknya praktik pemalsuan hadis di sekitar kota Kufah
dan Baghdad menjadikan Imam Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam
penerimaan hadis. Hal tersebut ditambah dengan fakta bahwa kota Kufah
dan Baghdad berada jauh dari kota Madinah yang merupakan kota dengan
penjagaan ketat dan perkembangan pesat dalam ilmu Hadis. Kondisi
demikian menjadikan Imam Abu Hanifah, murid-murid dan para
pengikutnya (Hanafiyyah) lebih memprioritaskan potensi akal dan rasio
daripada hadis yang tidak masyhur dalam hal ketiadaan nas (Al-Qur’an)

sebagai pijakan (dalil) dalam berijtihad.?*®

2. Holisme Perwalian Ijbar Menurut Mazhab Hanafi

Pondasi holisme merekonstruksi sistem hukum Islam melalui

metode tafsir tematik (holistik), sehingga hukum Islam tidak hanya

Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik dan Peacebuilding”, Syi’ar, 1, (2018), 4,

6, 11.

244 Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib, Juz 11, 131-132; dan Abi Hanifah, 94.
245 < Ali Jum’ah al-Madkhal, 118-121.
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berdasarkan ayat-ayat hukum saja, namun seluruh ayat-ayat dalam Al-
Qur’an mampu dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu
hukum.?*® Sehingga hukum Islam memiliki unsur moralitas dan
spiritualitas dalam satu pendekatan yang holistik.

Melalui pondasi holisme dengan menggunakan pendekatan tafsir
tematik (holistik), sekumpulan ayat Al-Qur’an telah terkait dengan konsep
kesetaraan (al-musawah) antara laki-laki dan perempuan, serta kebebasan
(al-hurriyyah) dan hak asasi manusia, sehingga dapat digunakan sebagai
pertimbangan dalam menetapkan kondisi-kondisi yang sesuai bagi berlaku
atau tidaknya perwalian ijbar. Penjelasan singkat tentang ayat-ayat yang
menerangkan kedua konsep tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kesetaraan Antara Laki-Laki dan Perempuan Dalam Perspektif
Al-Qur’an
Al-Qur’an sebagai pedoman pertama syariat Islam telah
menjelaskan sekumpulan konsep mendasar dalam kehidupan seperti
kebebasan (al-iurriyyah), kesetaraan (al-musawah), kehormatan (al-
karamah) dan keadilan (al- ‘adalah). Dalam konteks perwalian ijbar,
para ulama Hanafiyyah (secara implisist) telah menerapkan konsep
kesetaraan (al-musawah) antara laki-laki dan perempuan. Melalui
metode tafsir tematik (holistik), argumentasi tentang penerapan konsep
tersebut dalam perspektif Al-Qur’an adalah sebagai berikut:

1) Laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan hamba Allah Swt

246 Auda, Magasid al-Syari’ah: Dalil li al-Mubtadiin, 86.
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Allah Swt. menciptakan manusia dengan sekumpulan
magasid (tujuan-tujuan) yang menyertainya. Salah satu tujuan
penciptaan manusia adalah untuk menyembah dan beribadah
kepada-Nya.?*” Hal tersebut sebagaimana firman-Nya dalam Al-
Qur’an:

M5t N) A ) Eis g

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka
beribadah kepada-Ku. ”

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, Allah Swt. tidak
membedakan dari segi jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun
perempuan, keduanya memiliki potensi yang sama untuk menjadi
hamba yang ideal di hadapan-Nya. Allah Swt. telah menegaskan hal

tersebut dalam firman-Nya:

3 Vel 15 tad e i 855 S 8 200
\ - g—} - \ A > -
295 & 2He Al & S| A e SG5S)

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling
mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi
Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Maha Teliti.”

Melalui ayat tersebut, Allah Swt. telah menjelaskan bahwa
tolak ukur untuk menjadi hamba yang ideal adalah dengan

meningkatkan ketakwaan, yakni menaati perintah dan menjauhi

247 Nasitotul Janah, “Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’ann
Karya Nasaruddin Umar”, Sawwa, 2, (April, 2017), 181.

248 Al-Qur’an , 51: 56.

249 Al-Qur’an , 49:13.
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larangan-Nya, selalu mengingat serta bersyukur atas segala nikmat-
Nya tanpa disertai pengingkaran (kufr) di dalamnya.?*® Maka dari
itu, laki-laki dan perempuan memiliki derajat serta potensi yang
sama di hadapan Allah Swt., dan yang membedakan di antara
keduanya hanyalah ketakwaan kepada-Nya.
2) Laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan khalifah di bumi
Tujuan lainnya dari penciptaan manusia adalah untuk
menjadi khalifah di bumi.?®! Kapasitas manusia sebagai khalifah
tersebut telah disebutkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur’an:
A 23 2 ’:/v}/%/ -~ Gl g w /T/’ 4 T
I s JaA1 6 s oG Jele 31 STV 25 J6 3l
N N B(E R IR~y R
NGkl gl g6 3 2k daaz w25 el didy s
252:)5) -
“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
“Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata,
“Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan
menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuiji-

Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Menurut Husein Muhammad, kata khalifah pada ayat
tersebut diterjemahkan sebagai wakil Tuhan yang bertugas untuk
mengelola dan memakmurkan bumi. Hal tersebut mengharuskan

manusia untuk melakukan serangkaian aktivitas politik dalam

20 yusuf al-Qaradawi, Kaifa Nata’amal ma’a al-Qur’an al-Azim, (Cet. 1ll, Kairo: Dar al-
Syurtig, 2000), 88-89.

251 Nasitotul Janah, “Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender”, 181.

22 Al-Qur’an, 2: 30.
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konteks mengatur tata kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk
mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat.?®3

Ruang lingkup politik sangatlah luas, ia mencakup ruang
domestik maupun publik, ruang kultural maupun struktural,
personal maupun komunal. Dalam konteks ini, laki-laki dan
perempuan memiliki tanggung jawab yang sama sebagai khalifah
dalam memakmurkan bumi dan menyejahterakan masyarakat,
karena keduanya memiliki kemampuan, kompetensi dan potensi
yang sama secara otonom untuk mengemban tugas sebagali
khalifah. Keduanya tidak dibedakan partisipasinya dalam semua
aspek kehidupan, bahkan fatwa-fatwa dalam Islam telah
memberikan ruang pilihan bagi mereka untuk menjalankan peran
politik, domestik dan publik sebagai upaya mengelola dan
memakmurkan bumi, serta menyejahterakan masyarakat..?>*

3) Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima janji primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan amanat
dan menerima janji primordial dengan Tuhan. Janji Primordial
adalah komitmen manusia untuk tidak menghambakan diri kecuali
kepada Tuhan. Hal tersebut berimplikasi kepada kesetaraan
manusia di hadapan-Nya. Sehingga komitmen primordial tersebut

bukan hanya sekedar doktrin dogmatis keagamaan yang statis.

258 Husein Muhammad, “Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam; Tafsir
al-Hurriyyah, al-Musawah, al-Karamah dan al-‘Adalah”, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan
Kesejahteraan, 3, (2014), 34-35.

2% Husein Muhammad, “Status Perempuan”, 35-41.
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Namun, hal tersebut merupakan energi aktif yang menjadikan
manusia sadar dan mengetahui mana posisi Tuhan, dan mana posisi
manusia di hadapan Tuhan, sehingga satu manusia dengan manusia
yang lain menjadi setara.?®

Allah Swt. telah menceritakan melalui Al-Qur’an bahwa
seorang anak manusia menjelang keluar dari rahim ibunya, ia
terlebih dahulu menerima perjanjian dengan Tuhannya. Hal

tersebut sebagaimana firman Allah Swit.:
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“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang
belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil
kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah
Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan
kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di
hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu
kami lengah terhadap ini.”

Mugqatil dan para ahli tafsir lainnya menjelaskan bahwa
setiap anak manusia yang lahir di muka bumi ini pasti telah
melakukan ikrar (komitmen) atas keberadaan Tuhan, dan ikrar
tersebut telah disaksikan oleh para malaikat.?>” Dalam perspektif
Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian telah

berlangsung sejak dalam kandungan. Sehingga Islam tidak

25 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, (Bandung:
Mizan, 2005), 6-7.

26 Al-Qur’an, 7: 172.

257 Husain bin Mas’d al-Baghawi, Ma alim al-Tanzil, Juz 111, (Cet. I, Riyad: Dar Tayyibah,
1989), 298.; Fakhr al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghaib, Juz XV, (Cet. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 50.



144

mengenal adanya diskriminasi jenis kelamin, baik laki-laki maupun
telah menyatakan komitmen tentang ketuhanan yang sama.

Maka dari itu, komitmen primordial ini tidak hanya
membawa manusia menuju keselamatan individual, namun juga
melahirkan tatanan sosial yang bermoral, manusiawi, bebas dari
segala macam tindakan diskriminatif, ketidakadilan, dan
penindasan yang kuat terhadap yang lemah.?®

4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis

Sekumpulan ayat yang menceritakan tentang drama kosmis
antara Adam dan Hawa, yakni cerita tentang keadaan mereka
berdua, mulai dari penciptaan sampai turun ke bumi dan menetap
di dalamnya. Ayat-ayat tersebut selalu menyebutkan keduanya
secara aktif dengan menggunakan kata ganti (damir) untuk dua
orang (huma atau antuma), sebagaimana dalam beberapa cerita dan
kasus berikut ini:?°
a) Keduanya sama-sama diciptakan di surga dan memanfaatkan

segala fasilitiasnya, sebagaimana firman Allah Swt.:
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“Dan Kami berfirman, “Wahai Adam/ T lnggallah engkau dan

istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat (berbagai
makanan) yang ada di sana sesukamu. (Tetapi) janganlah kamu

258 Musdah Mulia, Muslimah Reformis, 7-8.

29 Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap
Hukum Islam”, Jurnal Al-Ulum, 2, (Desember, 2013), 384-385.

260 Al-Qur’an, 2: 35.
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dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang
zalim!”

b) Keduanya sama-sama digoda oleh setan dengan kualitas yang

sama, sebagaimana firman Allah Swt.:

261&’:/: ‘&:@ﬁj‘ u&bbﬁ J Y\/é;éuﬂ‘ sév%:;i LS», L

“Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka
agar menampakkan aurat mereka (yang selama ini) tertutup.
Dan (setan) berkata, ““Tuhanmu hanya melarang kamu berdua
mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat
atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga).”

c) Keduanya sama-sama memakan buah khuldi dan menerima

akibat turun ke bumi, sebagaimana firman Allah Swt.:
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“Dia (setan) membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika
mereka mencicipi (buah) pohon itu, tampaklah oleh mereka
auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-
daun surga. Tuhan menyeru mereka, “Bukankah Aku telah
melarang kamu dari pohon itu dan Aku telah mengatakan

bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi
kamu berdua?”

d) Keduanya sama-sama memohon ampunan kepada Allah Swt.,

lalu diampuni oleh-Nya, sebagaimana firman Allah Swt.:
263 N\ < &AL (] s im o] A 2 - E T e NS
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“Keduanya berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri
kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan

%61 Al-Qur’an, 7: 20.
262 Al-Qur’an, 7: 22.
263 Al-Qur’an, 7: 23.



146

memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-
orang yang rugi.”

e) Ketika sudah berada di bumi, keduanya saling melengkapi dan
membutuhkan untuk mengembangkan keturunan, sebagaimana

firman Allah Swt.:

e & 25 B e S
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“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur
dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu
adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu
tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima
tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah
mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.
Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara
benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian
sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan
kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid.
Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada
manusia, agar mereka bertakwa. ”

5) Laki-laki dan perempuan berpotensi untuk berprestasi
Peluang untuk meraih prestasi dalam urusan dunia maupun
akhirat dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dalam porsi yang

sama. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya:

264 Al-Qur’an, 2: 187.
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“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan
berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang
yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan,
(karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang
lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung
halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan
yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti
Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di
bawahnya sungai-sungali, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi
Allah ada pahala yang baik.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa prestasi yang bersifat individual
dalam bidang spiritual atau karier profesional, tidak selalu
dimonopoli oleh satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan
memiliki peluang yang sama untuk meraih prestasi yang maksimal.
Melalui pendekatan tafsir tematik (holistik), dapat dipahami
bahwa Al-Qur’an mengajarkan konsep kesetaraan antara laki-laki dan
perempuan. Meskipun secara umum, Al-Qur’an mengakui adanya
perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan di antara
keduanya tidak bersifat diskriminatif yang menguntungkan satu pihak
dan memarginalkan pihak yang lain. Bahkan perbedaan tersebut
diperlukan untuk mendukung ide, visi dan misi Al-Qur’an tentang

kehidupan harmonis, seimbang, adil dan tentram.26¢

265 Al-Qur’an, 3: 195.
266 Nasitotul Janah, “Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender”, 183.
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b. Kebebasan dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur’an
Selain  konsep kesetaraan (al-musawah), para ulama
Hanafiyyah dalam pendapatnya (secara implisit) juga menerapkan
konsep kebebasan (al-kurriyyah) yang memiliki keterkaitan erat
dengan hak asasi manusia. Melalui metode tafsir tematik (holistik),
argumentasi tentang penerapan konsep tersebut dalam perspektif Al-
Qur’an adalah sebagai berikut:
1) Setiap manusia diberikan kebebasan untuk beragama
Kebebasan beragama merupakan hak untuk memeluk dan
mempraktikkan ajaran serta ritual peribadatan suatu agama atau
alliran kepercayaan tertentu. Hal tersebut sesuai dengan firman
Allah Swt.:
< . 5 .
%7 0 G 3230 G 38 gl el S1Y
“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam),

sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar
dengan jalan yang sesat.”

Keimanan atau kepercayaan adalah persoalan pilihan pribadi
yang tidak bisa diganggu gugat, karena hal tersebut merupakan hak
yang bersifat asasi bagi setiap, sehingga seseorang tidak dapat
memaksakan agama atau kepercayaan yang diyakininya kepada
orang lain dengan cara apapun.

Dalam perspektif Islam, Rasulullah Saw. dan para

sahabatnya sebagai generasi awal Islam telah memberikan contoh

267 Al-Qur’an, 2: 256.
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dari bentuk ketulusan dan toleransi dalam beragama dan

berkeyakinan. Hal tersebut dapat terjadi karena Islam telah

mengajarkan sekumpulan landasan filosofis dalam dalam urusan
beragama, seperti:

(a) Islam mengajarkan untuk mengakui eksistensi sesama manusia
tanpa melihat jenis kelamin, warna kulit, ras, suku dan juga
agama. Allah Swt. menjelaskan dalam Al-Qur’an bahwa kasih
sayang-Nya di dunia tidak terbatas hanya untuk umat Islam saja,
tetapi juga bagi umat non-Islam. Hal tersebut sebagaimana
penjelasan al-Tabari dalam menafsiri kata al-Rahman yang
bermaknakan kasih sayang Allah Swt. secara umum kepada
seluruh makhluk ciptaan-Nya.?%®

(b) Islam mengajarkan bahwa sesama manusia tidak memiliki hak
untuk saling menghakimi dalam urusan keimanan, dan yang
berhak menghakimi hal tersebut hanyalah Allah Swit.

(c) Islam mengajarkan bahwa Allah Swt. telah mencipatakan
manusia dengan kemampuan untuk memilih (mukhtar),
sehingga setiap manusia berhak untuk menentukan pilihannya
dalam beragama dan berkeyakinan.?%°

Seain itu, kebebasan beragama dan berkeyakinan telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

268 Muhammad bin Jarir al-Tabari, Jami’ al-Bayan ‘an Ta'wil Ayy al-Qur’an, Kairo: Dar
Hajr, 2001), 126.

269 Ahmed. O. Altwajri, Islam, Barat dan Kebebasan Akademis, terj. Mujib, ed., Musyafak
Maimun, (Cet, I, Yogyakarta: Titian llahi, 1997), 63-67
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Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa

setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara juga

menjamin kemenrdekaan setiap orang memeluk agamnya dan

kepercayaannya itu."

2) Setiap manusia diberikan kebebasan untuk berpikir dan
berpendapat

Kebebasan berpikir dan berpendapat merupakan hak bagi
masing-masing individu untuk berpikir secara mandiri tentang
segala fenomena yang terjadi di sekelilingnya dan segala sesuatu
yang terlintas dalam pikirannya, serta mengemukakan pendapatnya
sesuai dengan pemikirannya dengan berbagai macam bentuk dan
cara.?’

Dalam konteks kebebasan berpikir, cakupannya adalah
kebebasan berilmu dan berpikir secara ilmiah. Setiap manusia
berhak menetapkan pemikirannya melalui penelitian dan kajian
tentang fenomena ciptaan Allah Swt., seperti alam, binatang,
tumbuhan dan semacamnya, serta berpegang pada hasil
pemikirannya lalu meneyebarluaskannya kepada orang lain.

Dalam Islam, tidak ditetapkan suatu teori ilmiah tertentu

tentang fenomena-fenomena ciptaan Allah Swt. Al-Qur’an sebagai

270 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1)
dan (2).

271 Ali Abdul Wahid Wafi, Kebebasan dalam Islam, terj, Said Agil Husain al-Munawar dan
Lukman Hakim Zainuddin, (Semarang: Dina Utama, 1997), 51.
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pedoman utama dalam Islam hanya menjelaskan suatu fenomena
secara sederhana sebagai motivasi dan anjuran bagi akal manusia
untuk memikirkan, merenungkan dan menelitinya lebih dalam lagi
sebagai sarana untuk menuju iman kepada Allah Swt.?"2

Melalui Al-Qur’an, Allah Swt. telah menganjurkan kepada
manusia untuk melakukan penelitian (berpikir), merenungi dan
menggali potensi dari fenomena yang terjadi di sekitarnya,

sebagaimana firman Allah Swt.:
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Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian
malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan)
yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari
langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah
mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam
binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan
antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.

Selanjutnya, dalam konteks kebebasan berpendapat, Allah

Swit. berfirman:
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212 < Abd al-Muta’al al-Sa’1di, Kebebasan Berpikir dalam Islam, terj. lbnu Burdah, (Cet I,
Yogyakarta: Adi Wicana, 1999), 23.

213 Al-Qur’an, 2: 164.

274 Al-Qur’an, 42: 38.
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“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan
Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka
menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada
mereka,”

Melalui ayat tersebut, Allah Swt. mengajarkan kepada manusia
prinsip musyawarah dan kebebasan berpendapat.

Prinsip musyawarah dan kebebasan berpendapat dapat
dilacak secara historis pada generasi awal Islam semasa hidup
Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Berbagai persoalan yang
terjadi pada masa itu, sering dibahas dan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan diskusi. Misalnya dalam Perang Uhud, Rasulullah
Saw. pada waktu itu meminta kepada para sahabat untuk melawan
musuh di dalam kota Madinah, para sahabat bertanya mengenai
posisi beliau terkait pendapat tersebut, apakah berdasarkan wahyu
atau bukan. Ketika Rasulullah Saw. memberitahukan kepada
mereka bahwa pendapat tersebut bukan berdasarkan wahyu, maka
para sahabat tetap mempertahankan pendapat mereka untuk tetap
menuju medan pertempuran di lembah Uhud, dan Rasulullah Saw.
menyetujui pendapat tersebut.?”

Maka dari itu, kebebasan berpendapat ini harus
dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Seseorang boleh

mengemukakan pendapat secara bebas, asalkan tidak melanggar

275 ), Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari
Pandangan Al-Qur’an, (Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 162.; Syekh Syaukat
Hussain, Hak Asasi Manusia dalam Islam, terj. Abdul Rahim C.N., (Cet I, Jakarta: Gema Insani
Press, 1996), 71-73.



153

hukum, seperti fitnah, penghujatan, penghinaan terhadap keyakinan
orang lain dan semacamnya. Sehingga, kebebasan berpendapat
harus sesuai dengan prinsip kaidah umum dalam Islam, yaitu
mewajibkan manusia untuk menegakkan dan melaksanakan
kebenaran, menghapus dan menghindari kesalahan."®
Selain itu kebebasan berpikir dan berpendapat telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang
bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan
pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui
media cetak meupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai
agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan
bangsa.?”’
3) Setiap manusia diberikan kebebasan untuk berkehendak
Secara faktual, kebebasan berkehendak merupakan aspek
substansial dari prinsip umum kebebasan yang disinergikan dengan
kesanggupan dari manusia untuk bertanggung jawab terhadap
perbuatan baik atau buruk yang dilakukannya, sehingga muncul
istilah pahala sebagai balasan dari perbuatan baik, dan hukuman
sebagai balasan dari perbuatan buruk. Allah Swt. menjelaskan

tentang kebebasan berkendak dalam firman-Nya:

276 pylungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan, 164-165.; A. M Saefuddin, ljtihad Politik
Cendekiawan Muslim, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 71.
217 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (2).
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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan
apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka

tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi
mereka selain Dia.”

Dalam konteks kebebasan berkehendak, terdapat tiga aliran
teologis dalam Islam yang berbeda pendapat dalam memahaminya,
yaitu aliran Jabariyyah?’®, Qadariyyah®®® dan Asy ariyyah®:.
Dalam ilmu filsafat, aliran Jabariyyah memiliki paham
determinisme, yaitu menganggap setiap perbuatan manusia
dilakukan oleh Tuhan dan manusia hanya menerima. Pemahaman
ini juga dikenal dengan istilah kasb yang secara literal berarti usaha.
Namun, istilah kasb di sini mengandung pengertian bahwa pelaku

perbuatan manusia adalah Tuhan, sedangkan usaha manusia

278 Al-Qur’an, 13: 11.

219 Jabariyyah adalah aliran teologis dalam Islam yang muncul pada abad ke-2 H di
Khurasan. Aliran ini memiliki paham bahwa bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa
memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Penganut aliran Jabariyyah menafikan perbuatan
dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah Swt. Artinya, manusia
tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya, dan Allah Swt. yang menentukan
segala-galanya. Tokoh utamanya adalah Ja’ad bin Dirham dan Jahm bin Shafwan. Lihat al-
Syihristani, al-Milal wa al-Nikal, Juz 1, 72-73.

280 Qadariyyah adalah aliran teologis dalam Islam yang muncul pada pertengahan abad
pertama hijriyah di Basrah, Irak. Para penganut aliran ini memiliki keyakinan mengingkari takdir,
mereka meyakini bahwa perbuatan makhluk berada di luar kehendak Allah Swt., dan juga bukan
ciptaan-Nya. Para makhluk berkehendak bebas menentukan perbuatannya sendiri, dan makhluk
sendirilah yang menciptakan amal dan perbuatannya sendiri tanpa adanya andil dari Allah Swt. Lihat
https://id.wikipedia.org/wiki/Qadariyah, diakses pada 8 April 2020.

3L 4sy ariyyah adalah aliran teologis dalam Islam yang disandarkan kepada pendirinya, yaitu
Abt al-Hasan ‘Ali bin Isma’il al-Asy’ari (w.324 H/936 M). Asy'ariyyah mengambil dasar
keyakinannya dari Kullabiyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Kullab dalam meyakini
sifat-sifat Allah. Kemudian mengedepankan akal (rasional) di atas tekstual ayat (nas) dalam
memahami Al-Qur'an dan Hadis. Lihat al-Syihristani, al-Milal wa al-Nihal, Juz 1, 81-82.
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tidaklah efektif. Manusia hanya menerima perbuatan bagaikan
gerak tak sadar yang dialaminya.?82

Sedangkan aliran  Qadariyyah  memiliki  paham
indeterminisme. Aliran ini lebih mengedepankan sikap rasionalitas,
otoritas akal yang sangat berperan dalam segala aktivitas manusia
tanpa campur tangan dari Tuhan. Dengan kata lain, aliran ini
berpendapat bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia bukan
diciptakan oleh Tuhan pada diri manusia, namun manusia yang
menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada campur tangan Tuhan
di dalamnya.?®3

Selanjutnya aliran 4sy ‘ariyyah memiliki paham predestinasi,
yaitu konsep religius yang menganggap adanya keterlibatan
hubungan antara Tuhan dan ciptaan-Nya.?®* Allah Swt. merupakan
pencipta dari segala hal, temasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan
dari manusia. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Swt.,
maka akan terjadi, sedangkan sesuatu yang tidak dikehendaki-Nya,
maka tidak akan terjadi.?®> Meskipun demikian, Allah Swt. masih
memberikan pilihan dan usaha bagi manusia untuk menentukan

kehendaknya. Hal tesebut sesuai dengan ayat sebelumnya bahwa

282 Hamka Hag, Filsafat Ushul Figh, (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2003), 161.

23 M. Yunus Samad, “Pendidikan Islam dalam Perspektif Aliran Kalam: Qadariyah,
Jabariyah, dan Asy’ariyah”, Lentera Pendidikan, 1, (Juni, 2013), 75.

284 https://id.wikipedia.org/wiki/Predestinasi, diakses pada 8 April 2020.

285 Jalaluddin Rahman, Konsep Perbuatan Manusia Menurut Qur’an, (Cet. 1, Jakarta: Bulan
Bintang, 1992), 87.


https://id.wikipedia.org/wiki/Predestinasi
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Allah Swt. tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum

mereka merubahnya sendiri.

Dari ketiga paham di atas, tampaknya paham predestinasi
dari aliran Asy’ariyyah merupakan paham yang banyak diterima
oleh umat Islam, karena paham tersebut berdasarkan wahyu (nas)
dan akal dengan porsi yang sama (seimbang).

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa para ulama
Hanafiyyah telah menerapkan konsep kesetaran (al-musawah) antara laki-
laki dan perempuan dengan alasan bahwa keduanya merupakan hamba
Allah Swt dan khalifah di bumi, menerima janji primordial dan berpotensi
untuk berprestasi, serta secara historis dapat dilacak dari sejarah Adam dan
Hawa sebagai manusia pertama bahwa keduanya secara aktif terlibat dalam
drama kosmis, mulai penciptaan keduanya sampai menetap dan memiliki
banyak keturunan di bumi.

Selain itu, mereka juga menerapkan konsep kebebasan (al-
hurriyyah) dan hak asasi manusia dengan argumentasi bahwa setiap
manusia bebas untuk menganut suatu agama atau kepercayaan tertentu,
bebas untuk berpikir dan berpendapat, serta bebas untuk berkehendak.
Keterbukaan Perwalian Ijbar Menurut Mazhab Hanafi

Pondasi keterbukaan ini merekonstruksi sistem hukum Islam
melalui dua mekanisme, yaitu kultur kognitif dan keterbukaan filosofis.

Kultur kognitif adalah kerangka berpikir dan nuansa realitas seseorang
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untuk memandang dan berinteraksi dengan dunia luar, seperti interaksi
dengan adat istiadat (‘urf) atau budaya tertentu.

Sedangkan keterbukaan filosofis, maksudnya adalah keterbukaan
terhadap komponen utama worldview seorang faqih, yaitu filsafat. Karena
usz! al-figh adalah filsafat dari hukum Islam, maka sudah pasti usi/ al-figh
memelihara kadar keterbukaan terhadap investigasi filosofis yang yang
selalu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban dan
pengetahuan manusia.?%®

Melalui pondasi keterbukaan dengan mekanisme kultur kognitif
dan keterbukaan filosofis, maka pandangan di dalam konteks perwalian
ijbar menurut mazhab Hanafi diperluas dengan melibatkan adat istiadat
(‘urf) umum yang berlaku saat ini. Dalam urusan perkawinan, adat istiadat
umum yang berlaku saat ini menunjukkam bahwa laki-laki dan perempuan
akan berkomitmen untuk menikah setelah keduanya mencapai umur yang
cukup dan sudah dianggap dewasa.?®” Maka dari itu, kondisi pertama dalam
pemberlakuan perwalian ijbar, yakni terhadap anak yang masih kecil
(belum dewasa) sudah tidak relevan untuk diterapkan pada saat ini.

Sedangkan perwalian ijbar terhadap seseorang yang memiliki

keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan masih relevan untuk

286 Auda, Membumikan Hukum Islam, 268-275.

287 Dalam konteks cukup umur dan dianggap dewasa, hukum positif di Indonesia telah
menetapkan bahwa umur minimal seseorang sudah dianggap dewasa dan boleh untuk
melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut
sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan
bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.
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diterapkan dalam konteks kekinian. Dalil dari pendapat tersebut adalah
istizsan berdasarkan magasid yang dimaksudkan untuk mengabaikan
implikasi giyas dengan menerapkan magasid-nya secara langsung.2®

Ulama Hanafiyyah memberlakukan perwalian ijbar terhadap orang
yang tidak sehat mental dan kejiwaannya berdasarkan dalil analogi (giyas).
Mereka menganalogikannya dengan anak yang masih kecil berdasarkan
sebab (illat) karena keduanya tidak memiliki kecakapan (ahliyyah) untuk
bertindak secara hukum.?°

Namun, karena perwalian ijbar terhadap anak yang masih kecil
sudah dianggap tidak relevan berdasarkan argumentasi sebelumnya, maka
dalil yang digunakan sebagai dasar pemberlakuan perwalian ijbar terhadap
seseorang yang tidak sehat mental atau kejiwaannya adalah istiksan
berdasarkan magdasid, agar pendapat tersebut mempunyai dasar hukum
berupa dalil yang independen, bukan berdasarkan atas dalil giyas dari
pendapat yang sudah tidak relevan.

Maka dari itu, pendapat tersebut masih dianggap relevan dengan
konteks kekinian, karena menerapkan magqasid dari perwalian ijbar yang
berupa hak asasi manusia khususnya hak untuk membentuk keluarga dan
konsep kesetaraan (al-musawah) secara langsung.

Selain itu, dalil di atas juga dapat diperkuat dengan dalil lainnya,

yaitu kemaslahatan yang koheren dengan magasid. Kemaslahatan yang

28 Auda, Membumikan Hukum Islam, 308-309.; M. Amin Abdullah, “Epistemologi
Keilmuan Kalam dan Figh”, 143.
269 Tbn * Abidin, Radd al-Muhtar, Juz IV, 155,
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diupayakan melalui perwalian ijbar terhadap orang dengan kondisi tidak
sehat mental atau kejiwaannya adalah mendapatkan kesembuhan. Hal
tersebut akan didapatkan olehnya melalui perkawinan, karena salah satu
magqagsid dari perkawinan adalah mendapatkan ketenangan (sakinah),
kebahagiaan (mawaddah) dan kasih sayang (rakmah). Secara implisit,
dapat dipahami bahwa perkawinan mampu menjadi terapi kesehatan
(khususnya terhadap kejiwaan) bagi orang-orang yang mengalami
gangguan mental atau kejiwaan.?*

Selanjutnya peniadaan perwalian ijbar terhadap seseorang yang
sudah dewasa dan berakal sehat juga relevan untuk diterapkan dalam
konteks kekinian. Dalil dari pendapat tersebut adalah giyas berdasarkan
magqasid. Sehingga melalui dalil tersebut, seseorang yang sudah dewasa
dan berakal sehat boleh untuk menikah secara langsung (tanpa wali)
sebagaimana seseorang Yyang berstatus janda/duda, karena tujuan
(magsad)-nya sama, yaitu membentuk keluarga dengan asas kebebasan
berkehendak dan hak asasi manusia.

Perbedaan antara giyas yang diterapkan oleh ulama Hanafiyyah
dengan giyas berdasarkan magasid dalam konteks permasalahan
sebelumnya adalah penggunaan sebab (illat) yang berupa keduanya

merupakan pihak yang paling paham dengan dirinya sendiri pada metode

2% Hal tersebut sebagaimana pendapat dari ulama Hanabilah yang menyebutkan bahwa di
dalam perkawinan akan didapati beberapa kemaslahatan, seperti terhindar dari perbuatan keji,
mendapatkan mahar (bagi perempuan), mendapatkan nafkah (lahir dan batin), upaya kesembuhan
bagi penyakit kejiwaan dan mental, karena tujuan utama dari perkawinan adalah mencapai
ketenangan (sakinah), kebahagiaan (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), baik secara lahir
maupun batin. Lihat Wizarat al-Auqaf, al-Mausii’ah, Juz XLI, 266.



160

qiyas pertama oleh ulama Hanafiyyah. Sedangkan dalam metode giyas
kedua didasarkan pada magasid yang berupa keduanya sama-sama
bertujuan untuk membentuk keluarga dengan asas kebebasan berkendak
dan hak asasi manusia.

Selain itu, dalil tersebut diperkuat dengan relevansi pendapat
tersebut dengan adat istiadat (‘urf) saat ini yang sudah diratifikasi dalam
bentuk undang-undang, khususnya tentang hak asasi manusia dan
perkawinan. Misalnya dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
Pasal 16 ayat (1)?! dan (2) 22, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang
menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yaitu yang hanya
dapat berlangsung atas kehendak kedua calon suami dan istri yang
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.?®® Dan juga
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6
ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas
persetujuan kedua calon mempelai.?®* Undang-undang tersebut bertujuan
untuk menegakkan konsep kebebasan (al-kurriyyah) dan hak asasi

manusia.

291 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 16 ayat (1): Laki-laki dan Perempuan
yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk
menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal
perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.

292 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 16 ayat (2): Perkawinan hanya dapat
dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.

293 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (1) dan
(2).

2% Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1).
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Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Perwalian ijbar terhadap anak yang masih kecil (belum dewasa)
menurut mazhab Hanafi dalam konteks kekinian sudah tidak relevan
untuk diterapkan. Hal tersebut disebabkan perbedaan adat istiadat ( ‘urf)
umum yang berlaku saat ini dengan ‘urf umum yang berlaku saat
terjadinya proses ijtihad perwalian ijbar oleh ulama mazhab Hanafi.

b. Perwalian ijbar terhadap seseorang yang memiliki keterbelakangan
mental atau gangguan kejiwaan masih relevan untuk diterapkan.
Pendapat tersebut didasarkan pada dalil istiksan berdasarkan magasid
yang berupa hak asasi manusia khususnya hak untuk membentuk
keluarga dan konsep kesetaraan (al-musawah). Dalil tersebut diperkuat
dengan dalil kemaslahatan koheren dengan magasid. Kemaslahatan
dalam konteks tersebut adalah upaya kesembuhan (terapi kejiwaan dan
kesehatan mental), karena salah satu magasid dari perkawinan adalah
mendapatkan ketenangan (sakinah), kebahagiaan (mawaddah) dan
kasih sayang (rahmabh).

c. Peniadaan perwalian ijbar terhadap seseorang yang sudah dewasa dan
berakal sehat juga relevan untuk diterapkan dalam konteks kekinian.
Hal tersebut didasarkan pada dalil giyas berdasarkan magasid dan
relevansinya terhadap ‘urf'umum saat ini, yaitu menegakkan hak asasi
manusia khususnya hak untuk membentuk keluarga dan kebebasan

berkehendak.
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4. Hierarki Saling Mempengaruhi Perwalian Ijbar Menurut Mazhab
Hanafi

Pondasi hierarki saling mempengaruhi telah merekonstruksi sistem
hukum Islam pada dua hal, yaitu: jangkauan magasid hukum Islam
sehingga bersifat umum, khusus dan parsial, serta jangkauan manusia yang
dicakup magdasid hukum Islam sehingga bersifat universal.?®®

Melalui pondasi hierarki saling mempengaruhi, maka magasid
dalam konteks perwalian ijbar menurut mazhab Hanafi dapat dikategorikan
menjadi tiga macam, yaitu tujuan (magsad) umum, khusus dan parsial.
Secara umum, pemberlakuan perwalian ijbar oleh mazhab Hanafi bertujuan
sebagai perlindungan anak. Namun, dengan melibatkan pondasi
keterbukaan maka tujuan umum dari perwalian ijbar dalam konteks
kekinian bergeser menjadi perlindungan terhadap keluarga dan hak asasi
manusia. Hal tersebut dikarenakan permberlakuan perwalian ijbar terhadap
anak yang masih kecil sudah tidak relevan dalam konteks kekinian,
sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Secara khusus, perwalian ijbar dalm konteks kekinian bertujuan
untuk melindungi orang-orang yang memiliki gangguan mental atau
kejiwaan, serta menegakkan hak asasi manusia, khususnya konsep
kesetaraan dan kebebasan berkehendak.

Secara parsial, pemberlakuan perwalian ijbar yang masih relevan

dengan konteks kekinian adalah terhadap orang yang tidak sehat mental

295 Auda, Membumikan Hukum Islam, 13.
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atau kejiwaannya. Hal tersebut bertujuan sebagai perlindungan keluarga,
khususnya terhadap anggota keluarga yang berada dalam kondisi tersebut,
dan menyetarakan haknya dengan orang yang sehat, karena meskipun ia
memiliki gangguan mental atau kejiwaan, hak yang ia miliki tetap sama
yaitu berhak untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan,
sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (1).2%

Sedangkan berkenaan dengan ayat (2),2°” maka kehendak dari salah
satu mempelai, yaitu yang tidak sehat mental atau kejiwaannya diwakilkan
kepada walinya disebabkan keterbatasan dan disabilitas dari orang tersebut.
Selain itu, tujuan pemberlakuan perwalian ijbar terhadapnya juga sebagai
terapi kesehatan (khususnya kesehatan mental dan jiwa) sebagaimana telah
dijelaskan sebalumnya.

Dalam kondisi tersebut yang paling berhak menjadi wali mujbir
adalah anaknya apabila sudah pernah menikah dan punya anak. Tetapi
apabila belum pernah menikah, maka urutan wali mujbir sesuai dengan
urutan golongan ‘asabah (sebagaimana pendapat mazhab Hanafi).2%®
Perluasan jangkauan magsad tersebut menjadikan setiap anggota keluarga
akan saling menjaga dan peduli antara satu dengan yang lainnya, sehingga

setiap orang semakin sadar akan pentingnya institusi keluarga.

2% Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (1): Setiap
orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

297 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (2):
Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang
bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

298 g|-Jaziri, Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz IV, 32.
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Sedangkan peniadaan perwalian ijbar terhadap orang yang sudah
dewasa dan berakal sehat, sehingga dia boleh untuk menikah secara
langusng (tanpa wali) atau mewakilkannya kepada walinya memiliki tujuan
untuk menegakkan hak asasi manusia khususnya kebebasan berhendak
untuk berpendapat dan membuat suatu keputusan. Hal tersebut sebagai
mana tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia Pasal 23 ayat (2).2%°

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa melalui pondasi
hierarki saling mempengaruhi dalam konteks perwalian ijbar:

a. Tujuan umum dari perwalian ijbar menurut mazhab Hanafi yang
relevan dalam konteks masa kini adalah sebagai perlindungan terhadap
keluarga dan hak asasi manusia.

b. Tujuan khususnya sebagai perlindungan terhadap orang-orang yang
memiliki gangguan mental dan kejiwaan, dan menegakkan hak asasi
manusia, khususnya konsep kesetaraan, serta kebebasan berkendak.

c. Tujuan parsial dari perwalian ijbar adalah:

1) Perlindungan terhadap keluarga, khususnya terhadap anggota
keluarga yang berada dalam kondisi tidak sehat mental dan jiwanya,
dan menyetarakan haknya dengan orang-orang yang sehat,
khususnya untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan.

Hal tersebut merupakan tujuan dari pemberlakuan perwalian ijbar

29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (2):
Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati
nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan
memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
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terhadap orang-orang yang memiliki gangguan mental dan

kejiwaan.

2) Menegakkan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berhendak
untuk berpendapat dan membuat suatu keputusan. Hal tersebut
merupakan tujuan dari peniadaan perwalian ijbar terhadap
seseorang yang sudah dewasa dan berakal sehat.

5. Multidimensi Perwalian Ijbar Menurut Mazhab Hanafi

Pondasi multidimensi memiliki dua konsep utama dalam
memandang suatu sistem, yaitu pangkat dan tingkatan. Pangkat dalam
kognisi multidimensi merepresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang
yang akan dibahas. Sedangkan tingkatan merepresentasikan banyaknya
kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi tertentu. Melalui
pondasi ini, sistem hukum Islam menunjukkan keterlibatan banyak dimensi
atau aspek di dalamnya, seperti asal-usul kebahasaan, metode berpikir,
budaya, sejarah waktu dan semacamnya. Sehingga dilema dalil-dalil yang
tampak bertentangan akan teratasi dan muncul worldview yang saling
melengkapi.3%

Dalam konteks perwalian ijbar menurut mazhab Hanafi, kondisi
yang masih relevan untuk diberlakukan terhadapnya perwalian ijbar hanya
bagi orang-orang yang tidak sehat mental atau kejiwaannya. Sedangkan
terhadap anak yang masih kecil dianggap sudah tidak relevan dengan

konteks kekinian.

300 Ayda, Membumikan Hukum Islam, 91-92.



166

Selain menggunakan pendekatan investigasi filosofis (usul al-figh),
terdapat beberapa faktor yang berperan aktif dalam proses ijtihad hukum
perwalian ijbar dalam konteks kekinian. Sehingga perwalian ijbar tidak
relevan untuk diterapkan terhadap anak yang masih kecil. Faktor-faktor
tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Historis

Secara historis, Rasulullah Saw. dinikahkan oleh Abu Bakar ra.
dengan anaknya ‘Aisyah ra. pada saat usianya 6 tahun, dan hidup
bersama saat usianya 9 tahun. Dalam perspektif Islam, perkawinan
tersebut dapat dipahami dari dua sudut pandang. Pertama, perkawinan
tersebut merupakan pengecualian atau kekhususan (khuszsiyyah) bagi
Rasulullah Saw. sebagaimana diperbolehkan untuk menikah lebih dari
empat orang, diwajibkan shalat tahajud dan semacamnya bagi
Rasulullah Saw., sehingga hal tersebut hukumnya tidak boleh diikuti
oleh umatnya.®*

Kedua, perwalian ijbar yang diterapkan olen Abu Bakar ra.
dalam perkawinan antara Rasulullah Saw. dengan ‘Aisyah ra. lebih
bermotif dakwah dan memberikan kebebasan bagi Abu Bakar ra. untuk
memasuki rumah tangga Rasulullah Saw. Namun dalam konteks
kekinian perwalian ijbar terhadap anak yang masih kecil (belum

dewasa) lebih bermotif untuk melegalkan hubungan biologis.3%?

301 Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di
Indonesia”, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, 2, (2016), 70.

302 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), 67.
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Sehingga, dengan menggunakan dalil giyas melalui magasid, diketahui
bahwa maksud dari perwalian ijbar dulu dan sekarang sudah berbeda,
maka hal tersebut dikategorikan sebagai giyas dengan perbedaan sebab
atau maksud (givas ma’a al-fariq). Dengan demikian, perwalian ijbar
dengan objek anak yang masih kecil (belum dewasa) dalam konteks
kekinian sudah tidak relevan untuk diterapkan.
b. Fakor Psikologis

Secara psikologis, anak yang masih kecil (belum dewasa)
cenderung labil dalam bersikap dan belum memahami kemaslahatan
atau kemudaratan dari hal-hal yang diperbuatnya. Dampak dari kondisi
tersebut apabila terjadi perkawinan adalah:
1) Timbulnya trauma dan krisis percaya diri
2) Emosi yang tidak berkembang secara matang
3) Gangguan kognitif, sehingga susah untuk mengambil keputusan

dan kesulitan meresolusi sebuah masalah.
4) Merasa kurang siap menjadi figur orang tua
5) Menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang
berujung pada perceraian.>%
c. Faktor Kesehatan Jasmani
Secara fisik, anak yang masih kecil (khususnya perempuan)

belum siap dan matang untuk melakukan hubungan biologis,

303 https://www.haibunda.com/parenting/20181120175500-62-28599/dampak-psikologis-
dan-fisik-pernikahan-usia-dini-bagi-anak, diakses pada 4 April 2020.


https://www.haibunda.com/parenting/20181120175500-62-28599/dampak-psikologis-dan-fisik-pernikahan-usia-dini-bagi-anak
https://www.haibunda.com/parenting/20181120175500-62-28599/dampak-psikologis-dan-fisik-pernikahan-usia-dini-bagi-anak
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mengalami hamil dan melahirkan. Aktivitas seksual yang terjadi di
bawah usia 19 tahun dapat berisiko menimbulkan berbagai penyakit
seperti kanker serviks dan kanker payudara. Selain itu, kehamilan di
usia di bawah 19 tahun dapat menimbulkan resiko pendarahan, anemia,
pre-eklampsia®®, eklampsia®®®, infeksi saat hamil dan keguguran.3%
Dengan mempertimbangkan beberapa faktor tersebut, dan faktor
perbedaan adat istiadat (‘urf) umum yang berlaku saat ini dengan ‘urf
umum yang berlaku saat terjadinya proses ijtihad perwalian ijbar oleh
ulama mazhab Hanafi yang sudah dijelaskan pada pembahasan
sebelumnya, maka perwalian ijbar terhadap anak yang masih kecil
dianggap sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam konteks kekinian.
Sedangkan peniadaan perwalian ijbar bagi yang sudah dewasa dan
berakal masih dianggap relevan dengan konteks kekinian. Selain dalil giyas
terhadap hadis dan penalaran kontradiktif, hal tersebut telah diperkuat oleh
keadaan sosial masyarakat saat ini yang mirip dengan keadaan pada saat
Imam Abu Hanifah, murid-muridnya dan para pengikutnya hidup, yaitu
bersifat kosmopolitan. Kota Kufah dan Baghdad, tempat lahir dan
berkembangnya mazhab Hanafi saat itu merupakan kota metropolitan,

tempat bertemunya berbagai macam budaya, sehingga sangat tampak sekali

304 pre-eklampsia adalah kondisi peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya protein
dalam urine. Kondisi ini terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Lihat
https://www.alodokter.com/preeklamsia, diakses pada 4 April 2020.

305 Eklampsia adalah komplikasi kehamilan yang ditandai tekanan darah tinggi dan kejang
sebelum, selama, atau setelah persalinan. Kondisi serius ini selalu di dahului dengan pre-eklampsia
sebelumnya. Lihat https://www.alodokter.com/eklamsia, diakses pada 4 April 2020.

308 https://www.suara.com/yoursay/2019/12/16/141627/bahaya-pernikahan-usia-dini-mulai-
dari-gangguan-fisik-hingga-mental, diakses pada 4 April 2020.


https://www.alodokter.com/preeklamsia
https://www.alodokter.com/eklamsia
https://www.suara.com/yoursay/2019/12/16/141627/bahaya-pernikahan-usia-dini-mulai-dari-gangguan-fisik-hingga-mental
https://www.suara.com/yoursay/2019/12/16/141627/bahaya-pernikahan-usia-dini-mulai-dari-gangguan-fisik-hingga-mental

169

unsur pluralitasnya. Pluralitas semacam itu menjadikan wawasan dan
pengetahuan masyarakat di sana semakin luas, dan cenderung bersikap
toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar mereka.
Sehingga aktivitas dalam berijtihad cenderung memiliki corak rasional,
kritis dan realistis.3’

Maka dari itu, sangat rasional sekali pendapat meraka yang
memberikan orang dewasa dan berakal, khususnya perempuan untuk
menikah secara langsung (tanpa wali). Karena dengan kedewasaan dan akal
yang sehat, seseorang dapat mempertimbangkan kemaslahatan atau
kemadaratan dari setiap perbuatan yang dilakukannya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap tidak relevannya perwalian ijbar terhadap anak yang
masih kecil dalam konteks kekinian adalah historis, psikologis dan
kesehatan jasmani. Sedangkan faktor yang berpengaruh dalam peniadaan
perwalian ijbar terhadap seseorang yang sudah dewasa dan berakal dalam
konteks kekinian adalah faktor sosiologis-historis.

6. Kemanfaatan Perwalian Ijbar Menurut Mazhab Hanafi
Pondasi kemanfaatan (magasidiyyah) merupakan esensi utama dari
pendekatan sistem. Pondasi kemanfaatan ini mampu mengikat setiap dari

pondasi-pondasi sebelumnya, mulai dari watak kognitif, holisme, keterbukaan,

307 Abu Zahrah, Abii Hanifah, 94.
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hierari saling mempengaruhi sampai multidimensi, sehingga diketahui

manfaat-manfaat atau tujuan-tujuan (maqdasid) dari suatu hukum Islam.3%®
Secara sederhana, pondasi kemanfaatan memiliki dua mekanisme,

yaitu:

1. Reinterpretasi terhadap sumber primer (Al-Qur’an maupun Hadis)

Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan metode tafsir tematik
(holistik) pada Al-Qur’an, dan pemahaman kontekstual terhadap Hadis
yang semuanya itu didasarkan pada magasid.3®®

Dalam konteks perwalian ijbar, telah dikumpulkan melalui pondasi
holisme dengan menggunakan metode tafsir tematik (holistik) sekumpulan
ayat Al-Qur’an yang terkait dengan konsep kesetaraan (al-musawah) antara
laki-laki dan perempuan, serta kebebasan (al-urriyyah) dan hak asasi
manusia yang merupakan magqasid dari perwalian ijbar.

Sedangkan terhadap sekumpulan Hadis yang terkait dengan
perwalian ijbar, telah dipahami secara kontekstual melalui metode ¢iydas dan
penalaran kontradiktif berdasarkan kaidah eksistensi suatu hukum
tergantung pada muncul atau hilangnya suatu sebab (al-iukm yadiir ma’a
al-‘illat wujidan wa ‘adaman) guna merealisasikan tujuan atau manfaat
yang berupa kebebasan (al-Aurriyyah) dan hak asasi manusia.

2. Menerapkan dalil-dalil yang digunakan dalam berijtihad melalui konsep

maqasid

308 Auda, Membumikan Hukum Islam, 294.
309 Auda, Membumikan Hukum Islam, 299-301.



171

Dalam berijtihad, terdapat beberapa dalil yang dapat diterapkan
melalui konsep magqasid, seperti giyas melalui magasid, kemaslahatan yang
koheren dengan magqasid, istihsan berdasarkan magasid, pengadaan sarana
(fath zarai’) untuk mencapai magasid serta adat istiadat ( ‘urf) dan magasid
universalitas guna memperbaiki sistem hukum Islam.3%

Dalam konteks perwalian ijbar, telah di terapkan di dalamnya
beberapa dalil, yaitu istizsan melalui magasid, kemaslahatan yang koheren
dengan magasid dan giyas berdasarkan magasid, dan melibatkan juga di
dalamnya pondasi keterbukaan, khususnya perluasan terhadap penerapan
‘urf kekinian yang sudah diratifikasi dalam bentuk hukum positif dan
perluasan terhadap cakupan magdasid sehingga menjadi perlindungan
terhadap institusi keluarga. Selain itu, ikut berkontribusi di dalamnya
pondasi multidimensi, sehingga dilibatkan juga di dalam konteks tersebut
beberapa dimensi, seperti sejarah, sosiologi, psikologi dan kesehatan
jasmani.

Alur ijtihad dengan melakukan reinterpretasi terhadap sumber primer,
dan penerapan dalil-dalil melalui konsep magasid, telah memberikan
pemahaman bahwa watak kognitif dari mazhab Hanafi dalam berijtihad adalah
nalar epistemologi burhani, yakni cara berpikir yang bertumpu pada akal

(rasio) atau panca indra dalam mencari kebenaran.®'! Selain itu, juga

810 Auda, Membumikan Hukum Islam, 306-312.
811 Kusuma, “Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani”, 11.
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memberikan pemahaman lainnya tentang hierarki magasid (umum, khusus dan
parsial) dari perwalian ijbar yang saling mempengaruhi.

Secara umum, tujuan dari perwalian ijbar adalah sebagai perlindungan
terhadap keluarga dan hak asasi manusia. Secara khusus, tujuannya sebagai
perlindungan terhadap orang-orang yang memiliki gangguan mental dan
kejiwaan, dan menegakkan hak asasi manusia, khususnya konsep kesetaraan,
serta kebebasan berkendak.

Sedangkan secara parsial, tujuan pemberlakuan perwalian ijbar
terhadap orang-orang yang memiliki gangguan mental dan kejiwaan adalah
sebagai upaya perlindungan terhadap keluarga, khususnya terhadap anggota
keluarga yang berada dalam kondisi tidak sehat mental dan jiwanya, dan
menyetarakan haknya dengan orang-orang yang sehat, khususnya untuk
membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. Dan tujuan dari peniadaan
perwalian ijbar terhadap seseorang yang sudah dewasa dan berakal sehat
adalah upaya untuk menegakkan hak asasi manusia, khususnya kebebasan
berhendak untuk berpendapat dan membuat suatu keputusan.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa melalui
pondasi kemanfaatan, proses ijtihad menjadi sistematis dan jelas. Karena
pondasi kemanfaatan ini mampu mengikat pondasi-pondasi lainnya dari
pendekatan sistem. Dalam konteks perwalian ijbar, reinterpretasi terhadap
sumber primer baik Al-Qur’an maupun Hadis telah didasarkan pada magasid.
Begitu juga penerapan beberapa dalil di dalamnya telah didasarkan pada

magqasid dengan melibatkan perluasan terhadap ‘urf kekinian dan beberapa
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dimensi, seperti sejarah, sosiologi, psikologi dan kesehatan jasmani. Sehingga

dapat diketahui bahwa watak kognitif dari mazhab Hanafi dalam berijtihad

adalah nalar epistemologi burhani. Selain itu, diketahui juga hierarki magasid

(umum, khusus dan parsial) dari perwali

Gamba

an ijbar yang saling mempengaruhi.
r 2.6:

Perwalian Ijbar Menurut Mazhab Hanafi
Perspektif Magqasid Syari’ah Jasser Auda

Watak Kognitif:
Epistemologi Burhani

Holisme:

Kesetaraan antara laki-laki dan

perempuan:

1) Sebagai hamba Allah (al-Zariyat:
256).

2) Sebagai Khalifah di Bumi (al-
Bagarah: 30).

3) Menerima janji primordial (al-
A’raf: 256)

4) Adam dan Hawa secara aktif
terlibat dalam drama kosmis (al-
baqarah: 35)

5) Memiliki potensi yang sama untuk
berprestasi (Ali Imran: 195).

b. Kebebasan: beragama (al-Bagarah:
256), berpikir (al-Baqarah: 164),
berpendapat (al-Syura: 38), dan

\ berkehendak (al-Ra’d: 11).

a. Relevan:

1) Pemberlakuannya bagi penderita
gangguan mental/jiwa
2) Peniadaannya bagi orang dewasa
berakal sehat
b. Tidak relevan: pemberlakuannya
bagi anak kecil.

Keterbukaan:

/

/
N

\/Hierarki Saling Mempengaruhi:\

a. Umum: Pemeliharaan terhadap
institusi keluarga dan Hak
Asasi Manusia.

Khusus:

1) Pemeliharaan terhadap
anggota keluarga penderita
gangguan mental/jiwa.

2) Menegakkan konsep
kesetaraan dan kebebasan
berkehendak.

Parsial:

1) Pemeliharaan terhadap
institusi keluarga:
pemberlakuan perwalian
ijbar bagi penderita
gangguan mental/jiwa.

2) Hak Asasi Manusia:
peniadaannya bagi orang
dewasa berakal sehat

<

Multidimensi:
Faktor historis, sosiologis,
psikologis dan kesehatan jasmani

\

Kemanfa

atan:

Proses ijtihad dalam perwalian ijbar menjadi sistematis dan jelas




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Magasid dari perwalian ijbar menurut mazhab Hanafi adalah sebagai
pemeliharaan terhadap keturunan (hifz al-nasl), menegakkan prinsip
kesetaraan (al-musawah) antara laki-laki dan perempuan, dan menegakkan
prinsip kebebasan (al-Aurriyyah) serta hak asasi manusia.

Perwalian ijbar menurut mazhab Hanafi dalam perspektif magdasid

syart’ah menurut Jasser Auda adalah sebagai berikut:

a. Secara kognitif, pemikiran ulama mazhab Hanafi dalam konteks
perwalian ijbar adalah menggunakan nalar epistemologi burhani.

b. Melalui pondasi holisme, para ulama Hanafiyyah telah menerapkan dua
konsep dalam konteks perwalian ijbar, yaitu: konsep kesetaran (al-
musawah) antara laki-laki dan perempuan dan konsep kebebasan (al-
hurriyyah) dan hak asasi manusia.

c. Melalui pondasi keterbukaan, diketahui bahwa perwalian ijbar terhadap
anak yang masih kecil (belum dewasa) menurut mazhab Hanafi dalam
konteks kekinian sudah tidak relevan untuk diterapkan. Sedangkan
penerapannya terhadap penderita keterbelakangan mental atau
gangguan kejiwaan, dan peniadaan terhadap seseorang yang sudah
dewasa dan berakal sehat masih relevan untuk diterapkan dalam

konteks kekinian.
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d. Melalui pondasi hierarki saling mempengaruhi, diketahui bahwa
perwalian ijbar menurut mazhab Hanafi yang relevan dengan konteks
kekinian memiliki tiga magasid, yaitu:

1) Secara umum sebagai perlindungan terhadap keluarga dan hak asasi
manusia.

2) Secara khusus sebagai perlindungan terhadap orang-orang yang
memiliki gangguan mental dan kejiwaan, dan menegakkan hak asasi
manusia, khususnya konsep kesetaraan, serta kebebasan berkendak.

3) Secara parsial sebagai perlindungan terhadap keluarga, khususnya
terhadap anggota keluarga penderita gangguan mental dan kejiwaan,
serta menyetarakan haknya dengan orang-orang yang sehat,
khususnya untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan.
Menegakkan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berhendak
untuk berpendapat dan membuat suatu keputusan.

e. Melalui pondasi multdimensi, diketahui bahwa faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap tidak relevannya perwalian ijbar terhadap anak
yang masih kecil dalam konteks kekinian adalah historis, psikologis dan
kesehatan jasmani. Sedangkan faktor yang berpengaruh dalam
peniadaan perwalian ijbar terhadap seseorang yang sudah dewasa dan
berakal dalam konteks kekinian adalah sosiologis-historis.

f. Melalui pondasi kemanfaatan, proses ijtihad dalam perwalian ijbar
menurut mazhab Hanafi menjadi sistematis dan jelas relevansinya

terhadap konteks kekinian.
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B. Implikasi
Dari hasil penelitian di atas, dapat dikemukakan implikasi, baik secara
teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:
1. Implikasi Teoritis
Secara teoritis penerapan teori magqasid syari’ah menurut Jasser
Auda telah mempermudah proses dalam berijtihad, khususnya dalam
konteks kekinian yang permasalahannya semakin kompleks. Dalam
konteks perwalian ijbar, penerapan teori tersebut telah memperjelas
kondisi yang dapat diberlakukan di dalamnya perwalian ijbar dalam
konteks kekinian, yaitu terhadap anggota keluarga yang menderita
disabilitas mental atau kejiwaan, dan memperkuat peniadaannya terhadap
anggota keluarga yang sudah dewasa dan berakal sehat yang semuanya itu
didasarkan pada magdasid (umum, khusus dan parsial) seperti yang
diuraikan dalam kesimpulan.
2. Implikasi Praktis
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pedoman
bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan, terutama dalam
konteks perwalian, sehingga diharapkan dapat menjaga keharmonisan
keluarga khususnya antara orang tua dan anak dalam urusan perkawinan.
Sedangkan bagi para aparat hukum yang berwenang dapat menjadi
masukan agar upaya edukasi terutama tindakan preventif terjadinya
permaksaan perkawinan oleh wali dapat dilaksanakan lebih maksimal,

sebab bagaimanapun perwalian merupakan hal yang dianggap sakral
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dalam sosio-kultural masyarakat Muslim Indonesia, dan hal tersebut

memiliki potensi konflik jika tidak disikapi dengan tepat dan bijak.

C. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian diatas, peneliti perlu memberikan saran

objektif kepada para pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian

ini, dalam hal ini adalah:

1.

Aparat hukum vyang berwenang membuat undang-undang untuk
menyempurnakan peraturan perundang-undangan agar dapat menjangkau
problem perwalian ijbar yang masih dipahami sebagai pemaksaan
perkawinan, sedangkan dalam hal teknis pernikahan yaitu KUA untuk
lebih meningkatkan bimbingan, arahan, dan pengawasan sebagai bentuk
konkret upaya pencegahan terjadinya permaksaan perkawinan, dan
perlindungan terhadap keluarga.

Bagi setiap anggota keluarga untuk lebih memperhatikan dan memahami
lebih dalam lagi urgensi dari institusi keluarga, khususnya terhadap
anggota keluarga yang menderita disabilitas mental agar mendapatkan
perlindungan dan bantuan dari anggota keluarga yang lain, dan terhadap
anggota keluarga yang memiliki kehendak untuk menikah agar
mendapatkan kebebasan dalam menentukan pilihannya.

Bagi masyarakat umum, untuk berperan aktif dalam memberikan masukan
dan arahan sebagai bentuk kontrol sosial, sehingga dengan kontrol yang

dilakukan diharapkan menjadi upaya preventif untuk mencegah potensi
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konflik dalam konteks perwalian dalam perkawinan yang mungkin
ditimbulkan.

Bagi para akademisi terutama hukum keluarga Islam untuk melakukan
penelitian dan kajian yang lebih mendalam terkait relevansi isu-isu hukum

kekinian, terutama terkait perwalian ijbar.
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